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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR   1   TAHUN  2004 

 
TENTANG 

 
PERBENDAHARAAN NEGARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : 
 

a. 
 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan
bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola
dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; 

 b. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD); 

 c. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara 
yang mengatur perbendaharaan negara; 

 d. bahwa Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische 
Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 53), tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan
pertanggungjawaban  keuangan negara;  
 

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang 
tentang Perbendaharaan Negara; 
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286); 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. 

 
 

BAB   I 
KETENTUAN UMUM 

 
Bagian Pertama 

Pengertian 
 

Pasal  1 
 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, 

termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN  dan 
APBD. 

2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara 
dan membayar seluruh pengeluaran negara. 

3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 
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4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah. 

5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

6. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau 
hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat 
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang 
sah. 

7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau 
hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat 
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang 
sah. 

8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban 
Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau 
kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 

13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
negara/daerah. 

14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama 
negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat 
berharga atau barang-barang negara/daerah. 

15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi 
bendahara umum negara.  

16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi 
bendahara umum daerah. 
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17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan 
negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja 
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 

18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja 
kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. 

19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan 
keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 

20. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non 
kementerian negara/lembaga negara. 

21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian 
keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
Bendahara Umum Daerah. 

22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

23. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

24. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D. 
 
 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

 
Pasal  2 

 
Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi: 
a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; 
b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; 
c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; 
d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; 
e. pengelolaan kas; 
f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; 
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g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; 
h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah; 
i. peyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD; 
j. penyelesaian kerugian negara/daerah; 
k. pengelolaan Badan Layanan Umum; 
l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. 
 
 

Bagian Ketiga 
Asas Umum 

 
Pasal  3 

 
(1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan 

penerimaan dan pengeluaran negara. 
(2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk 

melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. 
(3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban 

APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak 
cukup tersedia. 

(4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan 
program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN. 

(5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan 
program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD. 

(6) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga 
disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan 
pemerintah. 

(7) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD 
dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga. 
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BAB   II 
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA 

 
Bagian Pertama 

Pengguna Anggaran 
 

Pasal  4 
 

(1) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi 
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. 

(2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian 
negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang : 
a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 
b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 
c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; 
d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang; 
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; 
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran; 
g. menggunakan barang milik negara; 
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara; 
i. mengawasi pelaksanaan anggaran; 
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; 

 kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. 
 
 

Pasal  5 
 

Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah : 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 
b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara 

Pengeluaran; 
c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; 
d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; 
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran. 
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Pasal  6 
 

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi 
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 

(2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat 
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya 
berwenang : 
a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 
b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 
e. mengelola utang dan piutang; 
f. menggunakan barang milik daerah; 
g. mengawasi pelaksanaan anggaran; 
h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; 

 satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. 
 
 

Bagian Kedua 
Bendahara Umum Negara/Daerah 

 
Pasal  7 

 
(1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. 
(2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang : 

a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; 
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara; 
d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara; 
e. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan 

penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; 
f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran 

negara; 
g. menyimpan uang negara; 
h. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi; 
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i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas 
beban rekening kas umum negara; 

j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah; 
k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah; 
l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; 
m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan; 
n. melakukan penagihan piutang negara; 
o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara; 
p. menyajikan informasi keuangan negara; 
q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik 

negara; 
r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran 

pajak; 
s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara. 

 
 

Pasal  8 
 
(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara Umum 

Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. 

(2) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, 
menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. 

(3) Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c. 

(4) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang negara 
kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran. 

(5) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak 
ketiga sebagai pengeluaran anggaran. 

 
 

Pasal  9 
 

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah. 
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(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah 

berwenang: 
a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;   
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas 

daerah; 
e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; 
f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau 

lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;   
g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;   
h. menyimpan uang daerah;   
i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; 
j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas 

beban rekening kas umum daerah; 
k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah 

daerah; 
l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 
m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; 
n. melakukan penagihan piutang daerah; 
o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 
p. menyajikan informasi keuangan daerah; 
q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik 

daerah. 
 
 

Bagian Ketiga 
Bendahara Penerimaan/Pengeluaran 

 
Pasal  10 

 
(1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan 

untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan 
pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja 
perangkat daerah. 
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(2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran 

untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada 
kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat 
daerah. 

(3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional. 

(4) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna 
Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara. 

(5) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau 
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut. 

 
 
 

BAB   III 
PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH 

 
Bagian Pertama 
Tahun Anggaran 

 
Pasal  11 

 
Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 
Desember. 
 
 

Pasal  12 
 

(1) APBN dalam satu tahun anggaran meliputi : 
a. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 
b. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; 
c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum 
Negara. 
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Pasal  13 
 
(1) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi: 

a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 
b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; 
c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum 
Daerah. 

 
 

Bagian Kedua 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

 
Pasal  14 

 
(1) Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada semua 

menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk 
masing-masing kementerian negara/lembaga. 

(2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian 
negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh 
Presiden. 

(3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud   pada   ayat (2),   
diuraikan   sasaran   yang  hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran 
yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap 
satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. 

(4) Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan 
rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara 
yang bersangkutan. 

(5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan 
kepada menteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan Badan Pemeriksa 
Keuangan. 
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Pasal  15 
 
(1) Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada 

semua kepala satuan kerja perangkat daerah agar menyampaikan dokumen pelaksanaan 
anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah. 

(2) Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk 
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang 
ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. 

(3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan 
sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang 
disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan 
kerja serta pendapatan yang diperkirakan. 

(4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa 
Keuangan. 

 
 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

 
Pasal  16 

 
(1) Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber 

pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan 
tanggung jawabnya. 

(2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang 
selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. 

(3) Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh 
digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. 

(4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah. 
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Bagian Keempat 
Pelaksanaan Anggaran Belanja 

 
Pasal  17 

 
(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana 

tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. 
(2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan 

anggaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan 
ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. 

 
 

Pasal  18 
 

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada 
mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas 
beban APBN/APBD. 

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran berwenang : 
a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; 
b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syaratan/kelengkapan sehubungan 

dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa; 
c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; 
d. membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang 

bersangkutan; 
e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. 

(3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat 
bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas 
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 

 
 

Pasal  19 
 

(1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum 
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 
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(2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara 

Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam 

perintah pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; 
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara; 
e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. 

 
 

Pasal  20 
 

(1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum 
Daerah. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara 
Umum Daerah berkewajiban untuk : 
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam 

perintah pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; 
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; 
e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 

Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
 
 

Pasal  21 
 
(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa 

diterima. 
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan   kerja    

perangkat    daerah    kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat 
diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. 
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(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya 

setelah : 
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi. 

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang 
dilaksanakannya. 

(6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan 
pemerintah.  

 
 

 
BAB   IV 

PENGELOLAAN UANG 
 

Bagian Pertama 
Pengelolaan Kas Umum Negara/Daerah 

 
Pasal  22 

 
(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan 

menyelenggarakan rekening pemerintah. 
(2) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara. 
(3) Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. 
(4) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, Bendahara Umum 

Negara dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank 
umum. 

(5) Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan negara setiap hari. 
(6) Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke 

Rekening Kas Umum Negara pada bank sentral. 
(7) Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, 

Bendahara Umum Negara mengatur penyetoran secara berkala. 
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(8) Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening 

Kas Umum Negara pada bank sentral. 
(9) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang 
telah ditetapkan dalam APBN. 

 
 

Pasal 23 
 
(1) Pemerintah Pusat memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank 

sentral. 
(2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta 

biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sentral, ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan Gubernur bank sentral dengan Menteri Keuangan. 

 
 

Pasal  24 
 
(1) Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang 

disimpan pada bank umum. 
(2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku. 
(3) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank  umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang 
bersangkutan.  

 
 

Pasal  25 
 
(1) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan 

Negara/Daerah. 
(2) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada 

Belanja Negara/Daerah. 
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Pasal  26 
 
(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam hal tertentu dapat menunjuk 

badan lain untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung 
kegiatan operasional kementerian negara/lembaga. 

(2) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu kontrak 
kerja. 

(3) Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban 
menyampaikan laporan secara berkala kepada Bendahara Umum Negara mengenai 
pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

 
 

Pasal  27 
 
(1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh 
gubernur/bupati/walikota. 

(2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum 
Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang 
ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota. 

(3) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung 
Penerimaan Daerah setiap hari. 

(4) Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja 
wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah. 

(5) Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana 
yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah. 

(6) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang 
telah ditetapkan dalam APBD. 

 
 

Pasal  28 
 
(1) Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan peraturan 

pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral. 
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(2) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan 
pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah. 

 
 
 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Penerimaan Negara/Daerah oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 
 

Pasal 29 
 
(1) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk 

keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian negara/lembaga yang 
bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara. 

(2) Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan 
negara di lingkungan kementerian negara/lembaga. 

(3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan 
pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
 

Pasal  30 
 
(1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan 

pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan 
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya. 

 
 
 
 
 
 



 

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 

 
19

 
Bagian Ketiga 

Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 

 
Pasal  31 

 
(1) Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan 

pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah 
mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 

(2) Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus 
dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian 
negara/lembaga. 

(3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan 
pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
 

Pasal  32 
 
(1) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan 

pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah. 
(2) Gubernur/bupati/walikota mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus 

dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat 
daerah. 

 
 
 

BAB   V 
PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG 

 
Bagian Pertama 

Pengelolaan Piutang 
 

Pasal  33 
 
(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah 

Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang 
tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. 
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(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai 

dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. 
(3) Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dengan peraturan pemerintah. 
 
 

Pasal  34 
 

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan 
negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan 
seluruhnya dan tepat waktu. 

(2) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, 
diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

Pasal  35  
 
Piutang negara/daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahulu sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan  yang berlaku. 
 
 

Pasal  36 
 
(1) Penyelesaian piutang negara/daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan 

dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara 
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. 

(2) Penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang 
negara ditetapkan oleh : 
a. Menteri Keuangan, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati tidak lebih dari 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 
b. Presiden, jika bagian piutang negara yang tidak disepakati lebih dari 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah); 

c. Presiden, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, jika bagian 
piutang negara yang tidak disepakati lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah). 
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(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang 
Pemerintah Daerah ditetapkan oleh : 
a. Gubernur/bupati/walikota, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih 

dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 
b. Gubernur/bupati/walikota, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(4) Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan 
dengan undang-undang. 

 
 

Pasal  37 
 
(1) Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, 

kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam 
undang-undang. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  sepanjang menyangkut piutang 
Pemerintah Pusat, ditetapkan oleh : 
a. Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah); 
b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai 

dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 
c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  sepanjang menyangkut piutang 

Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh : 
a. Gubernur/bupati/walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah); 
b. Gubernur/bupati/walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Perubahan atas jumlah uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan 

dengan undang-undang. 
(3) Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
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Bagian Kedua 
Pengelolaan Utang 

 
Pasal  38 

 
(1) Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan 

untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri 
ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang APBN. 

(2) Utang/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruspinjamkan kepada 
Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. 

(3) Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dibebankan pada Anggaran Belanja Negara. 

(4) Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri 
maupun dari luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah 
Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah. 

 
 

Pasal  39 
 
(1) Gubernur/bupati/walikota dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. 
(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman 

daerah sesuai dengan keputusan gubernur/bupati/walikota. 
(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman dan hibah daerah dibebankan pada Anggaran Belanja 

Daerah. 
(4) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang negara/daerah diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah.  
 
 

Pasal  40 
 
(1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun 

sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. 
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(2) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang 

berpiutang mengajukan tagihan kepada negara/daerah sebelum berakhirnya masa 
kedaluwarsa. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban 
bunga dan pokok pinjaman negara/daerah. 

 
 

 
BAB   VI 

PENGELOLAAN INVESTASI 
 

Pasal  41 
 
(1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat 

ekonomi, sosial  dan/atau manfaat lainnya. 
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, 

dan investasi langsung. 
(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 
(4) Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan 

dengan peraturan pemerintah. 
(5) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 
 
 
 

BAB   VII 
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH 

 
Pasal  42 

 
(1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. 
(2) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga 

yang dipimpinnya. 
(3) Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna 

Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. 
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Pasal  43 
 
(1) Gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 
(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas 

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh gubernur/bupati/walikota. 

(3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat 
daerah yang dipimpinnya. 

 
 

Pasal  44 
 

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan 
barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 
 
 

Pasal  45 
 

(1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan 
negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. 

(2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, 
dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat 
persetujuan DPR/DPRD. 

 
 

Pasal  46 
 
(1) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk : 

a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. 
b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk 

tanah dan/atau bangunan yang : 
1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 
3) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 
1) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 
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5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika 
status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. 

c. Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai 
lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

(2) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih 
dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden. 

(3) Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai 
sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat 
persetujuan Menteri Keuangan. 

 
 

Pasal  47 
 
(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk : 

a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan. 
b. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk 

tanah dan/atau bangunan yang : 
1) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
2) harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 
3) diperuntukkan bagi pegawai negeri; 
4) diperuntukkan bagi kepentingan umum; 
5) dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika 
status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. 

c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai 
lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai 
sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat 
persetujuan gubernur/bupati/walikota. 
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Pasal  48 
 

(1) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal 
tertentu. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 
 
 

Pasal  49 
 
(1) Barang  milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah 

harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang 
bersangkutan. 

(2) Bangunan milik negara/daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan 
ditatausahakan secara tertib. 

(3) Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan 
pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/bupati/ walikota untuk kepentingan 
penyeleng-garaan tugas pemerintahan negara/daerah. 

(4) Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai 
pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah. 

(5) Barang milik negara/daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan 
pinjaman. 

(6) Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik 
negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah. 

 
 
 

BAB   VIII 
LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH 

DAN/ATAU YANG DIKUASAI NEGARA/DAERAH 
 

Pasal  50 
 
Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :  
a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah 

maupun pada pihak ketiga; 
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b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; 
c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun 

pada pihak ketiga; 
d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; 
e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk 

penyelenggaraan tugas pemerintahan. 
 
 
 

BAB   IX 
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBN/APBD 

 
Bagian Pertama 

Akuntansi Keuangan 
 

Pasal  51 
 
(1) Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum 

Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan 
ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. 

(2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna 
Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas 
dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. 

(3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun 
laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

 
 

Bagian Kedua 
Penatausahaan Dokumen 

 
Pasal  52 

 
Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan 
negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Bagian Ketiga 
Pertanggungjawaban Keuangan 

 
Pasal  53 

 
(1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas 

pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum 
Negara/Bendahara Umum Daerah. 

(2) Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan 
penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. 

(3) Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan 
kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya. 

(4) Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi 
hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang 
dilakukannya. 

 
 

Pasal  54 
 
(1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada 

Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam 
penguasaannya.   

(2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada 
Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya. 

 
 

Bagian Keempat 
Laporan Keuangan 

 
Pasal  55 

 
(1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN. 
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(2) Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) : 
a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun 

dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan 
Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.   

b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Menteri 
Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

c. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun  Laporan Arus Kas 
Pemerintah Pusat; 

d. Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan 
negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. 

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Presiden kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(4) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan 
pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai 
dengan standar akuntansi pemerintahan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur 
dengan peraturan pemerintah. 

 
 

Pasal  56 
 
(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada 
gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD. 

(2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) : 
a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi 
anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; 

b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala 
satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir; 
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c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah 

menyusun  Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; 
d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan 

kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan 
daerah. 

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir. 

(4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan 
sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan 
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.  

 
 

Bagian Kelima 
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 

 
Pasal  57 

 
(1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan 

dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 
(2) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi 

pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. 

(3) Pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan masa kerja Komite Standar 
Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan 
Presiden.  

 
 

BAB   X 
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

 
Pasal  58 

 
(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem 
pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. 
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(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah.  
 
 
 

BAB   XI 
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 

 
Pasal  59 

 
(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau 

kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya 
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung 
merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. 

(3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat 
segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian 
negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat 
perbuatan dari pihak mana pun. 

 
 

Pasal  60 
 
(1) Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada 

menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.  

(2) Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan 
bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat 
pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung 
jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat 
menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan 
segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada 
yang bersangkutan.  
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Pasal  61 
 
(1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja 

perangkat daerah kepada gubernur/bupati/ walikota dan diberitahukan kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu 
diketahui. 

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan 
bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan 
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan 
surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi 
tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. 

(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat 
menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan 
segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada 
yang bersangkutan.  

 
 

Pasal  62 
 
(1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan. 
(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur 
dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan 
negara.  

 
 

Pasal  63 
 

(1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara 
ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/walikota. 

(2) Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah. 
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Pasal  64 
 
(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk 

mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi 
pidana. 

(2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. 
 
 

Pasal  65 
 
Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti 
rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut 
atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti 
rugi terhadap yang bersangkutan. 
 
 

Pasal  66 
 
(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai 

tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau 
meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang 
memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang 
berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang 
bersangkutan. 

(2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti 
kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam 
waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada 
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau 
sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan 
diketahui melarikan diri atau meninggal  dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris 
tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah. 
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Pasal  67 
 
(1) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah, yang berada dalam 
penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. 

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula 
untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan 
pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. 

 
 
 

BAB   XII 
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

 
Pasal  68 

 
(1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
(2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan 

serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan 
Umum yang bersangkutan. 

(3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri 
Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang 
pemerintahan yang bersangkutan. 

(4) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat 
pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat 
daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. 

 
 

Pasal  69 
 
(1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. 
(2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum 

disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran 
serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.  
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(3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan 
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. 

(4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang 
diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah. 

(5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau 
badan lain. 

(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung 
untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur 
dalam peraturan pemerintah. 

 
 
 

BAB   XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal  70 

 
(1) Jabatan fungsional bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk selambat-

lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. 
(2) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan 
selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran 
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan 
pengukuran berbasis kas. 

(3) Penyimpanan uang negara dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan secara bertahap, sehingga terlaksana 
secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006. 

(4) Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah 
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan secara bertahap, sehingga 
terlaksana secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2006. 
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Pasal  71 
 
(1) Pemberian bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai 

dilaksanakan pada saat penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara 
sebagai instrumen moneter. 

(2) Penggantian Sertifikat Bank Indonesia dengan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan mulai tahun 2005. 

(3) Selama Surat Utang Negara belum sepenuhnya menggantikan Sertifikat Bank Indonesia 
sebagai instrumen moneter, tingkat bunga yang diberikan adalah sebesar tingkat bunga 
Surat Utang Negara yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. 

 
 
 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
 

Pasal  72 
 
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische 
Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

Pasal  73 
 

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undang ini sudah selesai selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. 
 
 

Pasal  74 
 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Januari 2004 

 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                ttd. 
 

 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
 

 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Januari 2004 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
 
 ttd. 
 
 BAMBANG KESOWO 
 
 
 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2004  NOMOR   5 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
   Deputi Sekretaris Kabinet 
        Bidang Hukum dan 
     Perundang-undangan, 
 
 
   Lambock V. Nahattands 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR    1    TAHUN  2004 
 

TENTANG 
 

PERBENDAHARAAN NEGARA 
  
I.     UMUM 

0. Dasar Pemikiran 

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara 
menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem 
pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu 
dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara tersebut, pada tanggal 5 
April 2003 telah diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 ini menjabarkan lebih 
lanjut aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam asas-asas umum pengelolaan 
keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan dan 
pertanggungjawaban Keuangan Negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, 
perlu ditetapkan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara.  

Sampai dengan saat ini, kaidah-kaidah tersebut masih didasarkan pada 
ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische 
Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah 
beberapa   kali   diubah,   terakhir   dengan   Undang-undang   Nomor   9  Tahun 1968  
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2860) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia tersebut tidak dapat 
lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntutan 
perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, Undang-undang 
tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembali ketentuan 
di bidang perbendaharaan negara, sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, 
ekonomi, dan teknologi modern. 

 
0. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara 

Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk 
memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam 
Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan 
Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk 
investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN  dan APBD. 

Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-undang Perbendaharaan 
Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan 
pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, 
pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, 
pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan 
pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian 
kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum. 

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, 
Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas 
universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Asas kesatuan menghendaki agar 
semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen 
anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan 
ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa 
berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitas mewajibkan agar 
kredit  anggaran  yang  disediakan  terinci  secara  jelas  peruntukannya. Demikian 
pula Undang-undang Perbendaharaan Negara ini memuat ketentuan yang mendorong 
profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 
anggaran.   
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 Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini 
dimaksudkan pula untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan 
otonomi daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, 
kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas, demikian pula dana yang 
diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan dana 
tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan tugas 
pemerintahan di daerah, diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam 
pengelolaan keuangan daerah. Oleh  karena itu Undang-undang Perbendaharaan 
Negara ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan 
Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk 
memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
0. Pejabat Perbendaharaan Negara 

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam 
bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah 
Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya 
adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.  

Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan  berwenang dan 
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, 
sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.  

Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan  dan para menteri 
lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas 
dan menjamin terselenggaranya saling-uji (check and balance) dalam proses 
pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang 
kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. 
Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada kementerian 
negara/lembaga,    sementara    penyelenggaraan     kewenangan     kebendaharaan 
diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Kewenangan administratif tersebut 
meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan 
terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan 
pembebanan  tagihan  yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan  
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dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih 
penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.  

 Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pejabat 
lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar 
kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa 
berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut.  Menteri Keuangan 
selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, 
yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.  

 Fungsi pengawasan  keuangan di sini terbatas pada aspek rechmatigheid dan 
wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran, 
sehingga berbeda dengan fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis 
atau post-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. Dengan demikian, 
dapat dijalankan salah satu prinsip pengendalian intern yang sangat penting dalam 
proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya pemisahan yang tegas antara pemegang 
kewenangan administratif (ordonnateur) dan pemegang fungsi pembayaran 
(comptable). Penerapan pola pemisahan kewenangan tersebut, yang merupakan salah 
satu kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, telah mengalami 
”deformasi” sehingga menjadi kurang efektif untuk mencegah dan/atau 
meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan dan 
pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerapan pola pemisahan tersebut harus 
dilakukan secara konsisten.  

 
0. Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan  

 Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, 
dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan 
sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi 
perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik, pencegahan 
agar jangan sampai terjadi  kebocoran  dan  penyimpangan, pencarian sumber 
pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) 
untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.  

 Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini 
lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah, 
tidaklah dimaksudkan  untuk menyamakan pengelolaan  keuangan  sektor  pemerintah  
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dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu 
lembaga politik.  

 Dalam kedudukannya  yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum 
publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan 
jaminan kesejahteraan kepada rakyat (welfare state).  

 Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan 
menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah 
yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi 
dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah 
dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang 
sesuai dengan lingkungan pemerintahan. 

 Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-prinsip 
yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan 
penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang 
milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai.  

 Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, dalam Undang-undang 
Perbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk 
mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara 
dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang 
mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah. Untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara/daerah, 
diatur kewenangan penyelesaian piutang negara dan daerah. Sementara itu, dalam 
rangka pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk 
mengadakan utang negara/daerah. Demikian pula, dalam rangka meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah dalam 
Undang-undang  Perbendaharaan  Negara  ini  diatur  pula  ketentuan  yang berkaitan 
dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang 
milik negara/daerah. 

  
0. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

 Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 
negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara 
tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sehubungan 
dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar: 
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• Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi;  
• Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan catatan atas laporan keuangan;  

• Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas 
pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan 
kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah;  

• Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;  

• Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang 
independen dan profesional sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat;  

• Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang 
mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance 
Statistics/GFS) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan 
kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (cross country 
studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.  

 Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan 
dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi 
pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima 
secara internasional. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuai dengan  
ketentuan  Pasal  32  Undang-undang   Nomor   17   Tahun  2003  tentang Keuangan 
Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di 
dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. 

 Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah 
dan disusun oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen 
yang terdiri dari para profesional. Agar komite dimaksud terjamin independensinya, 
komite harus dibentuk dengan suatu keputusan Presiden dan harus bekerja 
berdasarkan suatu due process. Selain itu, usul standar yang disusun oleh komite 
perlu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bahan pertimbangan 
dari Badan Pemeriksa Keuangan digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan. 
Hasil penyempurnaan tersebut diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan 
selanjutnya usul standar yang telah disempurnakan tersebut diajukan oleh Menteri 
Keuangan untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 
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 Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat 
memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem 
Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) 
yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga. 

 Selain itu, perlu pula diatur agar laporan pertanggungjawaban keuangan 
pemerintah dapat disampaikan tepat waktu kepada DPR/DPRD. Mengingat bahwa 
laporan keuangan  pemerintah  terlebih  dahulu  harus  diaudit  oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD, BPK memegang peran 
yang sangat penting dalam upaya percepatan penyampaian laporan keuangan 
pemerintah tersebut kepada DPR/DPRD. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 
30 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
yang menetapkan bahwa audit atas Laporan Keuangan Pemerintah harus diselesaikan 
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan tersebut diterima oleh 
BPK dari Pemerintah. Selama ini, menurut Pasal 70 ICW, BPK diberikan batas waktu 
4 (empat) bulan untuk menyelesaikan tugas tersebut. 
 

0. Penyelesaian Kerugian Negara 

 Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan 
melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-undang Perbendaharaan 
Negara ini diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Oleh 
karena itu, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa 
setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau 
kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian 
kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. 

Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara/ lembaga/kepala 
satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah 
mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah 
yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap 
bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti 
kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh 
menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.  
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Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah 
ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif 
dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau 
pidana. 

 
0. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

 Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan 
Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan 
Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan 
dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum 
yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan 
keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian 
negara/lembaga/pemerintah daerah. 

  Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan, 
sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang 
pemerintahan yang bersangkutan.  

  
 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal  1 
 Cukup jelas. 
 
Pasal  2 
 Cukup jelas. 
 
Pasal  3 
 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
         Ayat (2) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (3) 
                Cukup jelas. 
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 Ayat (4) 

Program Pemerintah Pusat dimaksud diusulkan di dalam Rancangan 
Undang-undang tentang APBN serta disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun 
pendapatan negara dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah 
dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 

          Ayat (5) 
Program Pemerintah Daerah dimaksud diusulkan di dalam Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD serta disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan dalam menghimpun 
pendapatan daerah dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah 
dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.  

        Ayat (6) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (7) 

Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.  
 
Pasal  4  
        Cukup jelas. 
 
Pasal  5 

Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran,  Bendahara 
Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna 
Anggaran yang bersangkutan. 

 
Pasal  6 
         Cukup jelas. 
 
Pasal  7 
          Ayat (1) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (2) 
               Huruf  a 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  b 
                         Cukup jelas. 
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              Huruf  c 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  d 
                           Cukup jelas. 
                Huruf  e 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  f 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  g 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  h 

Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah 
pembelian Surat Utang Negara. 

               Huruf  i 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  j 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  k 
                           Cukup jelas. 
                Huruf  l 
                           Cukup jelas. 
                Huruf  m 
                            Cukup jelas. 
               Huruf  n 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  o 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  p 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  q 
                           Cukup jelas. 
                Huruf  r 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  s 
                       Cukup jelas. 
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Pasal  8  
         Cukup jelas. 
 
Pasal  9 
          Ayat (1) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (2) 
                Huruf  a 
                            Cukup jelas. 
               Huruf  b 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  c 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  d 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  e 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  f 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  g 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  h 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  i 

Dalam rangka pengelolaan kas, investasi yang dimaksud adalah 
pembelian Surat Utang Negara. 

                Huruf  j 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  k 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  l 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  m 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  n 
                            Cukup jelas. 
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                Huruf  o 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  p 
                            Cukup jelas. 
                Huruf  q 
                            Cukup jelas. 
 
Pasal  10 
          Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/ 
menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam 
pengelolaannya. 
Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh 
Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional 
Bendahara. 

 Ayat (4) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (5) 
                Cukup jelas. 
 
Pasal  11 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  12 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  13  
          Cukup jelas. 
 
Pasal  14  
          Cukup jelas. 
 
Pasal  15  
          Cukup jelas. 
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Pasal  16 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  17  
          Cukup jelas. 
 
Pasal  18  
          Cukup jelas. 
 
Pasal  19 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  20 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  21 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  22 
          Ayat (1) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (2) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (3) 

Uang negara dimaksud pada ayat ini adalah uang milik negara yang meliputi 
rupiah dan valuta asing. 

          Ayat (4)  
Dalam hal tertentu, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening 
pada lembaga keuangan lainnya.  
Pembukaan rekening pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas kesatuan kas dan asas 
kesatuan perbendaharaan, serta optimalisasi pengelolaan kas. 

          Ayat (5)  
                Cukup jelas. 
 Ayat (6) 
                Cukup jelas. 



 

DHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 

 
51

 
 
         Ayat (7) 
                Cukup jelas. 
    Ayat (8) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (9) 
               Cukup jelas. 
 
Pasal  23 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  24 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  25  
         Cukup jelas. 
 
Pasal  26 
          Ayat (1) 

Hal tertentu yang dimaksud pada ayat ini adalah keadaan belum tersedianya 
layanan perbankan di satu tempat yang menjamin kelancaran pelaksanaan 
penerimaan dan pengeluaran negara.  
Badan lain yang dimaksud pada ayat ini adalah badan hukum di luar 
lembaga keuangan yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik untuk 
melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran negara.  
Kompetensi dimaksud meliputi keahlian, permodalan, jaringan, dan sarana 
penunjang layanan yang diperlukan.  
Reputasi dinilai berdasarkan perkembangan kinerja badan hukum yang 
bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir.  
Kegiatan operasional dimaksud terutama berkaitan dengan penyelenggaraan 
tugas pokok dan  fungsi kementerian negara/ lembaga. 

          Ayat (2) 
Penunjukan badan lain tersebut dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 
mengutamakan badan hukum di luar lembaga keuangan yang sebagian besar 
atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.  
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 Ayat (3) 

Badan lain dimaksud berkewajiban menyampaikan laporan bulanan atas 
pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran yang dilakukannya. Laporan 
dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan. 

  
Pasal  27 
          Cukup jelas. 
  
Pasal  28 
          Cukup jelas. 
  
Pasal  29 
          Ayat (1) 

Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/pejabat 
lain yang ditunjuk.  

          Ayat (2)  
                Cukup jelas. 
          Ayat (3) 
                Cukup jelas. 
 
Pasal  30 
          Ayat (1) 

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada 
ayat ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan uang 
negara/daerah. 

          Ayat (2) 
                Cukup jelas. 
 
Pasal  31 
          Ayat (1) 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga, 
kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga dapat diberi 
persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak dapat 
dilakukan langsung oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada pihak 
yang menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukan  
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pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum 
dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud, 
serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan 
tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan 
pemerintah mengenai pengelolaan uang negara. 

          Ayat (2) 
               Cukup jelas. 
          Ayat (3) 
                Cukup jelas. 
 
Pasal  32 
          Ayat (1) 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, satuan 
kerja yang bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluan 
pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Bendahara Umum 
Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan 
dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang 
persediaan tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara 
pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme 
pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara 
Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan 
uang daerah. 

          Ayat (2) 
               Cukup jelas. 
 
Pasal  33 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  34 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  35 

Yang dimaksud dengan piutang negara/daerah jenis tertentu antara lain piutang 
pajak dan piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. 
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Pasal  36 
          Ayat (1) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalah selisih 
antara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah dengan jumlah kewajiban 
yang diakui oleh debitur. 

          Ayat (3) 
               Cukup jelas. 
          Ayat (4) 
                Cukup jelas. 
 
Pasal  37 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  38 
         Cukup jelas. 
 
Pasal  39 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  40 
            Ayat (1) 
                       Cukup jelas. 
            Ayat (2) 

Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 
Januari tahun berikutnya. 

          Ayat (3) 
                Cukup jelas. 
 
Pasal  41 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  42 
          Cukup jelas. 
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Pasal  43 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  44 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  45 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  46 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  47 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  48 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  49 
          Ayat (1) 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam menetapkan 
ketentuan pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dimiliki dan dikuasai 
pemerintah pusat/daerah berkoordinasi dengan lembaga yang bertanggung 
jawab di bidang pertanahan nasional. 

          Ayat (2) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (3) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (4) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (5) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (6) 

Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan 
kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, 
penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan. 
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Pasal  50 
          Huruf a 
                Cukup jelas. 
          Huruf b 
                Cukup jelas. 
          Huruf c 
                Cukup jelas. 
          Huruf d 
                Cukup jelas. 
          Huruf e 

Barang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang 
secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah 
berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak 
ketiga. 

  
Pasal  51 
          Ayat (1) 

Aset yang dimaksud pada ayat ini adalah sumber daya, yang antara lain 
meliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam 
satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan 
diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan. 
Ekuitas dana yang dimaksud pada ayat ini adalah kekayaan bersih 
pemerintah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai 
seluruh kewajiban atau utang pemerintah.  

          Ayat (2) dan Ayat (3) 
Tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang 
tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

  
Pasal  52 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang tentang 
kearsipan.  

  
Pasal  53 
          Cukup jelas. 
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Pasal  54 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  55 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  56 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  57 
          Ayat (1) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (2) 

Dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ini, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan proses 
penyiapan standar dan meminta pertimbangan mengenai substansi standar 
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.  
Proses penyiapan standar dimaksud mencakup langkah-langkah yang perlu 
ditempuh secara cermat (due process) agar dihasilkan standar yang objektif 
dan bermutu.  
Terhadap pertimbangan yang diterima  dari Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan tanggapan, 
penjelasan, dan/atau melakukan penyesuaian sebelum standar akuntansi 
pemerintahan ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. 

          Ayat (3) 
Keanggotaan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ini berasal dari profesional di bidang akuntansi dan 
berjumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang ketua dan wakil 
ketuanya dipilih dari dan oleh anggota.  

  
Pasal  58 
          Ayat (1) 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan 
sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan.  
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Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan 
masing-masing.  
Gubernur/bupati/walikota mengatur lebih lanjut dan meyelenggarakan 
sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang 
dipimpinnya. 

          Ayat (2) 
Sistem pengendalian intern yang akan dituangkan dalam peraturan 
pemerintah dimaksud dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. 

  
Pasal  59 
          Ayat (1) 

Kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian 
pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka 
pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka 
pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. 
Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan 
kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin 
dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan 
para pengelola keuangan pada khususnya. 

          Ayat (2) 
Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan 
pejabatpenyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, 
tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.  

          Ayat (3) 
                Cukup jelas. 
 
Pasal  60 
          Ayat (1) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (2) 
                Cukup jelas. 
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 Ayat (3) 

Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk 
pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag).  
Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah 
menteri/pimpinan lembaga, surat keputusan pembebanan penggantian 
kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara. 
Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah Menteri 
Keuangan, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara 
dimaksud diterbitkan oleh Presiden. 
Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinan 
lembaga negara, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian 
sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden. 

  
Pasal  61 
          Ayat (1) 
               Cukup jelas. 
 
          Ayat (2) 
               Cukup jelas. 
          Ayat (3) 

Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk 
pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag).  
Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian 
sementara dimaksud diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. 
Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah, surat keputusan pembebanan 
penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh 
gubernur/bupati/walikota. 
Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinan 
lembaga pemerintahan daerah, surat keputusan pembebanan penggantian 
kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden. 
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Pasal  62 
          Ayat (1) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku adalah menyampaikan hasil pemeriksaan 
tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang. 

          Ayat (3) 
                Cukup jelas. 
 
Pasal  63 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  64 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  65 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  66 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  67 
          Ayat (1) 
                Cukup jelas. 
          Ayat (2)  

Pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelola perusahaan umum dan 
perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu 
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia  ditetapkan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang 
tersendiri. 

 
Pasal  68 
          Cukup jelas. 
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Pasal  69 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  70 

Pelaksanaan secara bertahap dimaksud disesuaikan dengan kondisi perbankan dan 
kesiapan sarana dan prasarana pendukung.  

 
Pasal  71 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  72 
         Cukup jelas. 
 
Pasal  73 
          Cukup jelas. 
 
Pasal  74 
          Cukup jelas. 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4355 
 



 

 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
 

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR 14 TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
Menimbang : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengingat : 

 
 
a. bahwa  informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap  orang    

bagi  pengembangan  pribadi  dan  lingkungan   
sosialnya   serta      merupakan   bagian   penting   bagi  
ketahanan nasional;  

b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi  manusia dan 
keterbukaan informasi publik merupakan  salah   satu   ciri   penting   
negara   demokratis   yang  menjunjung     tinggi     kedaulatan     
rakyat     untuk  mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;   

c. bahwa    keterbukaan    informasi    publik    merupakan  sarana   
dalam   mengoptimalkan   pengawasan   publik  terhadap  
penyelenggaraan  negara  dan  Badan  Publik  lainnya   dan   segala   
sesuatu   yang   berakibat   pada  kepentingan publik;   

d. bahwa pengelolaan informasi   publik merupakan salah   satu    upaya    
untuk    mengembangkan    masyarakat  informasi;   

e. bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana  dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,  perlu       membentuk       
Undang-Undang       tentang  Keterbukaan Informasi Publik;  

 
 
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J   Undang-  Undang  Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 

dan 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
M E M U T U S K A N: 

 
Menetapkan :     UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI  

PUBLIK. 
 
 
BAB I … 
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BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
D
 

alam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Informasi  adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan  pesan,  baik  data,  fakta  
maupun  penjelasannya  yang  dapat  dilihat,  didengar,  dan  
dibaca  yang  disajikan  dalam  berbagai  kemasan  dan  format  
sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  
komunikasi  secara elektronik ataupun nonelektronik.  

 
2. Informasi  Publik  adalah  informasi  yang   dihasilkan,  disimpan,  

dikelola,  dikirim,  dan/atau   diterima  oleh  suatu    badan    publik    
yang    berkaitan    dengan  penyelenggara dan penyelenggaraan 
negara dan/atau  penyelenggara   dan   penyelenggaraan   badan   
publik  lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta  
informasi  lain  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik.  

 
3. Badan  Publik  adalah  lembaga  eksekutif,  legislatif,   yudikatif,  

dan  badan  lain  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan  
dengan  penyelenggaraan  negara,  yang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  
Negara  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan     Belanja  Daerah,  
atau  organisasi  nonpemerintah  sepanjang  sebagian  atau  seluruh     
dananya     bersumber     dari     Anggaran  Pendapatan dan   
Belanja Negara dan/atau Anggaran  

 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan 
masyarakat, dan/atau luar negeri.   

4. Komisi   Informasi   adalah   lembaga   mandiri   yang  berfungsi   
menjalankan   Undang-Undang   ini   dan  peraturan   
pelaksanaannya,   menetapkan   petunjuk  teknis    standar    
layanan    informasi    publik    dan  menyelesaikan   sengketa   
informasi   publik   melalui  mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.  

 
5. Sengketa   Informasi   Publik   adalah   sengketa   yang  terjadi  

antara  badan  publik  dan  pengguna   informasi  publik  yang  
berkaitan  dengan  hak  memperoleh  dan  menggunakan   
informasi   berdasarkan   perundang-  undangan.  

 
6. Mediasi  …  
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6. Mediasi   adalah   penyelesaian   sengketa   informasi  publik  

antara  para  pihak  melalui  bantuan  mediator  komisi informasi.  
 
7. Ajudikasi    adalah    proses    penyelesaian    sengketa  informasi 

publik antara para pihak yang diputus oleh  komisi informasi.  
 
8. Pejabat  Publik  adalah  orang    yang    ditunjuk  dan  diberi   tugas 

untuk   menduduki posisi atau jabatan  tertentu  pada  badan publik.  
 
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah  pejabat    

yang    bertanggung    jawab    di    bidang  penyimpanan,      
pendokumentasian,      penyediaan,  dan/atau pelayanan informasi 
di badan publik.  

 
10. Orang  adalah  orang  perseorangan,  kelompok  orang,  badan   

hukum,   atau   badan   publik   sebagaimana  dimaksud dalam 
Undang-Undang ini.  

 
11. Pengguna   Informasi   Publik   adalah   orang   yang  

menggunakan  informasi  publik  sebagaimana  diatur  dalam 
Undang-Undang ini.  

 
12. Pemohon   Informasi   Publik   adalah   warga   negara  dan/atau 

badan hukum Indonesia yang mengajukan  permintaan   informasi   
publik   sebagaimana   diatur  dalam Undang-Undang ini.  

 
 
 

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN 

 
Bagian Kesatu  

Asas 
 
 

Pasal 2 

 
(1) Setiap  Informasi  Publik  bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses oleh 

setiap Pengguna Informasi Publik.  
 
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan  terbatas.  
 
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap  Pemohon  

Informasi  Publik  dengan  cepat  dan  tepat  waktu, biaya ringan, 
dan cara sederhana.  

 
 

(4) Informasi …  
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(4) Informasi  Publik  yang  dikecualikan  bersifat  rahasia  sesuai   

dengan   Undang-Undang,   kepatutan,   dan  kepentingan    umum    
didasarkan    pada    pengujian  tentang   konsekuensi   yang   
timbul   apabila   suatu  informasi diberikan kepada masyarakat 
serta setelah  dipertimbangkan  dengan  saksama  bahwa  menutup  
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang  lebih besar 
daripada membukanya atau sebaliknya.  

 
 
 

Bagian Kedua  
Tujuan 

 
 

Pasal 3 
 
 
Undang-Undang ini bertujuan untuk: 
 
a. menjamin   hak   warga   negara   untuk   mengetahui  rencana    

pembuatan    kebijakan    publik,    program  kebijakan  publik,  dan  
proses  pengambilan  keputusan  publik,  serta  alasan  pengambilan  
suatu  keputusan  publik;  

 
b. mendorong    partisipasi    masyarakat    dalam    proses  

pengambilan kebijakan publik;  
 
c. meningkatkan     peran     aktif     masyarakat     dalam  pengambilan 

kebijakan publik dan pengelolaan Badan  Publik yang baik;  
 
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu  yang  

transparan,  efektif  dan  efisien,  akuntabel  serta  dapat 
dipertanggungjawabkan;  

 
e. mengetahui      alasan      kebijakan      publik      yang  

mempengaruhi hajat hidup orang banyak;  
 
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan   kehidupan 

bangsa; dan/atau  
 
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di  lingkungan 

Badan Publik untuk menghasilkan layanan  informasi yang 
berkualitas.  

 
 
 
BAB III … 
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BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI  

PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 
 
 

Bagian Kesatu  Hak 
Pemohon Informasi Publik 

 
Pasal 4 

 
(1) Setiap  Orang  berhak  memperoleh  Informasi  Publik  sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang ini.  
 

(2) Setiap Orang berhak:  
 

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;   
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk  umum untuk 

memperoleh Informasi Publik;  
 

c. mendapatkan   salinan   Informasi   Publik   melalui  
permohonan  sesuai  dengan  Undang-Undang  ini;  dan/atau  

 
d. menyebarluaskan  Informasi  Publik  sesuai  dengan  peraturan 

perundang-undangan.  
 

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan  permintaan     
Informasi     Publik     disertai     alasan  permintaan tersebut.  

 
(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan  gugatan  ke  

pengadilan  apabila  dalam  memperoleh  Informasi Publik 
mendapat hambatan atau kegagalan  sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang ini.  

 
 

Bagian Kedua  Kewajiban 
Pengguna Informasi Publik 

 
Pasal 5 

 
(1) Pengguna   Informasi   Publik   wajib   menggunakan  Informasi 

Publik sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  
 

(2) Pengguna   Informasi   Publik   wajib   mencantumkan  sumber  
dari  mana  ia  memperoleh  Informasi  Publik,  baik   yang   
digunakan   untuk   kepentingan   sendiri  maupun  untuk  
keperluan  publikasi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 
 
Bagian Ketiga … 
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Bagian Ketiga  
Hak Badan Publik 

 
Pasal 6 

 
(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi  yang 

dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.  

 
(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi  Publik   

apabila   tidak   sesuai   dengan   ketentuan  peraturan perundang-
undangan.  

 
(3) Informasi  Publik  yang  tidak  dapat  diberikan  oleh  Badan  

Publik,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah:  
 

a. informasi yang dapat membahayakan negara;   
b. informasi   yang   berkaitan   dengan   kepentingan  

perlindungan  usaha  dari  persaingan  usaha  tidak  sehat;   
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;   
d. informasi  yang  berkaitan  dengan  rahasia  jabatan;  dan/atau   
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau  

didokumentasikan.  
 
 

Bagian Keempat  
Kewajiban Badan Publik 

 
Pasal 7 

 
(1) Badan    Publik    wajib    menyediakan,    memberikan  dan/atau  

menerbitkan  Informasi  Publik  yang  berada  di bawah 
kewenangannya kepada Pemohon Informasi  Publik,  selain  
informasi  yang  dikecualikan  sesuai  dengan ketentuan.  

 
(2) Badan  Publik  wajib  menyediakan  Informasi  Publik   yang 

akurat, benar, dan tidak menyesatkan.  
 
(3) Untuk     melaksanakan     kewajiban     sebagaimana  dimaksud   

pada   ayat   (2),   Badan   Publik   harus  membangun  dan  
mengembangkan  sistem  informasi  dan  dokumentasi  untuk  
mengelola  Informasi  Publik  secara baik dan efisien sehingga 
dapat diakses dengan  mudah.  

 
 

(4) Badan …  
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(4) Badan  Publik  wajib  membuat  pertimbangan  secara  tertulis    

setiap    kebijakan    yang    diambil    untuk  memenuhi hak setiap 
Orang atas Informasi Publik.  

 
(5) Pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  antara  lain  

memuat  pertimbangan  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  
dan/atau  pertahanan  dan  keamanan  negara.  

 
(6) Dalam   rangka   memenuhi   kewajiban   sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan  Publik  dapat  
memanfaatkan  sarana  dan/atau  media  elektronik dan 
nonelektronik.  

 
 

Pasal 8 
 

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan  dan  
pendokumentasian  Informasi  Publik  dilaksanakan  berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

 
BAB IV  

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 
 
 

Bagian Kesatu  
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 
 

Pasal 9 
 

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi  Publik 
secara berkala.  

 
(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  meliputi:  

 
a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;   
b. informasi  mengenai  kegiatan  dan  kinerja  Badan  Publik 

terkait;   
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau   
d. informasi   lain   yang   diatur   dalam   peraturan  perundang-

undangan.  
 

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi  Publik    
sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)  dilakukan paling 
singkat 6 (enam) bulan sekali.  

 
(4) Kewajiban     menyebarluaskan     Informasi     Publik  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  disampaikan  dengan cara 
yang mudah dijangkau oleh masyarakat  dan dalam bahasa yang 
mudah dipahami.  

 
 

(5) Cara-cara …  
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(5) Cara-cara   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4)  ditentukan   
lebih   lanjut   oleh   Pejabat   Pengelola  Informasi dan 
Dokumentasi di Badan Publik terkait.  

 
(6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kewajiban  Badan  Publik  

memberikan  dan  menyampaikan  Informasi  Publik  secara  
berkala  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur dengan Petunjuk  Teknis Komisi Informasi.  

 
Bagian Kedua  

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta 
 

Pasal 10 
 

(1) Badan  Publik  wajib  mengumumkan  secara  serta-  merta suatu 
informasi yang dapat mengancam hajat  hidup orang banyak dan 
ketertiban umum.  

 
(2) Kewajiban     menyebarluaskan     Informasi     Publik  

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  dengan cara 
yang mudah dijangkau oleh masyarakat  dan dalam bahasa yang 
mudah dipahami.  

 
Bagian Ketiga  Informasi yang 

Wajib Tersedia Setiap Saat 
 

Pasal 11 
 

(1) Badan  Publik  wajib  menyediakan  Informasi  Publik  setiap saat 
yang meliputi:   
a. daftar  seluruh  Informasi  Publik  yang  berada  di  bawah 

penguasaannya,   tidak termasuk informasi  yang dikecualikan;   
b. hasil       keputusan       Badan       Publik       dan  

pertimbangannya;   
c. seluruh   kebijakan   yang   ada   berikut   dokumen  

pendukungnya;   
d. rencana   kerja   proyek   termasuk   di   dalamnya  perkiraan 

pengeluaran tahunan Badan Publik;   
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;   
f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat  Publik   

dalam   pertemuan   yang   terbuka   untuk  umum;  
g. prosedur   kerja   pegawai   Badan   Publik   yang  berkaitan 

dengan pelayanan masyarakat; dan/atau   
 
 
 

h. laporan …  
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h. laporan   mengenai   pelayanan   akses   Informasi  Publik 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  ini.  

 
(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi  masyarakat    

berdasarkan    mekanisme    keberatan  dan/atau     penyelesaian     
sengketa     sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48,  Pasal  49,  
dan  Pasal  50  dinyatakan   sebagai   Informasi   Publik   yang   
dapat  diakses oleh Pengguna Informasi Publik.  

 
(3) Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    tata    cara  pelaksanaan  

kewajiban  Badan  Publik  menyediakan  Informasi  Publik  yang  
dapat  diakses  oleh  Pengguna  Informasi  Publik   sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk 
Teknis Komisi  Informasi.  

 
 

Pasal 12 
 
Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan  informasi, 
yang meliputi: 
 
a.
 

 jumlah permintaan informasi yang diterima;  

b. waktu    yang    diperlukan    Badan    Publik    dalam  memenuhi 
setiap permintaan informasi;  

 
c. jumlah    pemberian    dan    penolakan    permintaan  informasi; 

dan/atau  
 
d. alasan penolakan permintaan informasi.  

 
Pasal 13 

 
(1) Untuk   mewujudkan   pelayanan   cepat,   tepat,   dan   sederhana 

setiap Badan Publik:  
 

a. menunjuk    Pejabat    Pengelola    Informasi    dan  
Dokumentasi; dan  

 
b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan  layanan 

informasi secara cepat, mudah, dan wajar  sesuai  dengan  
petunjuk  teknis  standar  layanan  Informasi Publik yang 
berlaku secara nasional.  

 
(2) Pejabat    Pengelola    Informasi    dan    Dokumentasi  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu  oleh pejabat 
fungsional.  

 
 
Pasal 14 … 
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Pasal 14 
 
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha  Milik 
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan  usaha  lainnya  
yang  dimiliki  oleh  negara  dalam  Undang-  Undang ini adalah: 
 
a. nama  dan  tempat  kedudukan,  maksud  dan  tujuan  serta  jenis  

kegiatan  usaha,  jangka  waktu  pendirian,  dan   permodalan,   
sebagaimana   tercantum   dalam  anggaran dasar;  

 
b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan  anggota 

dewan komisaris perseroan;   
c. laporan  tahunan,  laporan  keuangan,  neraca  laporan  laba   rugi,   

dan   laporan   tanggung   jawab   sosial  perusahaan yang telah 
diaudit;   

d. hasil   penilaian   oleh   auditor   eksternal,   lembaga  pemeringkat 
kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;   

e. sistem    dan    alokasi    dana    remunerasi    anggota  
komisaris/dewan pengawas dan direksi;   

f . mekanisme  penetapan  direksi  dan  komisaris/dewan  pengawas;  

g. kasus   hukum   yang   berdasarkan   Undang-Undang  terbuka 
sebagai Informasi Publik;   

h. pedoman  pelaksanaan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik     
berdasarkan     prinsip-prinsip     transparansi,  akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, kemandirian, dan  kewajaran;  

 
i . pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;  

j . penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;  

k . perubahan tahun fiskal perusahaan;  

l. kegiatan  penugasan  pemerintah  dan/atau  kewajiban  pelayanan 
umum atau subsidi;   

m . mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau  

n. informasi  lain  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang  yang  
berkaitan  dengan  Badan  Usaha  Milik  Negara/  Badan Usaha 
Milik Daerah.  

 
Pasal 15 

 
Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik  dalam 

ndang-Undang ini adalah: U 
a.   asas dan tujuan; 

 
 
b. program … 
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b . program umum dan kegiatan partai politik;  

c . nama,   alamat   dan   susunan   kepengurusan   dan  perubahannya;  

d. pengelolaan  dan  penggunaan  dana  yang  bersumber  dari   
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara  dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;   

e . mekanisme pengambilan keputusan partai;  

f. keputusan     partai     yang     berasal     dari     hasil  
muktamar/kongres/munas     dan/atau     keputusan  lainnya yang 
menurut anggaran dasar dan anggaran  rumah tangga partai terbuka 
untuk umum; dan/atau  

 
g. informasi  lain  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  yang 

berkaitan dengan partai politik.  

 
Pasal 16 

 
Informasi  Publik  yang  wajib  disediakan  oleh  organisasi  

onpemerintah dalam Undang-Undang ini adalah: n 
a . asas dan tujuan;  

b . program dan kegiatan organisasi;  

c. nama,     alamat,     susunan     kepengurusan,     dan  
perubahannya;   

d. pengelolaan  dan  penggunaan  dana  yang  bersumber  dari   
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara  dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah,  sumbangan   masyarakat,   
dan/atau   sumber   luar  negeri;   

e . mekanisme pengambilan keputusan organisasi;  

f . keputusan-keputusan organisasi; dan/atau  

g. informasi   lain   yang   ditetapkan   oleh   peraturan  perundang-
undangan.  

 
 

BAB V  
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

 
Pasal 17 

 
Setiap  Badan  Publik  wajib  membuka  akses  bagi  setiap  Pemohon 
nformasi Publik untuk mendapatkan Informasi  Publik, kecuali: I 

a. Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada 
Pemohon Informasi Publik  dapat menghambat  proses penegakan 
hukum, yaitu informasi yang dapat:  

 
 

1. menghambat …  
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1. menghambat  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  suatu 
tindak pidana;  

 
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,  dan/atau 

korban yang mengetahui adanya tindak  pidana;  
 

3. mengungkapkan    data    intelijen    kriminal    dan  rencana-
rencana    yang    berhubungan    dengan  pencegahan    dan    
penanganan    segala    bentuk  kejahatan transnasional;  

 
4. membahayakan    keselamatan    dan    kehidupan  penegak 

hukum dan/atau keluarganya; dan/atau  
 

5. membahayakan    keamanan    peralatan,    sarana,  dan/atau 
prasarana penegak hukum.  

 
b. Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada 

Pemohon Informasi Publik  dapat mengganggu  kepentingan    
erlindungan   hak    atas    kekayaan  p   

intelektual  
tidak sehat; 

dan perlindungan 
 
dari persaingan usaha 

 
c. Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada      

Pemohon      Informasi      Publik      dapat   membahayakan  
pertahanan  dan  keamanan  negara,  yaitu:  

 
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik  dan teknik 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan  sistem pertahanan dan 
keamanan negara, meliputi  tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan pengakhiran  atau  evaluasi  dalam  kaitan  dengan  
ancaman  dari  dalam dan luar negeri;  

 
2. dokumen  yang  memuat  tentang  strategi,  intelijen,  operasi,  

teknik  dan  taktik  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan 
sistem pertahanan dan keamanan   negara     yang     meliputi     
tahap     perencanaan,  pelaksanaan dan pengakhiran atau 
evaluasi;  

 
3. jumlah,    komposisi,    disposisi,    atau    dislokasi  kekuatan 

dan kemampuan dalam penyelenggaraan  sistem  pertahanan  
dan  keamanan  negara  serta  rencana pengembangannya;  

 
4. gambar  dan  data  tentang  situasi  dan  keadaan  pangkalan 

dan/atau instalasi militer;  
 
 
 

5. data …  



 
 

 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

- 13 - 
 

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan  negara    
lain    terbatas    pada    segala    tindakan  dan/atau   indikasi   
negara   tersebut   yang   dapat  membahayakan    kedaulatan    
Negara    Kesatuan  Republik     Indonesia     dan/atau     data     
terkait  kerjasama    militer    dengan    negara    lain    yang  
disepakati   dalam   perjanjian   tersebut   sebagai  rahasia atau 
sangat rahasia;  

 
6. sistem persandian negara; dan/atau   
7. sistem intelijen negara.  

 
d. Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada      

Pemohon      Informasi      Publik      dapat   mengungkapkan 
kekayaan alam Indonesia;  

 
e. Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada  

Pemohon  Informasi  Publik,  dapat  merugikan  ketahanan 
ekonomi nasional:  

 
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang   nasional  

atau  asing,  saham  dan  aset  vital  milik  negara;  
 

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga,  dan model 
operasi institusi keuangan;  

 
3. rencana   awal   perubahan   suku   bunga   bank,  pinjaman 

pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau  pendapatan 
negara/daerah lainnya;  

 
4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau  properti;  

 
5. rencana awal investasi asing;   
6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi,  atau 

lembaga keuangan lainnya; dan/atau  
 

7. hal-hal  yang  berkaitan  dengan  proses pencetakan  uang.  
 
f. Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada  

Pemohon  Informasi  Publik,  dapat  merugikan  kepentingan 
hubungan luar negeri:  

 
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah  diambil  

oleh  negara  dalam  hubungannya  dengan  negosiasi 
internasional;  

 
2. korespondensi diplomatik antarnegara;   
3. sistem     komunikasi     dan     persandian     yang  

dipergunakan    dalam    menjalankan    hubungan  
internasional; dan/atau  

 
 

4. perlindungan …  
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4. perlindungan    dan    pengamanan    infrastruktur  strategis 
Indonesia di luar negeri.  

 
g. Informasi    Publik    yang    apabila    dibuka    dapat  

mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi  dan kemauan 
terakhir ataupun wasiat seseorang;  

 
h. Informasi  Publik  yang  apabila  dibuka  dan  diberikan  kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap  rahasia pribadi, 
yaitu:  

 
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;   
2. riwayat,    kondisi    dan    perawatan,    pengobatan  kesehatan 

fisik, dan psikis seseorang;  
 

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening  bank 
seseorang;  

 
4. hasil-hasil      evaluasi      sehubungan      dengan  kapabilitas,    

intelektualitas,    dan    rekomendasi  kemampuan seseorang; 
dan/atau  

 
5. catatan  yang  menyangkut  pribadi  seseorang  yang  berkaitan   

dengan   kegiatan   satuan   pendidikan  formal dan satuan 
pendidikan nonformal.  

 
i. memorandum  atau  surat-surat  antar  Badan  Publik  atau   intra   

Badan   Publik,   yang   menurut   sifatnya  dirahasiakan  kecuali  
atas  putusan  Komisi  Informasi  atau pengadilan;  

 
j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan  Undang-

Undang.  
 
 

Pasal 18 
 
(1) Tidak   termasuk   dalam   kategori   informasi   yang  dikecualikan 

adalah informasi berikut:  
 

a. putusan badan peradilan;   
b. ketetapan,  keputusan,  peraturan,  surat  edaran,  ataupun  

bentuk  kebijakan  lain,  baik  yang  tidak  berlaku  mengikat  
maupun  mengikat  ke  dalam  ataupun   ke   luar   serta   
pertimbangan   lembaga  penegak hukum;  

 
c. surat   perintah   penghentian   penyidikan   atau   penuntutan;  

 
d. rencana  pengeluaran  tahunan   lembaga  penegak  hukum;  

 
e. laporan   keuangan   tahunan   lembaga   penegak  hukum;  

 
 

f. laporan …   
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f. laporan  hasil  pengembalian  uang  hasil  korupsi;  dan/atau  

 
g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal  11 ayat (2).  

 
(2) Tidak     termasuk     informasi     yang     dikecualikan  

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  huruf  g  dan  huruf h, 
antara lain apabila :  

 
a. pihak   yang   rahasianya   diungkap   memberikan  persetujuan 

tertulis; dan/atau  
 

b. pengungkapan  berkaitan  dengan  posisi  seseorang  dalam 
jabatan-jabatan publik.  

 
(3) Dalam  hal  kepentingan  pemeriksaan  perkara  pidana  di 

pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,  Jaksa Agung, 
Ketua Mahkamah Agung,  Ketua Komisi  Pemberantasan Korupsi, 
dan/atau Pimpinan Lembaga  Negara    Penegak    Hukum    
lainnya    yang    diberi  kewenangan  oleh  Undang-Undang  dapat  
membuka  informasi  yang  dikecualikan  sebagaimana  dimaksud  
dalam  Pasal  17  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf  d,  huruf e, 
huruf f, huruf i, dan huruf j.  

 
(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana  dimaksud   

pada   ayat   (3)   dilakukan   dengan   cara  mengajukan 
permintaan izin kepada Presiden.  

 
(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  dan ayat (4) 

untuk kepentingan pemeriksaan perkara  perdata   yang   berkaitan   
dengan   keuangan   atau  kekayaan   negara   di   pengadilan,   
permintaan   izin  diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara 
negara  kepada Presiden.  

 
(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat  (4), dan 

ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala  Kepolisian  
Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung,  Ketua  Komisi  
Pemberantasan  Korupsi,  Pimpinan  Lembaga  Negara    Penegak    
Hukum    lainnya,    atau    Ketua  Mahkamah Agung.  

 
(7) Dengan  mempertimbangkan  kepentingan  pertahanan  dan   

keamanan   negara   dan   kepentingan   umum,  Presiden  dapat  
menolak  permintaan  informasi  yang  dikecualikan  sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (3),  ayat (4), dan ayat (5).  

 
 
Pasal 19 … 
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Pasal 19 
 
Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  di  setiap  Badan   
Publik   wajib   melakukan   pengujian   tentang  konsekuensi   
sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   17  dengan    saksama    dan    
penuh    ketelitian    sebelum  menyatakan Informasi Publik tertentu 
dikecualikan untuk  diakses oleh setiap Orang. 
 
 

Pasal 20 
 
(1) Pengecualian  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17  huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf  f tidak bersifat 
permanen.  

 
(2) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   jangka   waktu  pengecualian 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
 

BAB VI  
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI 
 

Pasal 21 
 
Mekanisme     untuk     memperoleh     Informasi     Publik  didasarkan  
pada  prinsip  cepat,  tepat  waktu,  dan  biaya  ringan. 
 

Pasal 22 
 
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan  permintaan   

untuk   memperoleh   Informasi   Publik  kepada Badan Publik 
terkait secara tertulis atau tidak   tertulis.  

 
(2) Badan   Publik   wajib   mencatat   nama   dan   alamat  Pemohon   

Informasi   Publik,   subjek   dan   format  informasi  serta  cara  
penyampaian  informasi  yang  diminta oleh Pemohon Informasi 
Publik.  

 
(3) Badan  Publik  yang  bersangkutan  wajib  mencatat   permintaan  

Informasi  Publik  yang  diajukan  secara  tidak tertulis.   
(4) Badan  Publik  terkait  wajib  memberikan  tanda  bukti  

penerimaan       permintaan       Informasi       Publik  sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  berupa  nomor  
pendaftaran  pada  saat  permintaan  diterima.  

 
 

(5) Dalam …   



 
 
 

 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

- 17 - 
 
(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung  atau  melalui  

surat  elektronik,  nomor  pendaftaran  diberikan saat penerimaan 
permintaan.  

 
(6) Dalam  hal  permintaan  disampaikan  melalui  surat,  pengiriman   

nomor   pendaftaran   dapat   diberikan  bersamaan dengan 
pengiriman informasi.  

 
(7) Paling    lambat    10    (sepuluh)    hari    kerja    sejak  

diterimanya     permintaan,     Badan     Publik     yang  
bersangkutan  wajib  menyampaikan  pemberitahuan  tertulis yang 
berisikan :  

 
a. informasi    yang    diminta    berada    di    bawah  

penguasaannya ataupun tidak;  
 

b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik  yang  
menguasai  informasi  yang  diminta  apabila  informasi  yang  
diminta  tidak  berada  di  bawah  penguasaannya dan Badan 
Publik yang menerima  permintaan   mengetahui   keberadaan   
informasi  yang diminta;  

 
c. penerimaan  atau  penolakan  permintaan  dengan  alasan  yang  

tercantum  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 17;  
 

d. dalam  hal  permintaan  diterima  seluruhnya  atau  sebagian 
dicantumkan materi informasi yang akan  diberikan;  

 
e. dalam  hal  suatu  dokumen  mengandung  materi  yang  

dikecualikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   17,   
maka   informasi   yang   dikecualikan  tersebut dapat 
dihitamkan dengan disertai alasan  dan materinya;   

f. alat  penyampai  dan  format  informasi yang akan  diberikan; 
dan/atau  

 
g. biaya  serta  cara  pembayaran  untuk  memperoleh  informasi 

yang diminta.  
 
(8) Badan      Publik      yang      bersangkutan      dapat  

memperpanjang      waktu      untuk      mengirimkan  
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),  paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan  memberikan alasan 
secara tertulis.  

 
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan  informasi  

kepada  Badan  Publik  diatur  oleh  Komisi  Informasi.  

 
BAB VII … 
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BAB VII  
KOMISI INFORMASI 

 
Bagian Kesatu  

Fungsi 

 
Pasal 23 

 
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi  menjalankan     
Undang-Undang     ini     dan     peraturan  pelaksanaannya   menetapkan   
petunjuk   teknis   standar  layanan  Informasi  Publik  dan  
menyelesaikan  Sengketa  Informasi   Publik   melalui   Mediasi   
dan/atau   Ajudikasi  nonlitigasi. 

 
Bagian Kedua  

Kedudukan 

 
Pasal 24 

 
(1) Komisi  Informasi  terdiri  atas  Komisi  Informasi  Pusat,  Komisi 

Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi  Informasi 
kabupaten/kota.  

 
(
 
2) Komisi  Informasi  Pusat  berkedudukan  di  ibu  kota  Negara.  

(3) Komisi  Informasi  provinsi  berkedudukan  di  ibu  kota  provinsi    
dan    Komisi    Informasi    kabupaten/kota  berkedudukan di ibu 
kota kabupaten/kota.  

 
 

Bagian Ketiga  
Susunan 

 
Pasal 25 

 
(1) Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah   7 (tujuh)  orang  

yang  mencerminkan  unsur  pemerintah  dan  unsur masyarakat.   
(2) Anggota  Komisi  Informasi  provinsi  dan/atau  Komisi  Informasi  

kabupaten/kota  berjumlah  5  (lima)  orang  yang  mencerminkan  
unsur  pemerintah  dan  unsur  masyarakat.  

 
(3) Komisi   Informasi   dipimpin   oleh   seorang   ketua  merangkap  

anggota  dan  didampingi  oleh  seorang  wakil ketua merangkap 
anggota.  

 
 

(4) Ketua …   
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(4) Ketua  dan  wakil  ketua  dipilih  dari  dan  oleh  para  anggota 

Komisi Informasi.  
 
(5) Pemilihan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (4)   dilakukan   

dengan   musyawarah   seluruh   anggota  Komisi    Informasi    
dan    apabila    tidak    tercapai  kesepakatan dilakukan 
pemungutan suara.  

 
 

Bagian Keempat  
Tugas 

 
Pasal 26 

 
(1) Komisi Informasi bertugas:  
 

a. menerima,       memeriksa,       dan       memutus  permohonan   
penyelesaian   Sengketa   Informasi  Publik    melalui    
Mediasi    dan/atau    Ajudikasi  nonlitigasi  yang  diajukan  
oleh  setiap  Pemohon  Informasi       Publik       berdasarkan       
alasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini;  

 
b. menetapkan     kebijakan     umum     pelayanan  Informasi 

Publik; dan  
 

c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk  teknis.  
 
(2) Komisi Informasi Pusat bertugas:  
 

a. menetapkan  prosedur  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa   
melalui   Mediasi   dan/atau   Ajudikasi  nonlitigasi;  

 
b. menerima,  memeriksa,  dan  memutus  Sengketa  Informasi   

Publik   di   daerah   selama   Komisi  Informasi  provinsi  
dan/atau  Komisi  Informasi  kabupaten/kota belum 
terbentuk; dan  

 
c. memberikan    laporan    mengenai    pelaksanaan  tugasnya     

berdasarkan     Undang-Undang     ini  kepada  Presiden  dan  
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia setahun 
sekali atau sewaktu-  waktu jika diminta.  

 
(3) Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi  

kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan  memutus   
Sengketa   Informasi   Publik   di   daerah  melalui Mediasi 
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.  

 
 
 
 
Bagian Kelima … 
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Bagian Kelima  
Wewenang 

 

 
Pasal 27 

 
 
(1) Dalam   menjalankan   tugasnya,   Komisi   Informasi  memiliki 

wewenang:  
 

a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak  yang 
bersengketa;  

 
b. meminta  catatan  atau  bahan  yang  relevan  yang  dimiliki    

oleh    Badan    Publik    terkait    untuk  mengambil        
keputusan        dalam        upaya  menyelesaikan Sengketa 
Informasi Publik;  

 
c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat  Badan 

Publik ataupun pihak yang terkait sebagai  saksi   dalam   
penyelesaian   Sengketa   Informasi  Publik;  

 
d. mengambil  sumpah  setiap  saksi  yang  didengar  

keterangannya     dalam     Ajudikasi     nonlitigasi  
penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan  

 
e. membuat  kode  etik  yang  diumumkan  kepada  publik    

sehingga    masyarakat    dapat    menilai  kinerja Komisi 
Informasi.  

 
(2) Kewenangan    Komisi    Informasi    Pusat    meliputi  

kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik  yang  
menyangkut  Badan  Publik  pusat  dan  Badan  Publik   tingkat   
provinsi   dan/atau   Badan   Publik  tingkat  kabupaten/kota  
selama  Komisi  Informasi  di  provinsi   atau   Komisi   Informasi   
kabupaten/kota  tersebut belum terbentuk.  

 
(3) Kewenangan   Komisi   Informasi   provinsi   meliputi   

kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut  Badan 
Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.  

 
(4) Kewenangan    Komisi    Informasi    kabupaten/kota  meliputi   

kewenangan   penyelesaian   sengketa   yang  menyangkut  Badan  
Publik  tingkat  kabupaten/kota  yang bersangkutan  

 
 
 
 
Bagian Keenam … 
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Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban 

 
 

Pasal 28 

 
(1) Komisi  Informasi  Pusat  bertanggung  jawab  kepada  Presiden    

dan    menyampaikan    laporan    tentang  pelaksanaan fungsi, 
tugas, dan wewenangnya kepada  Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia.  

 
(2) Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada  gubernur    

dan    menyampaikan    laporan    tentang  pelaksanaan fungsi, 
tugas, dan wewenangnya kepada  Dewan   Perwakilan   Rakyat   
Daerah   provinsi   yang  bersangkutan.  

 
(3) Komisi Informasi kabupaten/kota bertanggung jawab  kepada  

bupati/walikota  dan  menyampaikan  laporan  tentang pelaksanaan 
fungsi, tugas, dan wewenangnya  kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat  Daerah kabupaten/  kota yang bersangkutan.  

 
(4) Laporan   lengkap   Komisi   Informasi   sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat  terbuka untuk umum.  
 
 

Bagian Ketujuh  Sekretariat dan 
Penatakelolaan Komisi Informasi 
 
 

Pasal 29 
 
 

(1) Dukungan  administratif,  keuangan,  dan  tata  kelola  Komisi   
Informasi   dilaksanakan   oleh   sekretariat  komisi.  

 
(2) Sekretariat   Komisi   Informasi   dilaksanakan   oleh  Pemerintah.  

 
(3) Sekretariat  Komisi  Informasi  Pusat  dipimpin  oleh  sekretaris  

yang  ditetapkan  oleh  Menteri  yang  tugas  dan    wewenangnya    
di    bidang    komunikasi    dan  informatika berdasarkan usulan 
Komisi Informasi.  

 
(4) Sekretariat  Komisi  Informasi  provinsi  dilaksanakan  oleh 

pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang  komunikasi  dan  
informasi  di  tingkat  provinsi  yang  bersangkutan.  

 
 

(5) Sekretariat …  
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(5) Sekretariat     Komisi     Informasi     kabupaten/kota  dilaksanakan 

oleh pejabat yang mempunyai tugas dan  wewenang  di  bidang  
komunikasi  dan  informasi  di  tingkat kabupaten/kota yang 
bersangkutan.  

 
(6) Anggaran  Komisi  Informasi  Pusat  dibebankan  pada  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran  Komisi Informasi 
provinsi dan/atau Komisi Informasi  kabupaten/kota      
dibebankan      pada      Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  
Daerah   provinsi  dan/atau  Anggaran     Pendapatan     dan     
Belanja     Daerah  kabupaten/kota yang bersangkutan.  

 
 

Bagian Kedelapan  
Pengangkatan dan Pemberhentian 

 
Pasal 30 

 
( 1) Syarat-syarat      pengangkatan      anggota      Komisi  Informasi:  

a. warga negara Indonesia;   
b. memiliki  integritas dan tidak tercela;   
c. tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  

yang  diancam  dengan  pidana  5  (lima)  tahun atau lebih;   
d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang  keterbukaan 

Informasi Publik sebagai bagian dari  hak asasi manusia dan 
kebijakan publik;   

e. memiliki   pengalaman   dalam   aktivitas   Badan  Publik;   
f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya  dalam  

Badan  Publik  apabila  diangkat  menjadi  anggota Komisi 
Informasi;   

g. bersedia bekerja penuh waktu;   
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;  dan  

 
i. sehat jiwa dan raga.   

(2) Rekrutmen     calon     anggota     Komisi     Informasi  
dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur,  dan objektif.   

(3) Daftar    calon    anggota    Komisi    Informasi    wajib  
diumumkan kepada masyarakat.   

(4) Setiap   Orang   berhak   mengajukan   pendapat   dan  penilaian  
terhadap  calon  anggota  Komisi  Informasi  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dengan disertai  alasan.  

 
Pasal 31 … 
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Pasal 31 
 
 
(1) Calon    anggota    Komisi    Informasi    Pusat    hasil  rekrutmen  

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (2)  diajukan  
kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  oleh  
Presiden  sejumlah  21  (dua  puluh satu) orang calon.  

 
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih  anggota 

Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan  dan kelayakan.  
 
(3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh  Dewan    

Perwakilan    Rakyat    Republik    Indonesia  selanjutnya 
ditetapkan oleh Presiden.  

 
 
 

Pasal 32 

 
(1) Calon  anggota  Komisi  Informasi  provinsi  dan/atau  Komisi  

Informasi  kabupaten/kota  hasil  rekrutmen  sebagaimana   
dimaksud   dalam   Pasal   30   ayat   (2)  diajukan  kepada  Dewan  
Perwakilan  Rakyat  Daerah  provinsi dan/atau Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah  kabupaten/kota       oleh       gubernur       dan/atau  
bupati/walikota  paling  sedikit  10    (sepuluh)  orang  calon dan 
paling banyak 15 (lima belas) orang calon.  

 
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau  

kabupaten/kota  memilih  anggota  Komisi  Informasi  provinsi  
dan/atau  Komisi  Informasi  kabupaten/kota  melalui uji kepatutan 
dan kelayakan.  

 
(3) Anggota  Komisi  Informasi  provinsi  dan/atau  Komisi  Informasi  

kabupaten/kota  yang  telah  dipilih  oleh  Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah provinsi dan/atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat  
Daerah  kabupaten/kota  selanjutnya   ditetapkan   oleh   gubernur   
dan/atau  bupati/walikota.  

 
 

Pasal 33 
 
Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4  (empat)  
tahun  dan  dapat  diangkat  kembali  untuk  satu  periode berikutnya. 

 
 
Pasal 34 … 
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Pasal 34 
 
 
(1) Pemberhentian  anggota  Komisi  Informasi  dilakukan  

berdasarkan   keputusan   Komisi   Informasi   sesuai  dengan 
tingkatannya dan diusulkan kepada Presiden  untuk   Komisi   
Informasi   Pusat,   kepada   gubernur  untuk   Komisi   Informasi   
provinsi,   dan   kepada  bupati/walikota       untuk       Komisi       
Informasi  kabupaten/kota untuk ditetapkan.  

 
(2) Anggota Komisi Informasi berhenti atau 

 
 

diberhentikan karena:    

a. meninggal dunia;  
 

b. telah habis masa jabatannya;  
 

c. mengundurkan diri;  
 

d. dipidana  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  
berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana  paling 
singkat 5 (lima) tahun penjara;  

 
e. sakit  jiwa  dan  raga  dan/atau  sebab  lain  yang  

mengakibatkan   yang   bersangkutan   tidak   dapat  
menjalankan  tugas  1  (satu)  tahun  berturut-turut;  atau  

 
f. melakukan  tindakan  tercela  dan/atau  melanggar  kode etik, 

yang putusannya ditetapkan oleh Komisi  Informasi.  
 
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan 

melalui Keputusan Presiden untuk Komisi  Informasi  Pusat,  
keputusan  gubernur  untuk  Komisi  Informasi       provinsi,       
dan/atau       keputusan  bupati/walikota       untuk       Komisi       
Informasi  kabupaten/kota.  

 
(4) Pergantian   antarwaktu   anggota   Komisi   Informasi  dilakukan 

oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan  pimpinan    Dewan    
Perwakilan    Rakyat    Republik  Indonesia   untuk   Komisi   
Informasi   Pusat,   oleh  gubernur   setelah   berkonsultasi   
dengan   pimpinan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  provinsi  
untuk  Komisi  Informasi  provinsi,  dan  oleh  bupati/walikota  
setelah   berkonsultasi   dengan   pimpinan   Dewan  Perwakilan  
Rakyat  Daerah  kabupaten/kota  untuk  Komisi Informasi 
kabupaten/kota.  

 
 
 

(5) Anggota …  
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(5) Anggota   Komisi   Informasi   pengganti   antarwaktu  diambil 

dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji  kelayakan  dan  
kepatutan  yang  telah  dilaksanakan  sebagai    dasar    
pengangkatan    anggota    Komisi   Informasi pada periode 
dimaksud.  

 
 

BAB VIII  
KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA  

MELALUI KOMISI INFORMASI 
 

Bagian Kesatu  
Keberatan 

 
Pasal 35 

 
(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan  keberatan   

secara   tertulis   kepada   atasan   Pejabat  Pengelola  Informasi  
dan  Dokumentasi  berdasarkan  alasan berikut:   
a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan  alasan    

pengecualian    sebagaimana    dimaksud  dalam Pasal 17;   
b. tidak       disediakannya       informasi       berkala  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;   
c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;   
d. permintaan       informasi       ditanggapi       tidak  

sebagaimana yang diminta;   
e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;   
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau   
g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang  diatur 

dalam Undang-Undang ini.  
 
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b  sampai  

dengan  huruf  g  dapat  diselesaikan  secara  musyawarah oleh 
kedua belah pihak.  

 
Pasal 36 

 
(1) Keberatan  diajukan  oleh  Pemohon  Informasi  Publik  dalam  

jangka  waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari kerja setelah 
ditemukannya alasan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 35 ayat 
(1).  

 
( 2) Atasan  pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  

35 ayat  (1)  memberikan  tanggapan  atas  keberatan  yang 
diajukan oleh Pemohon Informasi  Publik dalam  jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja  sejak diterimanya 
keberatan secara tertulis.  

 
 
 

(3) Alasan …   
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(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila  atasan  
pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35 ayat (1) 
menguatkan putusan yang ditetapkan oleh  bawahannya.  

 
 

Bagian Kedua  Penyelesaian 
Sengketa Melalui Komisi Informasi 
 
 

Pasal 37 
 

(1) Upaya    penyelesaian    Sengketa    Informasi    Publik  diajukan  
kepada  Komisi  Informasi  Pusat  dan/atau  Komisi Informasi 
provinsi dan/atau Komisi Informasi  kabupaten/kota    sesuai    
dengan    kewenangannya  apabila tanggapan atasan Pejabat 
Pengelola Informasi  dan   Dokumentasi   dalam   proses   
keberatan   tidak  memuaskan Pemohon Informasi Publik.  

 
(2) Upaya    penyelesaian    Sengketa    Informasi    Publik  diajukan 

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)  hari kerja setelah 
diterimanya tanggapan tertulis dari  atasan  pejabat  sebagaimana  
dimaksud  dalam  Pasal  36 ayat (2).  

 
 

Pasal 38  
 
 

(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi  dan/atau  
Komisi  Informasi  kabupaten/kota  harus  mulai     mengupayakan     
penyelesaian     Sengketa  Informasi Publik melalui Mediasi 
dan/atau Ajudikasi  nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari 
kerja  setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa  
Informasi Publik.  

 
(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud  pada ayat 

(1) paling lambat dapat diselesaikan dalam  waktu 100 (seratus) 
hari kerja.  

 
 

Pasal 39 
 

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan  melalui 
Mediasi bersifat final dan mengikat. 

 
 
 
 
BAB IX … 
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BAB IX  
HUKUM ACARA KOMISI 

 
Bagian Kesatu  

Mediasi 

 
Pasal 40 

 
(1) Penyelesaian  sengketa  melalui  Mediasi  merupakan  pilihan para 

pihak dan bersifat sukarela.   
(2) Penyelesaian  sengketa  melalui  Mediasi  hanya  dapat  dilakukan  

terhadap  pokok  perkara  yang  terdapat  dalam  Pasal  35  ayat  
(1)  huruf  b,  huruf  c,  huruf  d,  huruf e, huruf f, dan huruf g.   

(3) Kesepakatan   para   pihak   dalam   proses   Mediasi  dituangkan  
dalam  bentuk  putusan  Mediasi  Komisi  Informasi.  

 
Pasal 41 

 
Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan  sebagai 
mediator. 
 
 

Bagian Kedua  
Ajudikasi 

 
Pasal 42 

 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi  nonlitigasi  
oleh  Komisi  Informasi  hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya  
Mediasi  dinyatakan  tidak  berhasil  secara  tertulis oleh salah satu atau 
para pihak yang bersengketa,  atau salah satu atau para pihak yang 
bersengketa menarik  diri dari perundingan. 

 
Pasal 43 

 
(1) Sidang   Komisi   Informasi   yang   memeriksa   dan  memutus 

perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota  komisi atau lebih dan 
harus berjumlah gasal.  

 
(2) Sidang   Komisi   Informasi   bersifat   terbuka   untuk  umum.  
 

 
(3) Dalam …  
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(3) Dalam   hal   pemeriksaan   yang   berkaitan   dengan  dokumen-

dokumen       yang       termasuk       dalam  pengecualian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,  maka sidang pemeriksaan 
perkara bersifat tertutup.  

 
(4) Anggota   Komisi   Informasi   wajib   menjaga   rahasia  dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).  
 
 

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan 

 
Pasal 44 

 
(1) Dalam  hal  Komisi  Informasi  menerima  permohonan  

penyelesaian   Sengketa   Informasi   Publik,   Komisi  Informasi  
memberikan  salinan  permohonan  tersebut  kepada pihak 
termohon.  

 
(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah  

pimpinan  Badan  Publik  atau  pejabat  terkait  yang  ditunjuk  
yang  didengar  keterangannya  dalam  proses pemeriksaan.  

 
(3) Dalam  hal  pihak  termohon  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 

(2), Komisi Informasi dapat memutus untuk  mendengar 
keterangan tersebut secara lisan ataupun  tertulis.  

 
(4) Pemohon  Informasi     Publik  dan  termohon  dapat  mewakilkan  

kepada  wakilnya  yang  secara  khusus  dikuasakan untuk itu.  

 
Bagian Keempat  

Pembuktian 

 
Pasal 45 

 
(1) Badan   Publik   harus   membuktikan   hal-hal   yang  mendukung  

pendapatnya  apabila  menyatakan  tidak  dapat     memberikan     
informasi     dengan     alasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 dan Pasal 35  ayat (1) huruf a.  

 
(2) Badan   Publik   harus   menyampaikan   alasan   yang  mendukung   

sikapnya   apabila   Pemohon   Informasi  Publik     mengajukan     
permohonan     penyelesaian  Sengketa Informasi Publik 
sebagaimana diatur dalam  Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai 
dengan huruf g.  

 
 
 
Bagian Kelima … 
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Bagian Kelima  Putusan 
Komisi Informasi 

 
Pasal 46 

 
(1) Putusan  Komisi  Informasi  tentang  pemberian  atau  penolakan  

akses  terhadap  seluruh  atau  sebagian  informasi yang diminta 
berisikan salah satu perintah  di bawah ini:  

 
a. membatalkan  putusan  atasan  Badan  Publik  dan  

memutuskan  untuk  memberikan  sebagian  atau  seluruh   
informasi   yang   diminta   oleh   Pemohon  Informasi Publik 
sesuai dengan keputusan Komisi  Informasi; atau  

 
b. mengukuhkan  putusan  atasan  Pejabat  Pengelola  Informasi     

dan     Dokumentasi     untuk     tidak  memberikan informasi 
yang diminta sebagian atau  seluruhnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17.  

 
(2) Putusan  Komisi  Informasi  tentang  pokok  keberatan  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf   
b sampai  dengan  huruf  g,  berisikan  salah  satu  perintah di 
bawah ini:  

 
a. memerintahkan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  

Dokumentasi   untuk   menjalankan   kewajibannya  
sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-Undang  ini;  

 
b. memerintahkan  Badan  Publik  untuk  memenuhi  

kewajibannya   dalam   jangka   waktu   pemberian  informasi   
sebagaimana   diatur   dalam   Undang-  Undang ini; atau  

 
c.  mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik  atau  

memutuskan    mengenai  biaya  penelusuran  dan/atau 
penggandaan informasi.  

 
(2) Putusan  Komisi  Informasi  diucapkan  dalam  sidang  terbuka    

untuk    umum,    kecuali    putusan    yang  menyangkut informasi 
yang dikecualikan.  

 
(3) Komisi     Informasi     wajib     memberikan     salinan  

putusannya kepada para pihak yang bersengketa.  
 
(4) Apabila  ada  anggota  komisi  yang  dalam  memutus  suatu  

perkara  memiliki  pendapat  yang  berbeda  dari  putusan   yang   
diambil,   pendapat   anggota   komisi  tersebut  dilampirkan  
dalam  putusan  dan  menjadi  bagian tidak terpisahkan dari 
putusan tersebut.  

 

 
BAB X … 
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BAB X  
GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI 
 

Bagian Kesatu  
Gugatan ke Pengadilan 

 
Pasal 47 

 
(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata  usaha  

negara  apabila  yang  digugat  adalah  Badan  Publik negara.  
 
(2) Pengajuan   gugatan   dilakukan   melalui   pengadilan  negeri  

apabila  yang  digugat  adalah  Badan  Publik  selain  Badan  
Publik  negara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1).  

 
Pasal 48 

 
 
(1) Pengajuan  gugatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 47 ayat 

(1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh  apabila salah satu atau para 
pihak yang bersengketa  secara tertulis menyatakan tidak 
menerima putusan  Ajudikasi  dari  Komisi  Informasi  paling  
lambat  14  (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan  
tersebut.  

 
(2) Sepanjang menyangkut informasi yang dikecualikan,  sidang di 

Komisi Informasi dan di pengadilan bersifat  tertutup.  
 

Pasal 49 
 
(1) Putusan    pengadilan    tata    usaha    negara    atau  pengadilan   

negeri   dalam   penyelesaian   Sengketa  Informasi  Publik  
tentang  pemberian  atau  penolakan  akses terhadap seluruh atau 
sebagian informasi yang  diminta berisi salah satu perintah berikut:  

 
a. membatalkan      putusan      Komisi      Informasi  dan/atau 

memerintahkan Badan Publik:  
 

1. memberikan sebagian atau seluruh informasi  yang  
dimohonkan  oleh  Pemohon  Informasi  Publik; atau   

2. menolak  memberikan  sebagian  atau  seluruh  informasi    
yang    diminta    oleh    Pemohon  Informasi Publik.  

 
 

b. menguatkan …  
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b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau  
memerintahkan Badan Publik:  

 
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi  yang 

diminta oleh Pemohon Informasi Publik;  atau  
 

2. menolak  memberikan  sebagian  atau  seluruh  informasi    
yang    diminta    oleh    Pemohon  Informasi Publik.  

 
(2) Putusan    pengadilan    tata    usaha    negara    atau  pengadilan   

negeri   dalam   penyelesaian   Sengketa  Informasi     Publik     
tentang     pokok     keberatan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (1) huruf   
b sampai dengan huruf g berisi salah satu perintah  berikut:  

 
a. memerintahkan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  

Dokumentasi  untuk  menjalankan  kewajibannya  
sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-Undang  ini  
dan/atau  memerintahkan  untuk  memenuhi  jangka  waktu  
pemberian  informasi  sebagaimana  diatur dalam Undang-
Undang ini;  

 
b. menolak permohonan Pemohon Informasi Publik;  atau  

 
c. memutuskan biaya penggandaan informasi.  

 
b. Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri  memberikan  

salinan  putusannya  kepada  para  pihak  yang bersengketa.  
 

 
Bagian Kedua  

Kasasi 
 
 

Pasal 50 
 
Pihak  yang  tidak  menerima  putusan  pengadilan  tata   usaha  negara  
atau  pengadilan  negeri  dapat  mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah  
Agung  paling  lambat  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  sejak  
diterimanya  putusan  pengadilan tata usaha negara atau pengadilan 
negeri. 

 
 
 
BAB XI … 
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BAB XI  
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 51 

 
Setiap    Orang    yang    dengan    sengaja    menggunakan  Informasi 
Publik secara melawan hukum dipidana dengan  pidana  penjara  paling  
lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  
Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah). 
 

Pasal 52 
 
Badan  Publik  yang  dengan  sengaja  tidak  menyediakan,  tidak 
memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi  Publik berupa 
Informasi Publik secara berkala, Informasi  Publik   yang   wajib   
diumumkan   secara   serta-merta,  Informasi Publik yang wajib tersedia 
setiap saat, dan/atau  Informasi   Publik   yang   harus   diberikan   atas   
dasar  permintaan   sesuai   dengan   Undang-Undang   ini,   dan  
mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana  kurungan  
paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling banyak 
Rp5.000.000,00  (lima juta rupiah). 
 
 

Pasal 53 
 
Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum  
menghancurkan,    merusak,    dan/atau    menghilangkan  dokumen 
Informasi Publik dalam bentuk media apa pun  yang  dilindungi  negara  
dan/atau  yang  berkaitan  dengan  kepentingan   umum   dipidana   
dengan   pidana   penjara  paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana 
denda paling  banyak Rp10.000.000,00  (sepuluh juta rupiah). 

 
Pasal 54 

 
(1) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengakses      

dan/atau      memperoleh      dan/atau  memberikan       informasi       
yang       dikecualikan  sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, 
huruf b,  huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j  
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)  tahun     dan     
pidana     denda     paling     banyak  Rp10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah).  

 
 

(2) Setiap …  
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(2) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengakses      

dan/atau      memperoleh      dan/atau  memberikan       informasi       
yang       dikecualikan  sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c 
dan huruf  e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)  
tahun     dan     pidana     denda     paling     banyak  
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).  

 
Pasal 55 

 
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  membuat  Informasi  Publik    
yang    tidak    benar    atau    menyesatkan    dan  mengakibatkan 
kerugian bagi orang lain dipidana dengan  pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau denda  paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah). 

 
Pasal 56 

 
Setiap  pelanggaran  yang  dikenai  sanksi  pidana  dalam  Undang-
Undang  ini  dan  juga  diancam  dengan  sanksi  pidana dalam Undang-
Undang lain yang bersifat khusus,  yang berlaku adalah sanksi pidana 
dari Undang-Undang  yang lebih khusus tersebut. 
 

Pasal 57 
 
Tuntutan    pidana    berdasarkan    Undang-Undang    ini  merupakan  
delik  aduan  dan  diajukan  melalui  peradilan  umum. 
 

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 58 

 
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pembayaran  ganti   rugi   
oleh   Badan   Publik   negara   diatur   dengan  Peraturan Pemerintah. 

 
BAB XIII  

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 59 
 
Komisi  Informasi  Pusat  harus  sudah  dibentuk    paling  lambat  1  
(satu)  tahun   sejak  diundangkannya   Undang-  Undang ini. 

 
 
Pasal 60 … 
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Pasal 60 
 
Komisi  Informasi  provinsi  harus  sudah  dibentuk   paling  lambat  2  
(dua)  tahun   sejak  diundangkannya   Undang-  Undang ini. 
 

 
Pasal 61 

 
 
Pada  saat  diberlakukannya  Undang-Undang  ini  Badan  Publik  harus  
melaksanakan  kewajibannya  berdasarkan  Undang-Undang. 
 
 
 

Pasal 62 
 
Peraturan   Pemerintah   sudah   harus   ditetapkan   sejak  
diberlakukannya Undang-Undang ini. 
 
 
 

BAB XIV 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 
 

Pasal 63 
 
Pada    saat    berlakunya    Undang-Undang    ini    semua  peraturan  
perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  perolehan   informasi   
yang   telah   ada   tetap   berlaku  sepanjang    tidak    bertentangan    
dan    belum    diganti  berdasarkan Undang-Undang ini. 
 
 

Pasal 64 
 
 
(1) Undang-Undang  ini  mulai  berlaku    2  (dua)  tahun  sejak  

tanggal  diundangkan.  
 
(2) Penyusunan  dan  penetapan  Peraturan  Pemerintah,  petunjuk  

teknis,  sosialisasi,  sarana  dan  prasarana,  serta  hal-hal  lainnya  
yang  terkait  dengan  persiapan  pelaksanaan   Undang-Undang   
ini   harus   rampung  paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-
Undang ini  diundangkan.  

 
Agar … 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan   Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.       

   Disahkan di    
   pada tanggal 30 April 2008  

   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
 
 
 
 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 
 
Diundangkan di  pada tanggal 30 
April 2008 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
 
 
 
 

ANDI MATTALATTA 
 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
 
 

PENJELASAN 
 

ATAS 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR 14 TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 
 
 
 
I. UMUM  
 

Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28  
F  disebutkan  bahwa  setiap  Orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  
Informasi  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  
untuk  mencari,  memperoleh,    memiliki,    dan    menyimpan    Informasi    dengan  
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan  jaminan 
terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu  dibentuk   undang-undang   
yang   mengatur   tentang   keterbukaan  Informasi  Publik.  Fungsi  maksimal  ini  
diperlukan,  mengingat  hak  untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi 
manusia sebagai  salah  satu  wujud  dari  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  
demokratis.  

 
Salah  satu  elemen  penting  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  negara yang 
terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi  sesuai  dengan  peraturan  
perundang-undangan.  Hak  atas  Informasi  menjadi  sangat  penting  karena  makin  
terbuka  penyelenggaraan   negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara 
tersebut makin  dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh  
Informasi   juga   relevan   untuk   meningkatkan   kualitas   pelibatan  masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi  atau  pelibatan  masyarakat  
tidak  banyak  berarti  tanpa  jaminan  keterbukaan Informasi Publik.  

 
Keberadaan  Undang-undang  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  sangat penting 
sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1)  hak setiap Orang untuk 
memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan  Publik  menyediakan  dan  melayani  
permintaan  Informasi  secara  cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara 
sederhana;  (3)  pengecualian  bersifat  ketat  dan  terbatas;  (4)  kewajiban  Badan  
Publik   untuk   membenahi   sistem   dokumentasi   dan   pelayanan  Informasi.  

 
Setiap … 
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Setiap  Badan  Publik  mempunyai  kewajiban  untuk  membuka  akses  atas Informasi 
Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut  untuk  masyarakat  luas.  
Lingkup  Badan  Publik  dalam  Undang-  undang  ini  meliputi  lembaga  eksekutif,  
yudikatif,  legislatif,  serta  penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana 
dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)/Anggaran  Pendapatan  
dan   Belanja     Daerah     (APBD)     dan     mencakup     pula     organisasi  
nonpemerintah,  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  yang  tidak  berbadan     
hukum,     seperti     lembaga     swadaya     masyarakat,  perkumpulan,   serta   
organisasi   lainnya   yang   mengelola   atau  menggunakan dana yang sebagian atau 
seluruhnya bersumber dari  APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar 
negeri. Melalui  mekanisme  dan  pelaksanaan  prinsip  keterbukaan,  akan  tercipta  
kepemerintahan   yang   baik   dan   peran   serta   masyarakat   yang  transparan dan 
akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat  untuk mewujudkan demokrasi 
yang hakiki. 

 
 

Dengan  membuka  akses  publik  terhadap  Informasi  diharapkan  Badan Publik 
termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi  pada  pelayanan  rakyat  yang  
sebaik-baiknya.  Dengan  demikian,  hal  itu dapat mempercepat perwujudan 
pemerintahan yang terbuka yang  merupakan  upaya  strategis  mencegah  praktik  
korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN),  dan  terciptanya  kepemerintahan  yang  
baik  (good  governance). 

 
 
 
II.    PASAL DEMI PASAL 
 
 

Pasal 1 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
 

Ayat (1) 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
 

Yang  dimaksud  dengan  “tepat  waktu”  adalah   pemenuhan  atas   
permintaan   Informasi   dilakukan   sesuai   dengan  ketentuan      Undang-
Undang      ini      dan      peraturan  pelaksanaannya. 

 
 
“Cara … 
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“Cara  sederhana”  adalah  Informasi  yang  diminta  dapat  diakses secara 
mudah dalam hal prosedur dan mudah juga  untuk dipahami. 

 
“Biaya   ringan”   adalah   biaya   yang   dikenakan   secara   proporsional 
berdasarkan standar biaya pada umumnya. 

 
Ayat (4) 

 
Yang  dimaksud  dengan  “konsekuensi  yang  timbul”  adalah  
konsekuensi    yang    membahayakan    kepentingan    yang  dilindungi  
berdasarkan  Undang-Undang  ini  apabila  suatu  Informasi   dibuka.   
Suatu   Informasi   yang   dikategorikan  terbuka atau tertutup harus 
didasarkan pada kepentingan  publik.  Jika  kepentingan  publik  yang  
lebih  besar  dapat  dilindungi   dengan   menutup   suatu   Informasi,   
Informasi  tersebut   harus   dirahasiakan   atau   ditutup   dan/atau  
sebaliknya. 

 
Pasal 3 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 4 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 5 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 6 
 

Ayat (1) 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
 

Huruf a 
 

Yang   dimaksud   dengan   “membahayakan   negara”  adalah 
bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan  wilayah  Negara  
Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  keselamatan  bangsa  dari  
ancaman  dan  gangguan  terhadap  keutuhan  bangsa  dan  negara.  
Lebih  lanjut  mengenai   Informasi   yang   membahayakan   
negara  ditetapkan oleh Komisi Informasi. 

 
huruf b … 
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Huruf b 
 

Yang   dimaksud   dengan   “persaingan   usaha   tidak  sehat”  
adalah  persaingan  antarpelaku  usaha  dalam  menjalankan 
kegiatan produksi dan/atau pemasaran  barang  dan/atau  jasa  yang  
dilakukan   dengan  cara  tidak   jujur,   melawan   hukum,   atau   
menghambat  persaingan  usaha.  Lebih  lanjut  mengenai  
Informasi  persaingan usaha tidak sehat ditetapkan oleh Komisi  
Informasi. 

 
Huruf c 

 
Cukup jelas. 

 
Huruf d 

 
Yang   dimaksud   dengan   “rahasia   jabatan”   adalah  rahasia 
yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan  Badan   Publik   atau   
tugas   negara   lainnya   yang  ditetapkan     berdasarkan     
peraturan     perundang-  undangan. 

 
Huruf e 

 
Yang   dimaksud   dengan   “Informasi   Publik   yang  diminta   
belum   dikuasai   atau   didokumentasikan”  adalah Badan Publik 
secara nyata belum menguasai  dan/atau    mendokumentasikan    
Informasi    Publik  dimaksud. 

 
Pasal 7 
 

Cukup jelas. 
 
P
 

asal 8 

Cukup jelas. 
 
Pasal 9 
 

Ayat (1) 
 

Yang   dimaksud   dengan   “berkala”   adalah   secara   rutin,  teratur, dan 
dalam jangka waktu tertentu. 

 
Ayat (2) 

 
Huruf a 

 
Yang  dimaksud  dengan  “Informasi  yang  berkaitan  dengan    
Badan    Publik”    adalah    Informasi    yang  menyangkut 
keberadaan, kepengurusan, maksud dan  tujuan, ruang lingkup 
kegiatan, dan Informasi lainnya  yang merupakan Informasi Publik 
yang sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan 

 
huruf b … 
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Huruf  b 
 

yang  dimaksud  kinerja  Badan  Publik  adalah  kondisi  Badan 
Publik yang bersangkutan yang meliputi  hasil  dan prestasi yang 
dicapai serta kemampuan kerjanya. 

 
Huruf  c 

 
Cukup jelas. 

 
Huruf  d 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (5) 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (6) 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 10 
 

Ayat (1) 
 

Yang dimaksud dengan “serta-merta” adalah spontan, pada  saat itu juga. 
 

Ayat (2) 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 12 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 13 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 14 
 

Huruf a 
 

Cukup jelas. 
 
 
huruf b … 
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Huruf b 
 

Cukup  jelas.  
Huruf c 
 

Cukup jelas.  
Huruf d 
 

Cukup jelas.  
Huruf e 
 

Cukup jelas.  
Huruf f 
 

Cukup jelas.  
Huruf g 
 

Cukup jelas.  
Huruf h 
 

Yang dimaksud dengan: 
 

1. “transparansi”        adalah        keterbukaan        dalam  melaksanakan   
proses   pengambilan   keputusan   dan  keterbukaan  dalam  
mengemukakan  Informasi  materiil  dan relevan mengenai 
perusahaan;  

 
2. “kemandirian”    adalah    suatu    keadaan    di    mana  perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan  kepentingan  dan  
pengaruh/tekanan  dari  pihak  mana  pun  yang  tidak  sesuai  dengan  
peraturan  perundang-  undangan dan prinsip korporasi yang sehat;  

 
3. “akuntabilitas”  adalah  kejelasan  fungsi,  pelaksanaan,  dan  

pertanggungjawaban  organ  perusahaan  sehingga  pengelolaan 
perusahaan terlaksana secara efektif;  

 
4. “pertanggungjawaban”   adalah   kesesuaian   di   dalam  pengelolaan      

perusahaan      terhadap      peraturan   perundang-undangan dan 
prinsip korporasi yang sehat;  

 
5. “kewajaran”  adalah  keadilan  dan  kesetaraan  di  dalam  memenuhi       

hak-hak       pemangku       kepentingan  (stakeholder)  yang  timbul  
berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan perundang-undangan.  

 
Huruf i 
 

Cukup jelas. 
 
 
huruf j … 
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Huruf j 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf k 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf l 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf m 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf n 
 

Yang  dimaksud  dengan  ”undang-undang  yang  berkaitan  dengan   
badan   usaha   milik   negara/badan   usaha   milik  daerah”  adalah  
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang Badan Usaha Milik 
Negara, Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, serta Undang-  Undang yang mengatur sektor kegiatan usaha 
badan usaha  milik negara/badan usaha milik daerah yang berlaku umum  
bagi  seluruh  pelaku  usaha  dalam  sektor  kegiatan  usaha  tersebut. 

 
Pasal 15 
 

Huruf a 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf d 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf f 
 

Cukup jelas. 
 
 
huruf g … 
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Huruf g 
 

Yang  dimaksud  dengan  “undang-undang  yang  berkaitan  dengan partai 
politik” adalah Undang-Undang tentang Partai  Politik. 

 
Pasal 16 
 

Yang   dimaksud   dengan   “organisasi   nonpemerintah”   adalah  organisasi   
baik   berbadan   hukum   maupun   tidak   berbadan  hukum    yang    meliputi    
perkumpulan,    lembaga    swadaya  masyarakat,  badan  usaha  nonpemerintah  
yang  sebagian  atau  seluruh   dananya   bersumber   dari   APBN/APBD,   
sumbangan  masyarakat, dan/atau luar negeri. 

 
Pasal 17 
 

Huruf a 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 
 

Angka 1 
 

Yang   dimaksud   dengan   “Informasi   yang   terkait  dengan  
sistem  pertahanan  dan  keamanan  negara”  adalah Informasi 
tentang: 

 
1. infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem  komunikasi     

strategis     pertahanan,     sistem  pendukung strategis 
pertahanan, pusat pemandu,  dan pengendali operasi militer;  

 
2. gelar  operasi  militer  pada  perencanaan  operasi  militer,  

komando  dan  kendali  operasi  militer,  kemampuan  operasi  
satuan  militer  yang  digelar,  misi  taktis  operasi  militer,  
gelar  taktis  operasi  militer,  tahapan  dan  waktu  gelar  
taktis  operasi  militer,  titik-titik  kerawanan  gelar  militer,  
dan  kemampuan,  kerawanan,  lokasi,  serta  analisis  kondisi 
fisik dan moral musuh;  

 
3  sistem   persenjataan   pada   spesifikasi   teknis  operasional 

alat persenjataan militer, kinerja dan  kapabilitas  teknis  
operasional  alat  persenjataan  militer,  kerawanan  sistem  
persenjataan  militer,  serta     rancang     bangun     dan     
purwarupa  persenjataan militer; 

 
 
Angka 2 … 
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Angka 2 
 

Cukup jelas. 
 

Angka 3 
 

Cukup jelas. 
 

Angka 4 
 

Cukup jelas. 
 

Angka 5 
 

Cukup jelas. 
 

Angka 6 
 

Yang  dimaksud  dengan  “sistem  persandian  negara”  adalah   
segala   sesuatu   yang   berkaitan   dengan   pengamanan 
Informasi rahasia negara yang meliputi  data dan Informasi 
tentang material sandi dan jaring  yang   digunakan,   metode   
dan   teknik   aplikasi  persandian, aktivitas penggunaannya, serta 
kegiatan  pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak  
lain yang meliputi data dan Informasi material sandi  yang  
digunakan,  aktivitas  pencarian  dan  analisis,   sumber Informasi 
bersandi, serta hasil analisis dan  personil sandi yang 
melaksanakan. 

 
Angka 7 

 
Yang  dimaksud  dengan  “sistem  intelijen  negara”  adalah suatu 
sistem yang mengatur aktivitas badan  intelijen  yang  
disesuaikan  dengan  strata  masing-  masing agar lebih terarah 
dan terkoordinasi secara  efektif,   efisien,   sinergis,   dan   
profesional   dalam  mengantisipasi  berbagai  bentuk  dan  sifat  
potensi  ancaman ataupun peluang yang ada  sehingga hasil  
analisisnya   secara   akurat,   cepat,   objektif,   dan  relevan yang 
dapat mendukung dan menyukseskan  kebijaksanaan dan strategi 
nasional. 

 
Huruf d 
 

Cukup jelas. 
 
Huruf e 
 

Cukup jelas. 
 
Huruf  f 
 

Cukup jelas. 
 
Huruf g … 
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Huruf g 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf h 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf i 
 

“Memorandum  yang  dirahasiakan”  adalah  memorandum  atau    surat-
surat  antar-Badan  Publik  atau  intra-Badan  Publik  yang  menurut  
sifatnya  tidak  disediakan  untuk  pihak   selain   Badan   Publik   yang   
sedang   melakukan  hubungan  dengan  Badan  Publik  dimaksud  dan  
apabila  dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan  
kebijakan, yakni dapat: 

 
1. mengurangi   kebebasan,   keberanian,   dan   kejujuran  dalam  

pengajuan  usul,  komunikasi,  atau  pertukaran  gagasan   
sehubungan   dengan   proses   pengambilan  keputusan;  

 
2. menghambat   kesuksesan   kebijakan   karena   adanya  

pengungkapan secara prematur;  
 

3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi  yang akan 
atau sedang dilakukan.  

 
Huruf j 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 18 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 19 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 20 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 21 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal  22 
 

Cukup jelas. 
 
 
Pasal 23 … 
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Pasal 23 
 

Yang  dimaksud  dengan  “mandiri”  adalah  independen  dalam  menjalankan  
wewenang  serta  tugas  dan  fungsinya  termasuk  dalam memutuskan Sengketa 
Informasi Publik dengan berdasar  pada  Undang-Undang  ini,  keadilan,  
kepentingan  umum,  dan  kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Yang   dimaksud   “Ajudikasi   nonlitigasi”   adalah   penyelesaian  sengketa 
Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki  kekuatan setara dengan 
putusan pengadilan. 

 
Pasal 24 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 25 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 26 
 

Ayat (1) 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
 

Huruf a 
 

Yang    dimaksud    dengan    “prosedur    pelaksanaan  penyelesaian  
sengketa”  adalah  prosedur  beracara  di   bidang penyelesaian 
sengketa Informasi yang dilakukan  oleh Komisi Informasi. 

 
Huruf b 

 
Cukup jelas. 

 
Huruf c 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 27 
 

Ayat (1) 
 

Huruf a 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 
 

Cukup jelas. 
 
Huruf c … 
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Huruf c 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf d 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 
 

Yang  dimaksud  dengan  “kode  etik”  adalah  pedoman  perilaku    
yang    mengikat    setiap    anggota    Komisi  Informasi,  yang  
penetapannya  dilakukan  oleh  Komisi  Informasi Pusat. 

 
Ayat (2) 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 28 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 29 
 

Ayat (1) 
 

“Pejabat    pelaksana    kesekretariatan”    adalah    pejabat  struktural 
instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya di  bidang    komunikasi    
dan    informatika    sesuai    dengan  peraturan perundang-undangan. 

 
Ayat (2) 

 
Yang  dimaksud  dengan  “pemerintah”  adalah  menteri  yang  
mempunyai  tugas  dan  fungsi  di  bidang  komunikasi  dan  informatika. 

 
Ayat (3) 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (5) 

 
Cukup jelas. 

 
 
Ayat (6) … 
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Ayat (6) 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 30 
 

Ayat (1) 
 

Huruf a 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf d 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf f 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf g 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf h 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf i 
 

“Sehat   jiwa   dan   raga”   dibuktikan   melalui   surat  keterangan    
tim    penguji    kesehatan    resmi    yang  ditetapkan oleh 
pemerintah. 

 
Yang   dimaksud   dengan   ”terbuka”   adalah   bahwa  Informasi  
setiap  tahapan  proses  rekrutmen  harus  diumumkan bagi publik. 

 
Yang  dimaksud  dengan  ”jujur”  adalah  bahwa  proses  
rekrutmen   berlangsung   adil   dan   nondiskriminatif  berdasarkan 
Undang-Undang ini. 

 
Yang dimaksud dengan ”objektif” adalah bahwa proses  rekrutmen  
harus  mendasarkan  pada  kriteria  yang  diatur oleh Undang-
Undang ini. 

 
Ayat (2) … 
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Ayat (2) 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 31 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 32 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 33 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 34 
 

Ayat (1) 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
 

Huruf a 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf d 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf e 
 

Cukup jelas. 
 

Huruf f 
 

Yang   dimaksud   dengan   “tindakan   tercela”   adalah  
mencemarkan    martabat    dan    reputasi    dan/atau  mengurangi   
kemandirian   dan   kredibilitas   Komisi  Informasi. 

 
Ayat (3) 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (4) … 
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Ayat (4) 
 

Yang  dimaksud  dengan  “penggantian  antarwaktu  anggota  Komisi   
Informasi”   adalah   pengangkatan   anggota   Komisi  Informasi    baru    
untuk    menggantikan    anggota    Komisi  Informasi    yang    telah    
berhenti    atau     diberhentikan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  35  ayat  
(1)  sebelum  masa  jabatannya berakhir. 

 
Ayat (5) 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 35 
 

Ayat (1) 
 

Pengajuan  keberatan  secara  tertulis  kepada  atasan  Pejabat  Pengelola  
Informasi  dan  Dokumentasi  sekurang-kurangnya  berisikan nama 
dan/atau instansi asal pengguna Informasi,  alasan    mengajukan    
keberatan,    tujuan    menggunakan  Informasi, dan kasus posisi permintaan 
Informasi dimaksud. 

 
Yang dimaksud dengan “atasan Pejabat Pengelola Informasi  dan  
Dokumentasi”  adalah  pejabat  yang  merupakan  atasan  langsung  pejabat  
yang  bersangkutan  dan/atau  atasan  dari  atasan langsung pejabat yang 
bersangkutan. 

 
Huruf a 

 
Cukup jelas. 

 
Huruf b 

 
Cukup jelas. 

 
Huruf c 

 
Yang  dimaksud  dengan  “ditanggapi”  adalah  respons  dari Badan 
Publik sesuai dengan ketentuan pelayanan  yang  telah  diatur  
dalam  petunjuk  teknis  pelayanan  Informasi Publik. 

 
Huruf d 

 
Cukup jelas. 

 
Huruf e 

 
Cukup jelas. 

 
Huruf f 

 
Cukup jelas. 

 
 
Huruf g … 
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Huruf g 

 
Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 36 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 37 
 

Ayat (1) 
 

Upaya   penyelesaian   Sengketa   Informasi   Publik   melalui  Komisi  
Informasi  hanya  dapat  diajukan  setelah  melalui  proses keberatan 
kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi  dan Dokumentasi. 

 
Ayat (2) 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 38 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 39 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 40 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 41 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 42 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 43 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 44 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 45 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 46 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 47 … 
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Pasal 47 
 

Ayat (1) 
 

Gugatan terhadap Badan Publik negara yang terkait dengan  kebijakan  
pejabat  tata  usaha  negara  dilaksanakan  oleh  Pengadilan     Tata     
Usaha     Negara     sesuai     dengan  kewenangannya    berdasarkan    
Undang-Undang    tentang  Peradilan Tata Usaha Negara. 

 
Ayat (2) 

 
Cukup jelas. 

 
Pasal 48 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 49 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 50 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 51 
 

Yang  dikenakan  sanksi  dalam  ketentuan  ini  meliputi  setiap  orang 
perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan  Publik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

 
Pasal 52 
 

Yang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana  yang 
dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: 

 
a. badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;  

 
b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau  yang  

bertindak  sebagai  pimpinan  dalam  melakukan  tindak  pidana; atau  
 

c. kedua-duanya.  
Pasal 53  
 

Yang  dikenakan  sanksi  dalam  ketentuan  ini  meliputi  setiap  orang  
perseorangan  atau  kelompok  orang  atau   badan  hukum  atau  Badan  Publik  
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-   Undang ini. 

 
 
Pasal 54 … 
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Pasal 54 
 

Ayat (1) 
 

Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap  orang  
perseorangan  atau  kelompok  orang  atau     badan  hukum  atau  Badan  
Publik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang ini. 

 
Ayat (2) 

 
Yang dikenakan sanksi dalam ketentuan ini meliputi setiap  orang  
perseorangan  atau  kelompok  orang  atau     badan  hukum  atau  Badan  
Publik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang ini. 

 
P
 

asal 55 

Yang  dikenakan  sanksi  dalam  ketentuan  ini  meliputi  setiap  orang  
perseorangan  atau  kelompok  orang  atau   badan  hukum  atau  Badan  Publik  
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-   Undang ini. 

 
Pasal 56 
 

Cukup jelas. 
 
P
 

asal 57 

Cukup jelas. 
 
Pasal 58 
 

Cukup jelas. 
 
P
 

asal 59 

Cukup jelas. 
 
P
 

asal 60 

Cukup jelas. 
 
Pasal 61 
 

Cukup jelas. 
 
P
 

asal 62 

Cukup jelas. 
 
Pasal 63 
 

Cukup jelas. 
 
Pasal 64 
 

Cukup jelas. 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846 



 

SALINAN 

UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2014 

TENTANG 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau 

pejabat pemerintahan dalam menggunakan 

wewenang harus mengacu pada  asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

  b. bahwa  untuk menyelesaikan permasalahan dalam  

penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan 

mengenai administrasi pemerintahan diharapkan 

dapat menjadi solusi dalam memberikan 

pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat 

maupun pejabat pemerintahan; 

  c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, 

khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-

undang tentang administrasi pemerintahan menjadi 

landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari 

keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan 

untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

membentuk Undang-Undang tentang Administrasi 

Pemerintahan; 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 2 - 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana 

dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan 

oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. 

2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam 

melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang 

meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, 

pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.  

3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah 

unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, 

baik di lingkungan pemerintah maupun 

penyelenggara negara lainnya. 

4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung 

yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau 

strata pemerintahan yang lebih tinggi. 

5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau 

penyelenggara negara lainnya untuk mengambil 

keputusan dan/atau tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

6. Kewenangan . . . 
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6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya 

disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan atau 

penyelenggara negara lainnya untuk bertindak 

dalam ranah hukum publik.  

7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga 

disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau 

Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya 

disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 

8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang 

selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan 

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara 

lainnya untuk melakukan dan/atau tidak 

melakukan perbuatan konkret dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan. 

9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan 

yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat 

Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret 

yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dalam hal peraturan perundang-

undangan yang memberikan pilihan, tidak 

mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau 

adanya stagnasi pemerintahan. 

10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna 

kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan 

di suatu instansi pemerintahan yang 

membutuhkan. 

11. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan 

yang dibuat atau disampaikan dengan 

menggunakan atau memanfaatkan media 

elektronik. 

12. Legalisasi . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 4 - 

 

12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu 

salinan surat atau dokumen Administrasi 

Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan 

aslinya. 

13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan 

Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua)  Pejabat 

Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh 

tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat 

Pemerintahan yang berwenang menangani suatu 

urusan pemerintahan. 

14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat 

Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi 

untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang 

lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat 

mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan 

dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau 

dilakukannya. 

15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan 

hukum perdata yang terkait dengan Keputusan 

dan/atau Tindakan. 

16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian 

sengketa yang dilakukan dalam lingkungan 

Administrasi Pemerintahan sebagai akibat 

dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan 

yang merugikan. 

17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang 

selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang 

digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang 

bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan 

Keputusan dan/atau Tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. 

 

19. Izin . . . 
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19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang 

berwenang sebagai wujud persetujuan atas 

permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan 

yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari 

kesepakatan Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas 

umum dan/atau sumber daya alam dan 

pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat 

Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud 

persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat 

yang merupakan pengecualian terhadap suatu 

larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 atau Undang-Undang. 

23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih 

tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung 

jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya 

kepada penerima delegasi.  

24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih 

tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung 

jawab dan tanggung gugat tetap berada pada 

pemberi mandat. 

25. Menteri . . . 
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25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan 

aparatur negara. 

 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Bagian Kesatu 

Maksud 

 

Pasal 2 

 

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan 

dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga 

Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan 

Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan. 

 

 

Bagian Kedua 

Tujuan 

 

Pasal 3 

 

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi 

Pemerintahan adalah: 

a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan; 

b. menciptakan kepastian hukum; 

c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang; 

d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan; 

e. memberikan . . . 
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e. memberikan pelindungan hukum kepada Warga 

Masyarakat dan aparatur pemerintahan; 

f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan menerapkan AUPB; dan 

g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

kepada Warga Masyarakat. 

 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP DAN ASAS 

 

Bagian Kesatu 

Ruang Lingkup 

 

Pasal 4 

 

(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi 

Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi 

semua aktivitas: 

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam 

lingkup lembaga eksekutif; 

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam 

lingkup lembaga yudikatif; 

c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam 

lingkup lembaga legislatif; dan 

d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya 

yang  menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan 

yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau 

undang-undang. 

 

(2) Pengaturan . . . 
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(2) Pengaturan Administrasi Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, 

kewenangan pemerintahan, diskresi, 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 

prosedur administrasi pemerintahan, keputusan 

pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan 

pengembangan administrasi pemerintahan, dan 

sanksi administratif.  

 

 

Bagian Kedua 

Asas 

 

Pasal 5 

 

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 

berdasarkan: 

a. asas legalitas; 

b. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan 

c. AUPB. 

 

 

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN 

 

Pasal 6 

 

(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk 

menggunakan Kewenangan dalam mengambil 

Keputusan dan/atau Tindakan. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AUPB; 

b. menyelenggarakan . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 9 - 

 

b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan 

berdasarkan Kewenangan yang dimiliki; 

c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau 

elektronis dan/atau menetapkan Tindakan; 

d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, 

mengubah, mengganti, mencabut, menunda, 

dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau 

Tindakan;  

e. menggunakan Diskresi sesuai dengan 

tujuannya; 

f. mendelegasikan dan memberikan Mandat 

kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan; 

g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana 

tugas untuk melaksanakan tugas apabila 

pejabat definitif berhalangan; 

h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

i. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan 

keamanan dalam menjalankan tugasnya; 

j. memperoleh bantuan hukum dalam 

pelaksanaan tugasnya; 

k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di 

lingkungan atau wilayah kewenangannya; 

l. menyelesaikan Upaya Administratif yang 

diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau 

Tindakan yang dibuatnya; dan 

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada 

bawahan yang melakukan pelanggaran 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

 

 

 
Pasal 7 . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 10 - 

 

Pasal 7 

 

(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk 

menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. 

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: 

a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai 

dengan kewenangannya; 

b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. mematuhi persyaratan dan prosedur 

pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; 

d. mematuhi Undang-Undang ini dalam 

menggunakan Diskresi; 

e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta 

bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan tertentu; 

f. memberikan kesempatan kepada Warga 

Masyarakat untuk didengar pendapatnya 

sebelum membuat Keputusan dan/atau 

Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat 

yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau 

Tindakan yang menimbulkan kerugian paling 

lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 

Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan 

dan/atau dilakukan; 

h. menyusun standar operasional prosedur 

pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; 

i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi 

Pemerintahan, serta membuka akses dokumen 

Administrasi Pemerintahan kepada Warga 

Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh 

undang-undang; 

j. menerbitkan . . . 
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j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan 

Warga Masyarakat, sesuai dengan  hal-hal yang 

diputuskan dalam keberatan/banding; 

k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan 

yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan 

tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, 

pejabat yang bersangkutan, atau Atasan 

Pejabat; dan 

l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

 

 

BAB V 

 KEWENANGAN PEMERINTAHAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 8 

 

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus 

ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 

menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: 

a. peraturan perundang-undangan; dan 

b. AUPB. 

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang 

menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan. 

 

 

 

 

Bagian . . . 
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Bagian Kedua 

Peraturan Perundang-undangan 

 

Pasal 9 

 

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan AUPB. 

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar Kewenangan; dan 

b. peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan. 

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau 

menunjukkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan 

dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan. 

(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang 

untuk menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang 

memberikan kemanfaatan umum dan sesuai 

dengan AUPB.  

 

 

 

 

Bagian . . . 
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Bagian Ketiga 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik  

 

Pasal 10 

 

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini 

meliputi asas: 

a. kepastian hukum; 

b. kemanfaatan; 

c. ketidakberpihakan; 

d. kecermatan; 

e. tidak menyalahgunakan kewenangan; 

f. keterbukaan;  

g. kepentingan umum; dan 

h. pelayanan yang baik.  

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian 

hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap. 

 

 

Bagian Keempat 

Atribusi, Delegasi, dan Mandat 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 11 

 

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, 

dan/atau Mandat. 

 

 

 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Atribusi 

 

Pasal 12 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: 

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau 

undang-undang; 

b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya 

tidak ada; dan 

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memperoleh Wewenang melalui Atribusi,  tanggung 

jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.  

(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, 

kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau 

undang-undang. 

 

Paragraf 3 

Delegasi 

 

Pasal 13 

 

(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: 

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan 

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

lainnya; 

b. ditetapkan . . . 
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b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan 

Daerah; dan 

c. merupakan Wewenang pelimpahan atau 

sebelumnya telah ada. 

(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat 

didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain 

dalam peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-

undangan menentukan lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui 

Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan 

ketentuan: 

a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum 

Wewenang dilaksanakan;  

b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu 

sendiri; dan 

c. paling banyak diberikan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat 

di bawahnya. 

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri 

Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, 

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan 

Delegasi menimbulkan ketidakefektifan 

penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang memberikan 

pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali 

Wewenang yang telah didelegasikan.  

(7) Badan . . . 
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(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung 

jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi. 

 

Paragraf 4 

Mandat 

 

Pasal 14 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

memperoleh Mandat apabila: 

a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan di atasnya; dan 

b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.  

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas: 

a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas 

rutin dari pejabat definitif yang berhalangan 

sementara; dan 

b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas 

rutin dari pejabat definitif yang berhalangan 

tetap. 

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat 

memberikan Mandat kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi 

bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menerima Mandat harus menyebutkan atas nama 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memberikan Mandat. 

 

 (5) Badan . . . 
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(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri 

Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, 

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan 

Mandat menimbulkan ketidakefektifan 

penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat 

dapat menarik kembali Wewenang yang telah 

dimandatkan.  

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak 

berwenang mengambil Keputusan dan/atau 

Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak 

pada perubahan status hukum pada aspek 

organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.  

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung 

jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat. 

 

 

Bagian Kelima 

Pembatasan Kewenangan 

 

Pasal 15 

 

(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

dibatasi oleh: 

a. masa atau tenggang waktu Wewenang; 

b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; 

dan 

c. cakupan bidang atau materi Wewenang. 

 

 (2) Badan . . . 
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(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah 

berakhir masa atau tenggang waktu Wewenang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak 

dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau 

Tindakan. 

 

 

Bagian Keenam 

Sengketa Kewenangan 

 

Pasal 16 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah 

terjadinya Sengketa Kewenangan dalam 

penggunaan Kewenangan. 

(2) Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di 

lingkungan pemerintahan, kewenangan 

penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada 

antaratasan Pejabat Pemerintahan yang 

bersengketa melalui koordinasi untuk 

menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan 

kesepakatan maka kesepakatan tersebut mengikat 

para pihak yang bersengketa sepanjang tidak 

merugikan keuangan negara, aset negara, 

dan/atau lingkungan hidup.  

(4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

menghasilkan kesepakatan, penyelesaian Sengketa 

Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada 

tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden. 

 

(5) Penyelesaian . . . 
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(5) Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) yang melibatkan lembaga 

negara diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. 

(6) Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan 

kerugian keuangan negara, aset negara, dan/atau 

lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

 

Bagian Ketujuh 

Larangan Penyalahgunaan Wewenang 

 

Pasal 17 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang 

menyalahgunakan Wewenang. 

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. larangan melampaui Wewenang; 

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; 

dan/atau 

c. larangan bertindak sewenang-wenang. 

 

Pasal 18 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila 

Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: 

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu 

berlakunya Wewenang;  

b. melampaui batas wilayah berlakunya 

Wewenang; dan/atau 

c. bertentangan . . . 
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c. bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

dikategorikan mencampuradukkan Wewenang 

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17 ayat (2) 

huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan 

yang dilakukan: 

a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang 

yang diberikan; dan/atau 

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang 

diberikan. 

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

dikategorikan bertindak sewenang-wenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan 

yang dilakukan: 

a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau 

b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 19 

 

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan 

dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau 

dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan 

Pasal  18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan 

ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap. 

 

 
(2) Keputusan . . . 
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(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan 

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat 

dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan 

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 20 

 

(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan 

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan 

intern pemerintah. 

(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern 

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. tidak terdapat kesalahan; 

b. terdapat kesalahan administratif; atau 

c. terdapat kesalahan administratif yang 

menimbulkan kerugian keuangan negara. 

(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah 

berupa terdapat kesalahan administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

dilakukan tindak lanjut dalam bentuk 

penyempurnaan administrasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah 

berupa terdapat kesalahan administratif yang 

menimbulkan kerugian keuangan negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara 

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 

diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. 

 

(5) Pengembalian . . . 
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(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan 

Pemerintahan, apabila kesalahan administratif  

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

terjadi bukan karena adanya unsur 

penyalahgunaan Wewenang. 

(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat 

Pemerintahan, apabila kesalahan administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan 

Wewenang. 

 

Pasal 21 

 

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan 

memutuskan ada atau tidak ada unsur 

penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh 

Pejabat Pemerintahan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk 

menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan 

Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan. 

(3) Pengadilan wajib memutus permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 

21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan 

diajukan. 

(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib 

memutus permohonan banding sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh 

satu)  hari kerja sejak permohonan banding 

diajukan. 

(6) Putusan . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 23 - 

 

(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final 

dan mengikat.  

 

 

BAB VI 

DISKRESI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 22 

 

(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat 

Pemerintahan yang berwenang. 

(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan 

bertujuan untuk: 

a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;  

b. mengisi kekosongan hukum; 

c. memberikan kepastian hukum; dan 

d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam 

keadaan tertentu guna kemanfaatan dan 

kepentingan umum.  

 

 
Bagian Kedua 

Lingkup Diskresi 

 

Pasal 23 

 

Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi: 

a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang memberikan suatu pilihan 

Keputusan dan/atau Tindakan; 

b. pengambilan . . . 
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b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan 

karena peraturan perundang-undangan tidak 

mengatur;    

c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan 

karena peraturan perundang-undangan tidak 

lengkap atau tidak jelas; dan 

d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan 

karena adanya stagnasi pemerintahan guna 

kepentingan yang lebih luas. 

 

 

Bagian Ketiga 

Persyaratan Diskresi 

 

Pasal 24 

 

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi 

harus memenuhi syarat: 

a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); 

b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. sesuai dengan AUPB; 

d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;  

e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan 

f. dilakukan dengan iktikad baik.  

 

 

Pasal 25 

 

(1) Penggunaan Diskresi yang berpotensi  mengubah 

alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan 

dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 
(2) Persetujuan . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 25 - 

 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan apabila penggunaan Diskresi 

berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, 

dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum 

yang berpotensi membebani keuangan negara. 

(3) Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan 

keresahan masyarakat, keadaan darurat, 

mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat 

Pemerintahan wajib memberitahukan kepada 

Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan 

melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah 

penggunaan Diskresi. 

(4) Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

apabila penggunaan Diskresi berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi 

menimbulkan keresahan masyarakat. 

(5) Pelaporan setelah penggunaan Diskresi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

apabila penggunaan Diskresi berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi 

dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, 

dan/atau terjadi bencana alam. 

 

 

Bagian Keempat 

Prosedur Penggunaan Diskresi 

 

Pasal 26 

 

(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) 

wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, 

serta dampak administrasi dan keuangan. 

 

(2) Pejabat . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 26 - 

 

(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan 

permohonan persetujuan secara tertulis kepada 

Atasan Pejabat. 

(3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas 

permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan 

persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan.  

(4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) melakukan penolakan, Atasan Pejabat 

tersebut harus memberikan alasan penolakan 

secara tertulis. 

 

Pasal 27 

 

(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) 

wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan 

dampak administrasi yang berpotensi mengubah 

pembebanan keuangan negara. 

(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan 

pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada 

Atasan Pejabat. 

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada      

ayat (2) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja 

sebelum penggunaan Diskresi.  

 

Pasal 28 

 

(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) 

wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan 

dampak yang ditimbulkan. 

 

(2) Pejabat . . . 
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(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan 

laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat 

setelah penggunaan Diskresi. 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak penggunaan Diskresi.  

 

Pasal 29 

 

Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 

dikecualikan dari ketentuan memberitahukan kepada 

Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf g. 

 

 

Bagian Kelima 

Akibat Hukum Diskresi 

 

Pasal 30 

 

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui 

Wewenang apabila: 

a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya 

Wewenang yang diberikan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya 

Wewenang yang diberikan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan/atau 

c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26,     

Pasal 27, dan  Pasal 28. 

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak 

sah. 

Pasal 31 . . . 
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Pasal 31 

 

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan 

mencampuradukkan Wewenang apabila:  

a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan 

tujuan Wewenang yang diberikan; 

b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26,    

Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau 

c. bertentangan dengan AUPB. 

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dibatalkan. 

 

Pasal 32 

 

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai 

tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan 

oleh pejabat yang tidak berwenang. 

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak 

sah. 

 

 

BAB VII 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 33 

 

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

 
(2) Keputusan . . . 
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(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku 

hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau 

dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 

(3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

dilakukan oleh: 

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; 

atau 

b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang 

mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan 

apabila pada tahap penyelesaian Upaya 

Administratif. 

 

 

Bagian Kedua 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

 

Pasal 34 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

berwenang menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas: 

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 

wilayah hukum tempat penyelenggaran 

pemerintahan terjadi; atau 

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 

wilayah hukum tempat seorang individu atau 

sebuah organisasi berbadan hukum melakukan 

aktivitasnya. 

 

(2) Apabila . . . 
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(2) Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan 

tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan 

dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang 

memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai 

pelaksana harian atau pelaksana tugas. 

(3) Pelaksana harian atau pelaksana tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau 

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan rutin 

yang menjadi Wewenang jabatannya sesuai dengan 

ketentuan  peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan 

Kewenangan lintas Badan dan/atau Pejabat  

Pemerintahan  dilaksanakan  melalui  kerja sama  

antar-Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  yang 

terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

Bagian Ketiga 

Bantuan Kedinasan 

 

Pasal 35 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat 

memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta 

dengan syarat:  

a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat 

dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan; 

 

 

 b. penyelenggaraan . . . 
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b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat 

dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga 

dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan;   

c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan  tidak memiliki pengetahuan dan 

kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; 

d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan 

melakukan kegiatan pelayanan publik, Badan  

dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  

membutuhkan surat keterangan dan berbagai 

dokumen yang diperlukan dari Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan lainnya; dan/atau 

e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya 

dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, 

dan fasilitas yang besar dan tidak mampu 

ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan tersebut. 

(2) Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan 

menimbulkan biaya, maka beban yang ditimbulkan 

ditetapkan bersama secara wajar oleh penerima 

dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan 

pembiayaan ganda. 

 

Pasal 36 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat 

menolak memberikan Bantuan Kedinasan apabila: 

a. mempengaruhi kinerja Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan pemberi bantuan;  

b. surat keterangan dan dokumen yang diperlukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan bersifat rahasia; atau 

c. ketentuan . . . 
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c.  ketentuan peraturan perundang-undangan 

tidak memperbolehkan pemberian bantuan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menolak untuk memberikan  Bantuan Kedinasan 

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memberikan alasan penolakan secara tertulis. 

(3) Jika suatu Bantuan Kedinasan yang diperlukan 

dalam keadaan darurat, maka  Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan wajib memberikan Bantuan 

Kedinasan. 

 

Pasal 37 

 

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau 

Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan 

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  yang 

membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan 

lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah 

pihak. 

 

 

Bagian Keempat 

Keputusan Berbentuk Elektronis 

 

Pasal 38 

 

(1) Pejabat  dan/atau  Badan  Pemerintahan  dapat   

membuat  Keputusan   Berbentuk Elektronis. 

(2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau 

disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau 

tidak disampaikan secara tertulis.  

 

(3) Keputusan . . . 
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(3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan 

hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan 

berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh 

pihak yang bersangkutan. 

(4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak 

disampaikan, maka yang berlaku adalah 

Keputusan dalam bentuk elektronis. 

(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan 

dalam bentuk elektronis dan Keputusan dalam 

bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan 

dalam bentuk tertulis. 

(6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan 

keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk 

tertulis. 

 

 

Bagian Kelima 

Izin, Dispensasi, dan Konsesi 

 

Pasal 39 

 

(1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat 

menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi 

dengan berpedoman pada AUPB dan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

berbentuk Izin apabila: 

a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan 

dilaksanakan; dan 

b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan 

kegiatan yang memerlukan perhatian khusus 

dan/atau memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 (3) Keputusan . . . 
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(3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

berbentuk Dispensasi apabila: 

a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan 

dilaksanakan; dan 

b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan 

kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan 

atau perintah.  

(4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

berbentuk Konsesi apabila: 

a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan 

dilaksanakan; 

b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan 

pihak Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah, dan/atau swasta; dan 

c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan 

kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. 

(5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh 

pemohon wajib diberikan persetujuan atau 

penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan 

lain dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh 

menyebabkan kerugian negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII . . . 
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BAB VIII 

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 

Bagian Kesatu 

Para Pihak 

 

Pasal 40 

 

Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan 

terdiri atas: 

a.  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan 

b.  Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak 

yang terkait.  

 

 

Bagian Kedua 

Pemberian Kuasa 

 

Pasal 41 

 

(1) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 huruf b dapat memberikan kuasa tertulis 

kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakili 

dalam prosedur Administrasi Pemerintahan, 

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. 

(2) Jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

menerima lebih dari satu surat kuasa untuk satu 

prosedur Administrasi Pemerintahan yang sama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan mengembalikan 

kepada pemberi kuasa untuk menentukan satu 

penerima kuasa yang berwenang mewakili 

kepentingan pemberi kuasa dalam prosedur 

Administrasi Pemerintahan. 

 

(3) Penerima . . . 
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(3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) harus dapat menunjukkan surat pemberian 

kuasa secara tertulis yang sah kepada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam prosedur 

Administrasi Pemerintahan. 

(4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sekurang-kurangnya memuat: 

a. judul surat kuasa; 

b. identitas pemberi kuasa; 

c. identitas penerima kuasa; 

d. pernyataan pemberian kuasa khusus secara 

jelas dan tegas; 

e. maksud pemberian kuasa; 

f. tempat dan tanggal pemberian kuasa; 

g. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan 

h. materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(5) Pencabutan surat kuasa kepada penerima kuasa 

hanya dapat dilakukan secara tertulis dan berlaku 

pada saat surat tersebut diterima oleh Badan atau 

Pejabat Pemerintahan  yang bersangkutan. 

(6) Dalam hal Warga Masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b tidak dapat 

bertindak sendiri dan tidak memiliki wakil yang 

dapat bertindak atas namanya, maka Badan atau 

Pejabat Pemerintahan dapat menunjuk wakil 

dan/atau perwakilan pihak yang terlibat dalam 

prosedur Administrasi Pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

Bagian . . . 
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Bagian Ketiga 

Konflik Kepentingan 

 

Pasal 42 

 

(1) Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki 

Konflik Kepentingan dilarang menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan. 

(2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik 

Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan 

dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau 

pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) terdiri atas: 

a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan 

kepala daerah; 

b. menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di 

lingkungannya; 

c. kepala daerah bagi pejabat daerah; dan 

d. atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan. 

 

Pasal 43 

 

(1) Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan dilatarbelakangi: 

a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;  

b. hubungan dengan kerabat dan keluarga;  

c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;  

d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan 

mendapat gaji dari  pihak  yang  terlibat;  

e. hubungan . . . 
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e. hubungan  dengan   pihak   yang   memberikan 

rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; 

dan/atau  

f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang 

dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat 

Pemerintahan yang bersangkutan wajib 

memberitahukan kepada atasannya. 

 

Pasal 44 

 

(1) Warga Masyarakat berhak melaporkan atau 

memberikan keterangan adanya dugaan Konflik 

Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan. 

(2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada Atasan Pejabat 

yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan dengan mencantumkan 

identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-

bukti terkait. 

(3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada     

ayat (2) wajib memeriksa, meneliti, dan 

menetapkan Keputusan terhadap laporan atau 

keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) 

hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau 

keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik 

Kepentingan, maka Atasan Pejabat wajib 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan.  

(5) Keputusan . . . 
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(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada atasan Atasan 

Pejabat dan disampaikan kepada pejabat yang 

menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari 

kerja. 

 

Pasal 45 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan     

Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab 

terhadap setiap Keputusan dan/atau Tindakan 

yang ditetapkan dan/atau dilakukannya. 

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan karena adanya  Konflik 

Kepentingan dapat dibatalkan. 

 

 

Bagian Keempat 

Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan 

 

Pasal 46 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang 

terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, 

dokumen, dan fakta yang terkait sebelum 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan 

pembebanan bagi Warga Masyarakat. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait 

secara langsung. 

 

 Pasal 47 . . . 
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Pasal 47 

 

Dalam hal  Keputusan menimbulkan pembebanan bagi 

Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-

pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari 

kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 48 

 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 

Pasal 47 tidak berlaku apabila:  

a. Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk 

melindungi kepentingan umum dengan 

mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan 

keadilan; 

b. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus 

dipikul oleh Warga Masyarakat yang bersangkutan; 

dan/atau 

c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum. 

 

 

Bagian Kelima 

Standar Operasional Prosedur 

 

Pasal 49 

 

(1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan 

kewenangannya wajib menyusun dan 

melaksanakan pedoman umum standar operasional 

prosedur  pembuatan Keputusan. 

 

(2) Standar . . . 
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(2) Standar operasional prosedur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman 

umum standar operasional prosedur pembuatan 

Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan. 

(3) Pedoman umum standar operasional prosedur 

pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada 

publik melalui media cetak, media elektronik, dan 

media lainnya. 

 

 

Bagian Keenam 

Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan 

 

Pasal 50 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen 

dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari 

pemohon. 

(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup 

pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan 

dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung 

penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan 

dan/atau Tindakan. 

(3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

permohonan Keputusan dan/atau Tindakan 

diajukan dan telah memenuhi persyaratan, Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

memberitahukan kepada pemohon, permohonan 

diterima. 

 

(4) Dalam . . . 
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(4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

permohonan Keputusan dan/atau Tindakan 

diajukan dan tidak memenuhi persyaratan, Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

memberitahukan kepada pemohon, permohonan 

ditolak. 

 

 

Bagian Ketujuh 

Penyebarluasan Dokumen Administrasi Pemerintahan 

 

Pasal 51 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

membuka akses dokumen Administrasi 

Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat 

untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan 

lain oleh undang-undang.  

(2) Hak mengakses dokumen Administrasi 

Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak berlaku, jika dokumen Administrasi 

Pemerintahan termasuk kategori rahasia negara 

dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga. 

(3) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki kewajiban untuk tidak melakukan 

penyimpangan pemanfaatan informasi yang 

diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX . . . 
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BAB IX 

KEPUTUSAN PEMERINTAHAN 

 

Bagian Kesatu 

Syarat Sahnya Keputusan 

 

Pasal 52 

 

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: 

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 

b. dibuat sesuai prosedur; dan 

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. 

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan AUPB. 

 

Pasal 53 

 

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan 

tidak menentukan batas waktu kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) 

hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan. 

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau 

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka 

permohonan tersebut  dianggap dikabulkan secara 

hukum. 

(4) Pemohon . . . 
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(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan untuk memperoleh putusan 

penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 

21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan 

diajukan. 

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

menetapkan Keputusan untuk melaksanakan 

putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

putusan Pengadilan ditetapkan. 

 

Pasal 54 

 

(1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat: 

a.  konstitutif; atau 

b.  deklaratif. 

(2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi 

tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang 

menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif. 

 

Pasal 55 

 

(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan 

pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang 

menjadi dasar penetapan Keputusan. 

(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut 

diikuti dengan penjelasan terperinci. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian 

alasan terhadap keputusan Diskresi. 

 

 Pasal 56 . . . 
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Pasal 56 

 

(1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52  ayat (1) 

huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah. 

(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) 

huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang 

batal atau dapat dibatalkan. 

 

 

Bagian Kedua 

Berlaku dan Mengikatnya Keputusan 

 

Paragraf 1 

Berlakunya Keputusan 

 

Pasal 57 

 

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali 

ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

Keputusan. 

 

Pasal 58 

 

(1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas 

waktu mulai  dan berakhirnya Keputusan, kecuali 

yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu 

sendiri.  

 
(3) Dalam . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 46 - 

 

(3) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu 

Keputusan jatuh pada hari Minggu atau hari libur 

nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari 

kerja berikutnya. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak berlaku jika kepada pihak yang 

berkepentingan telah ditetapkan batas waktu 

tertentu dan tidak dapat diundurkan. 

(5) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam suatu 

Keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali 

untuk menghindari kerugian yang lebih besar 

dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat. 

  

Pasal 59 

 

(1) Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan 

bagi Warga Masyarakat dapat memuat syarat-

syarat yang tidak bertentangan dengan hukum.  

(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa ketentuan mulai dan berakhirnya: 

a. Keputusan dengan batas waktu; 

b. Keputusan atas kejadian pada masa yang akan 

datang; 

c. Keputusan dengan penarikan; 

d. Keputusan dengan tugas; dan/atau 

e. Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya 

perubahan fakta dan kondisi hukum.  

 

 

 

 

 

Paragraf 2 . . . 
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Paragraf 2 

Mengikatnya Keputusan 

 

Pasal 60 

 

(1) Keputusan memiliki daya mengikat sejak 

diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh 

pihak yang tersebut dalam Keputusan.  

(2) Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman 

oleh penerima Keputusan, daya mengikat 

Keputusan sejak diterimanya.  

(3) Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu 

penerimaan antara pengirim dan penerima 

Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan 

pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima 

Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh 

pengirim. 

 

 

Bagian Ketiga 

Penyampaian Keputusan 

 

Pasal 61 

 

(1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan  kepada pihak-

pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut. 

(2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang 

terlibat lainnya. 

(3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada 

pihak lain untuk menerima Keputusan. 

 

 

 

 

Pasal 62 . . . 
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Pasal 62 

 

(1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, 

kurir, atau sarana elektronis. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus segera disampaikan kepada yang 

bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja 

sejak ditetapkan. 

(3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau 

bersifat massal disampaikan paling lama              

10 (sepuluh)  hari kerja sejak ditetapkan.  

(4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, 

media elektronik, dan/atau media lainnya mulai 

berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 

terhitung sejak ditetapkan. 

(5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan 

harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan 

penerimaan. 

 

 

Bagian Keempat 

Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan 

 

Paragraf 1 

Perubahan 

 

Pasal 63 

 

(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila 

terdapat:  

a. kesalahan konsideran; 

b. kesalahan redaksional; 

c. perubahan . . . 
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c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; 

dan/atau 

d. fakta baru. 

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan mencantumkan alasan objektif dan 

memperhatikan AUPB. 

(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh Pejabat 

Pemerintahan yang menetapkan surat keputusan 

dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan 

perubahan tersebut. 

(4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari 

kerja sejak ditemukannya alasan perubahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan 

Warga Masyarakat yang ditunjuk dalam 

Keputusan. 

 

Paragraf 2 

Pencabutan 

 

Pasal 64 

 

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan 

apabila terdapat cacat: 

a. wewenang; 

b. prosedur; dan/atau 

c. substansi. 

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan 

Keputusan baru dengan mencantumkan dasar 

hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB. 

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dilakukan:  

a. oleh . . . 
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a. oleh  Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

Keputusan; 

b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan 

Keputusan; atau 

c. atas perintah Pengadilan.  

(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh 

Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 

huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari  kerja 

sejak ditemukannya dasar pencabutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku 

sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. 

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas 

perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c dilakukan paling lama                  

21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah 

Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal 

ditetapkan keputusan pencabutan.  

 

Paragraf 3 

Penundaan 

 

Pasal 65 

 

(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat 

ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi 

menimbulkan:  

a. kerugian negara; 

b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau 

c. konflik sosial. 

(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: 

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

Keputusan; dan/atau 

b. Atasan Pejabat. 

(3) Penundaan . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 51 - 

 

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan 

berdasarkan: 

a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau 

b. Putusan Pengadilan. 

 

Paragraf 4 

Pembatalan 

 

Pasal 66 

 

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila 

terdapat cacat: 

a. wewenang; 

b. prosedur; dan/atau 

c. substansi. 

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan 

Keputusan yang baru dengan mencantumkan 

dasar hukum pembatalan dan memperhatikan 

AUPB. 

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: 

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

Keputusan; 

b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; 

atau 

c. atas putusan Pengadilan. 

(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh 

Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 

huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari  kerja 

sejak  ditemukannya   alasan   pembatalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku 

sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan. 

(5) Keputusan . . . 
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(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas 

perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c dilakukan paling lama                   

21 (dua puluh satu) hari  kerja sejak perintah 

Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal 

ditetapkan keputusan pencabutan.  

(6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut 

kepentingan umum wajib diumumkan melalui 

media massa.  

 

Pasal 67 

 

(1) Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan  menarik kembali semua 

dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi 

akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar 

penetapan Keputusan. 

(2) Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengembalikannya kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

pembatalan Keputusan.   

 

Pasal 68 

 

(1) Keputusan berakhir apabila: 

a. habis masa berlakunya; 

b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang 

berwenang; 

c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau 

berdasarkan putusan Pengadilan; atau 

d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

 (2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan 

sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum.  

(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang 

dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan 

Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan 

pencabutan. 

(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat 

Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru 

untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan. 

(5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan 

tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

Pasal 69 

 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah 

Keputusan atas permohonan  Warga  Masyarakat   

terkait,   baik   terhadap   Keputusan   baru maupun 

Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau 

dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65 ayat (1),  

dan Pasal 66 ayat (1). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bagian . . . 
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Bagian Kelima 

Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan 

 

Paragraf 1 

Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah 

 

Pasal 70 

 

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:  

a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang tidak berwenang;  

b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; 

dan/atau 

c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang bertindak sewenang-

wenang. 

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: 

a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau 

Tindakan tersebut ditetapkan; dan 

b. segala akibat hukum yang ditimbulkan 

dianggap tidak pernah ada. 

(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan 

pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak 

sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

mengembalikan uang ke kas negara. 

 

Paragraf 2 

Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Dapat Dibatalkan 

 

Pasal 71 

 

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan 

apabila:  

a. terdapat . . . 
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a. terdapat kesalahan prosedur; atau 

b. terdapat kesalahan substansi.  

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap 

sah sampai adanya pembatalan; dan 

b. berakhir setelah ada pembatalan. 

(3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat 

Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru 

dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau 

berdasarkan perintah Pengadilan. 

(4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) menjadi kewajiban Pejabat 

Pemerintahan. 

(5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau 

Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 

 

Pasal 72 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang 

sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak 

sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat 

yang bersangkutan atau atasan yang 

bersangkutan. 

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan 

tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan 

dari Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

 Bagian . . . 
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Bagian Keenam 

Legalisasi Dokumen 

 

Pasal 73 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang 

menetapkan Keputusan berwenang untuk 

melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan 

yang ditetapkan. 

(2) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain  yang 

diberikan wewenang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau pengabsahan 

oleh notaris.  

(3) Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika 

terdapat keraguan terhadap keaslian isinya.  

(4) Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:  

a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli 

dan salinan/fotokopinya; dan 

b. tanggal, tanda tangan pejabat yang 

mengesahkan, dan cap stempel institusi atau 

secara notarial. 

(5) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang 

dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan  

tidak dipungut biaya. 

 

Pasal 74 

 

(1) Keputusan wajib menggunakan bahasa Indonesia. 

(2) Keputusan yang akan dilegalisasi yang 

menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah 

terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia. 

 
(3) Penerjemah . . . 
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(3) Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah 

resmi. 

 

 

BAB X 

UPAYA ADMINISTRATIF 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 75 

 

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap 

Keputusan dan/atau Tindakan  dapat  mengajukan 

Upaya  Administratif   kepada  Pejabat  

Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang 

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan. 

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. keberatan; dan 

b. banding. 

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan 

dan/atau Tindakan, kecuali:  

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan 

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar. 

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

segera menyelesaikan Upaya Administratif  yang 

berpotensi membebani keuangan negara. 

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani 

biaya. 

 

 

 
Pasal 76 . . . 
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Pasal 76 

 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  berwenang 

menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau 

Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan 

yang diajukan oleh Warga Masyarakat. 

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas 

penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan 

banding kepada Atasan Pejabat. 

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas 

penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga 

Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan.  

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan 

batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau 

tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan 

administratif. 

 

 

Bagian Kedua 

Keberatan 

 

Pasal 77 

 

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu 

paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak 

diumumkannya Keputusan  tersebut  oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

Keputusan. 

 

(3) Dalam. . . 
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(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai 

permohonan keberatan. 

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) 

hari kerja. 

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

keberatan dianggap dikabulkan. 

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, 

ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan 

sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan. 

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

menetapkan Keputusan sesuai dengan 

permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah 

berakhirnya tenggang waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

 

 

Bagian Ketiga 

Banding 

 

Pasal 78 

 

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu 

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 

keputusan upaya keberatan diterima. 

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat  

yang menetapkan Keputusan. 

 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai 

dengan permohonan banding. 

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) 

hari kerja. 

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan 

dianggap dikabulkan. 

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib 

menetapkan Keputusan sesuai dengan 

permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah 

berakhirnya tenggang waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4). 

  

 

BAB XI 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 

 Pasal 79 

 

(1) Pembinaan dan pengembangan Administrasi 

Pemerintahan dilakukan oleh Menteri dengan 

mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam negeri. 

(2) Pembinaan dan pengembangan Administrasi 

Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan: 

a. melakukan supervisi pelaksanaan Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan; 

b. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang 

Administrasi Pemerintahan; 

c. mengembangkan . . . 
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c. mengembangkan konsep Administrasi 

Pemerintahan;  

d. memajukan tata pemerintahan yang baik; 

e. meningkatkan akuntabilitas kinerja 

pemerintahan; 

f. melindungi hak individu atau Warga 

Masyarakat dari penyimpangan administrasi 

ataupun penyalahgunaan Wewenang oleh 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan 

g. mencegah penyalahgunaan Wewenang dalam 

proses pengambilan Keputusan dan/atau 

Tindakan. 

 

 

BAB XII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 80 

 

(1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), 

Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 

36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), 

Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat 

(4), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), 

Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat 

(1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 

ayat (2), Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 

77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (6) 

dikenai sanksi administratif ringan.  

(2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), 

Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat 

(6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai 

sanksi administratif sedang. 

(3) Pejabat . . . 
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(3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 

42 dikenai sanksi administratif berat. 

(4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat  (2) 

yang menimbulkan kerugian pada keuangan 

negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak 

lingkungan hidup dikenai sanksi administratif 

berat. 

 

Pasal 81 

 

(1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 80 ayat (1) berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; atau 

c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, 

dan/atau hak-hak jabatan. 

(2) Sanksi administratif sedang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: 

a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;  

b. pemberhentian sementara dengan memperoleh 

hak-hak jabatan; atau 

c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh 

hak-hak jabatan. 

(3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 80 ayat (3) berupa: 

a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-

hak keuangan dan fasilitas lainnya; 

b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-

hak keuangan dan fasilitas lainnya; 

c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-

hak keuangan dan fasilitas lainnya serta 

dipublikasikan di media massa; atau 

d. pemberhentian . . . 
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d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-

hak keuangan dan fasilitas lainnya serta  

dipublikasikan di media massa. 

(4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 82 

 

(1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 dilakukan oleh: 

a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; 

b. kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan 

oleh pejabat daerah; 

c. menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan 

ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan 

d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh 

para  menteri/pimpinan lembaga.  

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 dilakukan oleh: 

a. gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh 

bupati/walikota; dan 

b. menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri apabila Keputusan 

ditetapkan oleh gubernur. 

 

Pasal 83 

 

(1) Sanksi administratif  ringan, sedang atau berat 

dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur 

proporsional dan keadilan. 

(2) Sanksi  administratif  ringan  dapat  dijatuhkan  

secara  langsung,  sedangkan sanksi administratif 

sedang atau berat hanya dapat dijatuhkan setelah 

melalui proses pemeriksaan internal. 

 

Pasal 84 . . . 
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Pasal 84 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.  

 

 
BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 85 

 

(1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi 

Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada 

pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan 

berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan 

diselesaikan oleh Pengadilan. 

(2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi 

Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada 

pengadilan umum dan sudah diperiksa,  dengan 

berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan 

dan diputus oleh pengadilan di lingkungan 

peradilan umum. 

(3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan oleh pengadilan umum yang 

memutus.  

 

Pasal 86 

 

Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak 

berlakunya Undang-Undang ini,  peraturan  pemerintah  

yang  dimaksudkan  dalam  Undang-Undang ini  belum  

terbit,  hakim  atau  Pejabat  Pemerintahan yang 

berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi 

administratif berdasarkan Undang-Undang ini.  

 
Pasal 87 . . . 
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Pasal 87 

 

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan 

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009  harus dimaknai 

sebagai: 

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan 

faktual; 

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha 

Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, 

dan penyelenggara negara lainnya; 

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan 

AUPB; 

d. bersifat final dalam arti lebih luas;  

e. Keputusan yang  berpotensi menimbulkan akibat 

hukum; dan/atau 

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.  

 

 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 88 

 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus 

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak 

Undang-Undang ini diundangkan. 

 

Pasal 89 

 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Oktober 2014 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

        

         ttd. 

        

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

   ttd. 

 

                 AMIR SYAMSUDIN 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014  NOMOR 292 

 

 

 

 

 

 



 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2014 

TENTANG  

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

   

 

I. UMUM 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya 

menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara 

hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan 

negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan 

rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip 

tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi 

Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum 

yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. 

Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada 

kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.  

 

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat 

bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat 

diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan 

dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau 

Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga 

Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum 

dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara 

efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha 

Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur  

penyelenggaraan  tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur  

dalam undang-undang.  

 Tugas . . . 
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Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara 

sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan 

tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi 

Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat 

mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai 

dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly),  guna 

memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan.   

 

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam 

sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin 

hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga 

Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara 

sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 

27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi 

objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan.  

  

Dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap 

Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga 

Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan 

dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat 

mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, 

karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem 

Peradilan Tata Usaha Negara.  

 

 

 

Undang-Undang . . 

. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 3 - 

 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan 

secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga 

Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-

Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang 

demokratis, dimana  Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan 

dan/atau dilakukan  oleh  Badan dan/atau   Pejabat Pemerintahan 

atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di 

luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi 

pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. 

Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara 

hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada 

warganya dan bukan sebaliknya. 

 

Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan 

jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi 

subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari 

perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam 

sebuah negara tidak dengan sendirinya—baik secara keseluruhan 

maupun sebagian—dapat terwujud.  

 

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang 

ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan  terhadap Warga Masyarakat tidak dapat 

dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga 

Masyarakat  tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. 

Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang 

telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma 

hukum yang mengikat.  

 

AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan 

perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara 

hukum.  Karena itu penormaan asas ke dalam Undang-Undang ini 

berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.  

Undang-Undang . . 

. 
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Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan 

kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk 

mencegah  praktik   korupsi,   kolusi,   dan   nepotisme.  Dengan   

demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi 

yang semakin baik, transparan, dan efisien.  

 

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya 

adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, 

sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, 

objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan 

kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya 

untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan AUPB. 

 

Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung 

hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai 

instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan 

kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-

benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan 

atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 . . . 
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     Pasal 5 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa 

penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan 

mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan 

dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak 

asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar 

Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 
Huruf e . . . 
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Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya 

adalah setiap pihak yang terbebani atas 

Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi 

Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan 

kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk 

didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui 

tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk 

kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau 

perwakilan. 

Huruf g 

Cukup jelas.  

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 

 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “menjadi dasar 

Kewenangan” adalah dasar hukum dalam 

pengangkatan atau penetapan pejabat yang sesuai 

dengan kedudukan dan kewenangannya.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “dasar pengambilan 

Keputusan dan/atau Tindakan” adalah dasar 

hukum baik yang bersifat langsung maupun tidak 

langsung dalam menjalankan tugas pokoknya.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Pertimbangan kemanfaatan umum atas satu Keputusan  

dan/atau Tindakan tidak boleh melanggar norma-norma 

agama, sosial, dan kesusilaan. Kemanfaatan umum 

harus memberikan dampak pada peningkatan 

kesejahteraan dan kepentingan Warga Masyarakat. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” 

adalah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” 

adalah manfaat yang harus diperhatikan secara 

seimbang antara: (1) kepentingan  individu yang 

satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) 

kepentingan individu dengan masyarakat;           

(3) kepentingan . . . 
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(3) kepentingan Warga Masyarakat  dan  

masyarakat   asing;   (4)   kepentingan   kelompok 

masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok 

masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah 

dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan 

generasi yang sekarang dan kepentingan generasi  

mendatang; (7) kepentingan manusia dan 

ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.  

 Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” 

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan dengan mempertimbangkan 

kepentingan para pihak secara keseluruhan dan 

tidak diskriminatif. 

 Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah 

asas yang mengandung arti bahwa suatu 

Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan 

pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk 

mendukung legalitas penetapan dan/atau 

pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan 

sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang 

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat 

sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut 

ditetapkan dan/atau dilakukan. 

 Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas tidak 

menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang 

mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan  tidak menggunakan 

kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau 

kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan 

tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak 

melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau 

tidak mencampuradukkan kewenangan. 

 

Huruf f . . . 
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 Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” 

adalah asas yang melayani masyarakat untuk 

mendapatkan akses dan memperoleh informasi 

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi 

pribadi, golongan, dan rahasia  negara. 

 Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” 

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

dan kemanfaatan umum   dengan   cara   yang   

aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak 

diskriminatif. 

 Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang 

baik” adalah asas yang memberikan pelayanan 

yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, 

sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar 

AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang 

bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak 

dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak 

dikasasi atau putusan Mahkamah Agung. 

  

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13    

Cukup jelas.  

Pasal 14 . . . 
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Pasal 14 

Ayat (1)  

Kewenangan Mandat diperoleh dari sumber kewenangan 

atributif dan delegatif. 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tugas rutin” adalah 

pelaksanaan  tugas jabatan atas nama pemberi 

Mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan 

dan tugas sehari-hari. 

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas 

nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat 

(m.m), dan melaksanakan tugas (m.t). 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas.  

Ayat (7)  

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan 

yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau 

Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan 

perubahan rencana strategis dan rencana kerja 

pemerintah.  

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum 

organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur 

organisasi. 

Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum 

kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian pegawai.  

Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” 

adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah 

ditetapkan alokasinya. 

Ayat (8)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 19 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan 

dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan 

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak 

berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau 

dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan 

dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan 

segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak 

pernah ada. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah 

pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui 

pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan. 

Pasal 20 . . . 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

- 12 - 

 

Pasal 20  

Cukup jelas. 

  

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf  a 

Cukup jelas. 

Huruf  b 

Cukup jelas. 

Huruf  c 

Cukup jelas. 

Huruf  d 

Yang dimaksud dengan “stagnasi pemerintahan” 

adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas 

pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau 

disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak 

politik. 

 

Pasal 23 

Huruf  a 

Pilihan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat 

Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau 

diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan, 

dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang 

dimaksud pilihan Keputusan dan/atau Tindakan adalah 

respon atau sikap Pejabat Pemerintahan dalam 

melaksanakan atau tidak melaksanakan Administrasi 

Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 Huruf b . . . 
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Huruf  b 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan 

tidak mengatur” adalah ketiadaan atau kekosongan 

hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan 

dalam suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan 

tidak lengkap atau tidak jelas” apabila dalam peraturan 

perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan 

lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak 

harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang 

membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum 

dibuat. 

Huruf  d 

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang lebih luas” 

adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan 

negara, antara lain: bencana alam, wabah penyakit, 

konflik sosial, kerusuhan, pertahanan dan kesatuan 

bangsa. 

 

Pasal 24 

Huruf  a 

Cukup jelas. 

Huruf  b 

Cukup jelas.  

Huruf  c 

Cukup jelas. 

Huruf  d 

Yang dimaksud dengan “alasan-alasan objektif” adalah 

alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan 

kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional serta 

berdasarkan AUPB.  

 

Huruf e . . . 
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Huruf  e 

Cukup jelas. 

Huruf  f 

Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah Keputusan 

dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan 

didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.  

 

Pasal 25 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “memperoleh persetujuan dari 

Atasan Pejabat” adalah memperoleh persetujuan dari 

atasan  langsung pejabat yang berwenang menetapkan 

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. 

Bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

mengajukan persetujuan kepada kepala daerah.  

Bagi bupati/walikota mengajukan persetujuan kepada 

gubernur.  

Bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 

negeri.  

Bagi pimpinan unit kerja pada kementerian/lembaga 

mengajukan persetujuan kepada menteri/pimpinan 

lembaga. 

Sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari 

persetujuan Diskresi dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “akibat hukum” adalah suatu 

keadaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Diskresi.  

 

 

 

 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3)  

Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrumen 

untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta 

sebagai  bagian dari akuntabilitas pejabat. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah 

suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera 

penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau 

Tindakan oleh  Pejabat Pemerintahan untuk   menangani   

kondisi  yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau 

menghentikan penyelenggaraan pemerintahan. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas.  

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas.  

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 33 . . . 
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 Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan 

rutin” adalah kegiatan atau hal yang menjadi tugas 

pokoknya. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah biaya yang 

ditimbulkan sesuai kebutuhan riil dan kemampuan 

penerima Bantuan Kedinasan. 

 

Pasal 36 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Penolakan Bantuan Kedinasan hanya dimungkinkan 

apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat 

mengganggu pelaksanaan tugas Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang diminta bantuan, misalnya: 

pelaksanaan Bantuan Kedinasan yang diminta 

dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki, 

keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu 

pencapaian tujuan, dan kinerja Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan. 

 
Ayat (3) . . . 
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Ayat (3)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Ayat (1)  

Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang informasi dan 

transaksi elektronik. 

Ayat (2)  

Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan, 

dokumen asli akan dikirimkan apabila dibutuhkan 

penegasan mengenai penanggung jawab dari Pejabat 

Pemerintahan yang menyimpan dokumen asli.  Jika 

terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan 

penerimaan dokumen secara elektronis baik dari pihak 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Warga 

Masyarakat, maka kedua belah pihak saling 

memberitahukan secepatnya. 

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Cukup jelas.  

Ayat (5)  

Cukup jelas.  

Ayat (6)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 39 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “memerlukan perhatian 

khusus” adalah setiap usaha atau kegiatan yang 

dilakukan atau dikerjakan oleh Warga 

Masyarakat, dalam  rangka menjaga ketertiban 

umum, maka Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan perlu memberikan perhatian dan 

pengawasan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “swasta” meliputi 

perorangan, korporasi yang berbadan hukum di 

Indonesia, dan asing. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas.  

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Cukup jelas.  

 

Pasal 41 

Cukup jelas.  

 

 
Pasal 42 . . . 
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Pasal 42 

Cukup jelas.  

 

Pasal 43 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kerabat dan keluarga” 

adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat 

kedua dalam garis lurus maupun garis samping, 

termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga 

yang dimaksud dengan keluarga meliputi: 

1. orang tua kandung/tiri/angkat; 

2. saudara kandung/tiri/angkat; 

3. suami/isteri; 

4. anak kandung/tiri/angkat; 

5. suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat; 

6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat; 

7. cucu kandung/tiri/angkat; 

8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/ 

isteri; 

9. suami/isteri dari saudara kandung/tiri/ 

angkat; 

10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 

11. mertua. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Cukup jelas.  

  

Pasal 44 

Cukup jelas.  

 

Pasal 45 

Cukup jelas.  

 

Pasal 46 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "Keputusan yang dapat 

menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat” 

adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian 

faktual bagi Warga Masyarakat. 

Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham 

bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan 

menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan 

sebelum penetapan Keputusan.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 47 

Cukup jelas.  

 

Pasal 48 

Huruf a 

Cukup jelas.   

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Keputusan yang menyangkut 

penegakan hukum” adalah Keputusan sebagai 

pelaksanaan Keputusan sebelumnya. 

Contoh: . . . 
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Contoh: Keputusan tentang relokasi bangunan di jalur 

hijau dan pembongkaran rumah yang tidak memiliki izin. 

 

Pasal 49 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “media lainnya” antara lain 

papan pengumuman, brosur, media massa, atau media 

tradisional. 

 

Pasal 50 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan dokumen” 

mencakup: 

a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang 

menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan. 

b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, 

mengumpulkan informasi, mendengarkan dan 

memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat 

dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis 

dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung 

fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau 

ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum 

ditetapkannya Keputusan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 
Pasal 51 . . . 
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Pasal 51 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “membuka akses” adalah 

memberikan kesempatan membaca,   memfotokopi,   dan   

mengunduh   dokumen   Administrasi Pemerintahan yang 

terkait.  

Ayat (2)  

Yang  dimaksud   dengan  “rahasia  negara”  adalah  

sebagaimana  diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang kearsipan, kerahasiaan 

negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.  

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan pihak ketiga” 

adalah hal-hal yang menyangkut data dan informasi 

pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam 

bentuk standar operasional prosedur.  

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas.  
Pasal 54 . . . 
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Pasal 54 

Ayat (1)  

a. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat 

konstitutif” adalah Keputusan yang bersifat 

penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan. 

b. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat 

deklaratif” adalah Keputusan yang bersifat 

pengesahan setelah melalui proses pembahasan di 

tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

Keputusan yang bersifat konstitutif.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “pertimbangan yuridis” adalah 

landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum 

kewenangan dan dasar hukum substansi. 

Yang dimaksud dengan “pertimbangan sosiologis” adalah 

landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat. 

Yang dimaksud dengan “pertimbangan filosofis” adalah 

landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan 

penetapan Keputusan. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “penjelasan terperinci” adalah 

penjelasan yang menguraikan alasan penetapan 

Keputusan sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Cukup jelas.  

 

 

 

Pasal 57 . . . 
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Pasal 57  

Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika 

terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan, 

hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan.  

  

Pasal 58 

Cukup jelas.  

 

Pasal 59 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya 

Keputusan dengan batas waktu” adalah 

Keputusan yang mencantumkan adanya 

ketentuan pembatasan dengan batas waktu.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya 

Keputusan atas kejadian pada masa yang akan 

datang” adalah Keputusan yang mencantumkan 

adanya ketentuan pembatasan dengan kejadian 

tertentu. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya 

Keputusan dengan penarikan” adalah Keputusan 

yang mencantumkan adanya ketentuan 

pembatasan dengan Keputusan terhadap 

penarikan Keputusan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya 

Keputusan dengan tugas” adalah Keputusan yang 

mencantumkan adanya ketentuan pembatasan 

mulai tugas yang harus dilakukan. 

 
Huruf e . . . 
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Huruf e 

Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya 

Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya 

perubahan fakta dan kondisi hukum” adalah 

adanya data, fakta, dan informasi yang berubah 

terhadap Keputusan.  

 

Pasal 60 

Cukup jelas.  

 

Pasal 61 

Cukup jelas.  

 

Pasal 62 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “sarana elektronis” antara lain 

faksimile, surat elektronik, dan sebagainya. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau 

bersifat massal antara lain keputusan presiden terkait 

pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat dan 

keputusan presiden terkait pensiun pegawai negeri sipil. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan 

sebagian isi Keputusan oleh Pejabat Pemerintahan. 

 

 Huruf a . . . 
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Huruf a  

Yang dimaksud dengan “kesalahan konsideran” 

adalah ketidaksesuaian penempatan rumusan 

baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam 

konsideran menimbang dan/atau mengingat. 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “kesalahan redaksional” 

adalah kelalaian dalam penulisan dan kesalahan 

teknis lainnya. 

Huruf c  

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara 

lain: 

 

1. Keputusan . . . 
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1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima 

Keputusan sampai batas waktu yang 

ditentukan; 

2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang 

menjadi dasar Keputusan telah berubah; 

3. Keputusan dapat membahayakan dan 

merugikan kepentingan umum; atau 

4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan 

tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 65 

Cukup jelas.  

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67  

Cukup jelas.  

 

Pasal 68 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Contoh Keputusan yang berakhir dengan sendirinya:  

Keputusan pengangkatan pejabat yang masa jabatan 

yang  bersangkutan  telah  berakhir,  maka  Keputusan  

pengangkatan tersebut dengan sendirinya menjadi 

berakhir dan  tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 
Ayat (3) . . . 
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Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengatur tentang masa berlakunya suatu Keputusan, 

sedangkan dalam Keputusan pengangkatan pejabat yang 

bersangkutan tidak dicantumkan secara tegas maka 

berakhirnya Keputusan memerlukan penerbitan 

Keputusan baru demi kepastian hukum.  

Contoh dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi 

pemerintahan dari organisasi yang lama  ke organisasi 

baru yang berakibat pada perubahan nomenklatur 

jabatan, sedangkan pemangku jabatan tidak ditentukan 

masa berlakunya dalam keputusan pengangkatan, maka 

diperlukan penetapan keputusan baru untuk mengakhiri 

masa jabatan pejabat yang bersangkutan. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Pengembalian uang ke kas negara dilakukan baik oleh 

Pejabat Pemerintahan  yang   terkait   maupun   Warga   

Masyarakat   yang   telah menerima pembayaran yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

 

 

 

Pasal 71 . . . 
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Pasal 71 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” 

adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan 

Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan 

dan tatacara yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan/atau 

standar operasional prosedur. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” 

adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya 

materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam 

Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik 

kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan 

paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan 

tipuan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “salinan/fotokopi” adalah 

termasuk juga copy collationee. 

 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah setiap 

informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis 

atau bentuk elektronik yang dikuasai oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan 

aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan/atau 

pelayanan publik.  

Kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “terdapat keraguan” adalah 

karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, 

perubahan, kata-kata yang tidak jelas terbaca, 

penambahan atau hilangnya lembar halaman yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “banding” adalah banding 

administratif yang dilakukan pada atasan Atasan 

Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif. 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

Cukup jelas.  

 

Pasal 77 

Cukup jelas.  

 

Pasal 78 

Cukup jelas.  

 

Pasal 79 

Ayat (1) 

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam negeri melakukan pembinaan dan pengembangan 

Administrasi Pemerintahan di daerah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

  

Pasal 81 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “uang  paksa”  adalah  

sejumlah  uang yang dititipkan sebagai jaminan 

agar Keputusan dan/atau Tindakan dilaksanakan 

sehingga apabila Keputusan dan/atau Tindakan 

telah dilaksanakan uang paksa tersebut 

dikembalikan kepada Pejabat Pemerintahan yang 

bersangkutan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pemberhentian 

sementara” adalah pemberhentian dalam tenggang 

waktu tertentu dengan dibebaskan atau tidak 

menjalankan tugas dan wewenang jabatan 

Administrasi Pemerintahan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a             

Cukup jelas. 

Huruf b             

Cukup jelas. 

Huruf c             

Yang dimaksud dengan “media massa” adalah 

media cetak dan/atau media elektronik baik 

nasional maupun lokal.   

Huruf d             

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Cukup jelas.  

 
Pasal 83 . . . 
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Pasal 83 

Cukup jelas.  

 

Pasal 84 

Cukup jelas.  

 

Pasal 85 

Cukup jelas.  

 

Pasal 86 

Cukup jelas.  

 

Pasal 87  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf  d 

Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup 

Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang 

berwenang. 

Huruf  e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 89 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5601 

 



X} Gsl 
PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 46 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri 
dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempercepat 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna 
optimalisasi kemanfaatan anggaran belanja pemerintah, dan 
mengatur Pengadaan Barang/Jasa desa, perlu menetapkan 
Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang . . . 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG 
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 63) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan. . .
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Ketentuan angka 1, angka 18b, angka 20, angka 35, angka 
38, angka 40, angka 45, angka 46, angka 49, angka 50, 
dan angka 51 Pasal 1 diubah, di antara angka 5 dan angka 
6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan angka Sb, 
di antara angka 18b dan angka 19 disisipkan 2 (dua) 
angka yakni angka 18c dan angka 18d, di antara angka 40 
dan angka 41 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 40a, 
di antara angka 46 dan angka 47 disisipkan 2 (dua) angka 
yakni angka 46a dan angka 46b, serta ketentuan angka 54 
dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah 
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi 
Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh 
APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak 
identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima 
hasil pekerjaan. 

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut 
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara 
dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk 
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

Sa. Institusi . . .
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Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan 
APBN dan/atau APBD selain 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ 
Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan 

usaha milik daerah/badan usaha milik desa. 

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa 
sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah 
lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan 
dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat 
Daerah. 

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN 
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggung jawab 
penggunaan anggaran pada Kementerian 
Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD 
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah. 

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan 
oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan /atau 
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran 
belanja daerah. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 
(satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

11 Unit.. s
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Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang 
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut 

Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang 
ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola 
pemilihan Penyedia. 

Pejabat Pengadaan adalah pejabat 
administrasi/pejabat  fungsional/personel  yang 
bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, 
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 

Dihapus. 

Dihapus. 

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha 
yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan 
Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan 
oleh  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah 
sebagai pihak pemberi pekerjaan. 

Penyelenggara  Swakelola adalah tim yang 
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. 

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non- 
Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil 
Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut 
Personel Lainnya adalah prajurit Tentara Nasional 
Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik 
Indonesia/Aparatur Sipil Negara pada 
Kementerian/Lembaga yang dikecualikan memiliki 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan 
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. 

18c. Sertifikat . . .
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18c. Sertifikat Kompetensi adalah tanda atau bukti 
keterangan tertulis dari proses penetapan dan 
pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis 
sumber daya pengelola fungsi Pengadaan 
Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan 
objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai 
dengan standar kompetensi yang ditetapkan. 

18d. Sertifikat Kompetensi PPK adalah tanda atau bukti 

19. 

20. 

21. 

22, 

23. 

24, 

25. 

keterangan tertulis dari proses penetapan dan 
pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis 
sebagai PPK yang dilakukan secara sistematis dan 
objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai 
dengan standar kompetensi yang ditetapkan. 
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang 
selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana 
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan 
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. 
Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa 
adalah pasar elektronik yang disediakan untuk 
memenuhi kebutuhan Barang/jasa pemerintah. 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah 
layanan pengelolaan teknologi informasi untuk 
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
secara elektronik. 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan 
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, 
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. 
Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang 
selanjutnya  disebut Swakelola adalah cara 
memperoleh Barang/jasa yang dikerjakan sendiri 
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah, 
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah lain, 
organisasi  kemasyarakatan, atau kelompok 
masyarakat. 
Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk 
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan 
kesamaan  aspirasi, kehendak, kebutuhan, 
kepentingan,  kegiatan, dan tujuan untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya 
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila. 
Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat 
yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan 
dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD. 

26. Pengadaan . . . 
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Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah 
cara memperoleh Barang/jasa yang disediakan oleh 
Pelaku Usaha. 

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan 
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada 
bidang tertentu. 

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang 
menyediakan Barang/jasa berdasarkan Kontrak. 

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun 
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, 
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 
atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang. 

Produk adalah Barang yang dibuat atau jasa yang 
dihasilkan oleh Pelaku Usaha. 

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau 
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, 
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional 
yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai 
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah 
pikir. 

Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa 
yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, 
dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata 
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat 
HPS adalah perkiraan harga Barang/jasa yang 
ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan 
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak 
Pertambahan Nilai. 

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi 
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi 
keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi. 

35. Pembelian . . .
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Pembelian secara Elektronik dari Pelaku Usaha atau 
Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disebut 
E-purchasing adalah tata cara 
pembelian/memperoleh Barang/jasa melalui sistem 
katalog elektronik. 

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya. 

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Jasa Konsultansi. 

Pengadaan Barang/Jasa Internasional adalah 
Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh 
APBN/APBD termasuk yang sumber pendanaannya 
baik sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman luar 
negeri/hibah luar negeri yang terbuka bagi Pelaku 
Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing. 

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan 
untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam 
keadaan tertentu. 

Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya adalah 
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah 
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah 
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 
Konsultansi yang  bernilai paling  banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga 
secara berulang. 

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang 
ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat 
Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi 
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak 
dalam pemilihan Penyedia. 

44. Kontrak . . .
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Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara 
PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana 
Swakelola. 

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 
memenuhi  kriteria Usaha Mikro sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai 
kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 
mengenai kemudahan, pelindungan, dan 
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan 
menengah. 

Produk Dalam Negeri adalah Barang dan jasa, 
termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang 
diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang 
berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, 
menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja 
warga  negara Indonesia, dan  prosesnya 
menggunakan bahan baku atau komponen yang 
seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. 

Produk Ramah Lingkungan Hidup adalah Barang dan 
jasa termasuk teknologi yang telah menerapkan 
prinsip pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

Dihapus. 

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan 
adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank 
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan 
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang 
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, 
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan 
ekspor Indonesia. 

49. Sanksi . . .
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Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan 
kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan 
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi 
Lainnya dalam jangka waktu tertentu. 

Pengadaan  Berkelanjutan adalah  Pengadaan 
Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai 
manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan 
menciptakan good corporate governance tidak hanya 
untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ 
Institusi Lainnya/Pemerintah Desa sebagai 
penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta 
signifikan mengurangi dampak negatif terhadap 
lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus 
penggunaannya. 

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi 
Pengadaan Barang/Jasa dengan menggabungkan 
kebutuhan Barang/jasa untuk mendapatkan hasil 
yang efektif dan efisien. 

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di 
luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak 
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban 
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat 
dipenuhi. 

Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP. 

Dihapus. 

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 2 

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini 
meliputi: 

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian P 
Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi 
Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan 
anggaran belanja yang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari APBN/APBD/APB Desa: 

b. Pengadaan . . .
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Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan 
anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk 
Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh 
dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri 
dan/atau hibah dalam negeri, dan/atau 

Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan 
anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana 
dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai 
dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. 

Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 5 diubah, sehingga 
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 

a. 

b. 

meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan 
Barang/Jasa; 

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih 
transparan, terbuka, dan kompetitif; 

memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber 
Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; 

mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) 
Pengadaan Barang/Jasa; 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, 
serta transaksi elektronik; 

mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri 
dan Standar Nasional Indonesia; 

memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, dan usaha menengah; 

mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri 
kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan 
inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, 
dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 

melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. 

4. Ketentuan . . .
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4. Ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf f ayat (2) Pasal 7 
diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan 
Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: 

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa 
tanggung jawab untuk mencapai sasaran, 
kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan 
Barang/Jasa; 

b.  bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga 
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya 
harus dirahasiakan untuk mencegah 
penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung 
maupun tidak langsung yang berakibat 
persaingan usaha tidak sehat; 

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala 
keputusan yang ditetapkan sesuai dengan 
kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 

e. menghindari dan mencegah terjadinya 
pertentangan kepentingan pihak yang terkait, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, 
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat 
dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

f.  menghindari dan mencegah pemborosan dan 
kebocoran keuangan negara; 

g menghindari dan mencegah penyalahgunaan 
wewenang dan/atau kolusi; dan . 

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak 
menjanjikan untuk memberi atau menerima 
hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari 
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut 
diduga berkaitan dengan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

(2) Pertentangan . . . 
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(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam 
hal: 

a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada 
suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, 
dewan komisaris, atau personel inti pada badan 
usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang 
sama; 

b. konsultan perencana/pengawas dalam 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang direncanakannya/diawasinya, kecuali 
dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan 
terintegrasi; 

c.  konsultan manajemen konstruksi berperan 
sebagai konsultan perencana; 

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai 
PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada 
pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa di 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ 
Institusi Lainnya; 

e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik 
langsung maupun tidak langsung 
mengendalikan atau menjalankan badan usaha 
Penyedia; dan/atau 

f.  beberapa badan usaha yang mengikuti 
Tender/Seleksi yang sama yang memenuhi 
kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan 
ketentuan  peraturan perundang-undangan 
mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik 
Manfaat dari Korporasi dalam rangka 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan 
Terorisme. 

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf 
yakni huruf f2 dan ketentuan ayat (3) diubah, sehingga 
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal9...

jdih.lkpp.go.id



o 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 14 - 

Pasal 9 

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 
memiliki tugas dan kewenangan: 

a. 

b. 

L 
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melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja; 

mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam 
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, 

menetapkan perencanaan pengadaan, 

menetapkan dan mengumumkan RUP, 

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan 
Barang/Jasa; 

menetapkan Penunjukan Langsung untuk 
Tender/Seleksi ulang gagal; 

menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam; 

menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, 
metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak 
pada proses pengadaan dengan pertimbangan 
untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau 
mengatasi  stagnasi pemerintahan  guna 
kemanfaatan dan kepentingan umum; 

menetapkan PPK; 

menetapkan Pejabat Pengadaan; 

dihapus; 

menetapkan Penyelenggara Swakelola; 

menetapkan tim teknis; 

menetapkan  tim  juri/tim  ahli  untuk 
pelaksanaan melalui sayembara/kontes; 

menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; 

menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia 
untuk metode pemilihan: 

1. Tender/Penunjukan Langsung/E- 
purchasing untuk paket Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling 
sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah); atau 

2. Seleksi. . .
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2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai 
pagu anggaran paling sedikit di atas 
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar 
rupiah). 

PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan 
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan 
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a sampai dengan huruf f2 kepada KPA. 

Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 10 diubah dan 
ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga 
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Pasal 10 

KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan 
pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA. 

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), KPA berwenang menjawab sanggah banding 
peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. 

KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan 
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang terkait dengan: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja; dan/atau 

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam 
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa. 

KPA  pada Pengadaan Barang/Jasa dapat 
melaksanakan tugas PPK. 

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib 
memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan 
jasa serta PPK. 

7. Ketentuan . . .
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7. Ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 11 diubah, di antara ayat 
(1) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan 
ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), 
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: 

a. menyusun perencanaan pengadaan; 

b.  melaksanakan Konsolidasi Pengadaan 
Barang/Jasa; 

c.  menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan 
kerja; 

d.  menetapkan rancangan Kontrak; 

e.  menetapkan HPS; 

£ menetapkan besaran uang muka yang akan 
dibayarkan kepada Penyedia; 

8&  mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

h.  melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling 
sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah); 

i. menginput e-Kontrak dan mengendalikan 
Kontrak; 

s menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh 
dokumen pelaksanaan kegiatan; 

k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian 
kegiatan kepada PA/KPA; 

menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan 
kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara 
penyerahan; 

menilai kinerja Penyedia; 

menetapkan tim pendukung; 

menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan 

9
.
9
 

a
8
 

menetapkan surat penunjukan Penyedia 
Barang/jasa. 

(2) Selain . . . 
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Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan 
kewenangan dari PA/KPA, meliputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja, dan 

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan 
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang 
telah ditetapkan. 

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan 
tipologinya. 

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan 
Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja 
dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk 
melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m. 

PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan 
kompetensi PPK. 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 
menyusun rencana aksi pemenuhan PPK ber- 
Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a). 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana 
aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama- 
sama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 
negeri, dan Kepala Lembaga. 

Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 
13 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13. ..
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Pasal 13 

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e 
memiliki tugas: 

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan 
pemilihan  Penyedia  kecuali  Pengadaan 
Langsung dan E-purchasing dengan pembelian 
langsung; 

b. dihapus; dan 

menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia 
untuk metode pemilihan: 

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 
Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran 
paling  banyak  Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah); dan 

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket 
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai 
pagu anggaran paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah). 

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beranggotakan 3 (tiga) orang. 

Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas 
pemilihan  Penyedia, anggota Pokja Pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah 
sepanjang berjumlah gasal. 

Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau 
tenaga ahli. 

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga 
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

Pasal 14 

Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

(2) Pelaksanaan . . .
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(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan 
tugas Pokja Pemilihan atau PPK. 

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan PPK 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan 
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. 

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, dan di 
antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni 
ayat (la), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka 
acuan kerja Barang/jasa menggunakan: 

a. “Produk Dalam Negeri; 

b.  Produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia; 
c. Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta 

koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan 

d.  Produk Ramah Lingkungan Hidup. 

(la) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka 
acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk 
Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri 
dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar 
inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri 
yang  diterbitkan oleh kementerian  yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian. 

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka 
acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek 
terhadap: 

a. komponen Barang/jasa; 

suku cadang; 

bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau 

Barang/jasa dalam katalog elektronik. p
o
g
 

(3) Pemenuhan . . .
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(3) Pemenuhan penggunaan Produk sebagaima{la 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia. 

(4) Produk Ramah Lingkungan Hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan 
Barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan 
hidup. 

Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 
(3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan 
dengan berorientasi pada: 

a. keluaran atau hasil; 

b.  volume Barang/jasa; 

c.  ketersediaan Barang/jasa; 

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau 

e. ketersediaan anggaran belanja. 

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan 
Barang/Jasa, dilarang: 

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket 
Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di 
beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat 
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya 
dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing- 
masing; 

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan 
Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis 
pekerjaannya harus dipisahkan; 

¢. menyatukan beberapa paket Pengadaan 
Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya 
dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau 

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi 
beberapa paket dengan maksud menghindari 
Tender/Seleksi. 

(3) Dalam . . .
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Dalam melakukan pemaketan Pengadaan 
Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling 
sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran 
belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk 
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil 
produksi dalam negeri. 

Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, 
yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 20A 

Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat 
berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan 
(supplied by ownen. 

(1) 

(2) 

Pasal 20B 

Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi 
dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi: 

a. bahan baku, material, dan Barang sudah 
terstandar; 

b. bahan baku, material, dan Barang untuk 
mendukung bangunan permanen; 

c.  bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) 
paket atau beberapa paket Pekerjaan 
Konstruksi; 

d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan 
Konstruksi; dan/atau 

e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi 
yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis. 

Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: 

a. E-purchasing, dan/atau 

b. pemesanan berdasarkan Kontrak payung. 

13. Ketentuan . . .
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13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

14. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 21 

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada 
tahap perencanaan pengadaan, persiapan 
pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia 
pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. 

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan 
oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ. 

Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan 
Barang/Jasa secara  nasional dan dapat 
menyerahkan tugas dan kewenangan kepada 
menteri/kepala lembaga. 

Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 26 diubah, serta ayat 
(8) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 26 

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Nilai HPS bersifat tidak rahasia. 

Rincian HPS bersifat rahasia. 

Dihapus. 

HPS digunakan sebagai: 

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran 
dan/atau kewajaran harga satuan; 

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi 
penawaran yang sah dalam Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; 

C. penentuan besaran jaminan penawaran, 
jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah 
banding; 

d. penentuan . . .
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d. penentuan batasan persyaratan personel 
manajerial dan peralatan utama dalam 
Pekerjaan Konstruksi; dan 

e. penentuan penerbit jaminan. 

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran 
kerugian negara. 

(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 
E-purchasing  dengan  nilai  paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender 
pekerjaan terintegrasi. 

(8) Dihapus. 

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8), ayat 
(9), dan ayat (11) Pasal 27 diubah, di antara ayat (9) dan 
ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a), dan di 
antara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni 
ayat (10a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27 

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 
terdiri atas: 

a. lumsum; 

b. harga satuan; 

c. gabungan lumsum dan harga satuan; 

d. Kontrak payung; 

e. biaya plus imbalan; dan 

f.  Kontrak berbasis kinerja. 

(22 Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 
terdiri atas: 

a. lumsum; 

b. harga satuan; 

c. gabungan . . . 
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gabungan lumsum dan harga satuan; c 

d. putar kunci; 

(34 biaya plus imbalan; 

m
 modifikasi putar kunci; 

g Kontrak payung; dan 

h. Kontrak berbasis kinerja. 

Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri 
atas: 

a. lumsum; 

b. waktu penugasan; 

c.  Kontrak payung; dan 

d.  Kontrak berbasis kinerja. 

Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi 
terdiri atas: 

a. lumsum; 

b. putar kunci; 

c.  modifikasi putar kunci; dan 

d. Kontrak berbasis kinerja. 

Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat 
(4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup 
pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap 
dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

risiko ditanggung oleh Penyedia; 

berorientasi kepada keluaran; dan 

c. pembayaran didasarkan pada tahapan 
Produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan 
Kontrak. 

(6) Kontrak . . . 
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Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan 
Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang 
tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan 
dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah 
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih 
bersifat perkiraan pada saat Kontrak 
ditandatangani; 

b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran 
bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan 

c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh 
pekerjaan diselesaikan. 

Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat 
(2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) 
pekerjaan yang diperjanjikan. 

Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat 
berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu 
tertentu untuk: 

a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa 
PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah/Institusi Lainnya; 

b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; 
dan/atau 

c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan 
volume dan/atau waktu pengiriman/waktu 
pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani. 

Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf b merupakan suatu 
perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek 
dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek 
tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk 
pemasangan semua perlengkapannya sehingga 
proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. 

(9a) Kontrak . . .

jdih.lkpp.go.id



SK No 254826 A 

(9a) 

X 
PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 
-26- 

Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c 
dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 
memuat: 

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh 
pekerjaan selesai dilaksanakan; dan 

b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap 
setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk 
pemasangan semua perlengkapan sehingga siap 
dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai 
kesepakatan dalam Kontrak. 

(10) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan 
jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam 
rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai 
Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual 
ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya 
aktual atau imbalan dengan jumlah tetap. 

(10a)Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud 

(11) 

(12) 

pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf 
d, dan ayat (4) huruf d merupakan Kontrak atas 
dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu. 

Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak 
Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang 
lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci 
dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. 

Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) 
tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan 
persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat 
berupa: 

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 
(dua belas) bulan; 

b. pekerjaan . . .
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b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 
(satu) tahun anggaran; atau 

c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih 
apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih 
dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 
(tiga) tahun anggaran. 

16. Ketentuan huruf e ayat (1) diubah, ayat (4), ayat (5), dan 
ayat (6) Pasal 28 diubah, serta di antara ayat (6) dan ayat 
(7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 
28 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 28 

Bentuk Kontrak terdiri atas: 

bukti pembelian/pembayaran; 

kuitansi; 

surat perintah kerja; 

po
 
o
 

surat perjanjian; dan 

e. surat/bukti pesanan. 

Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk 
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling 
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 
dengan nilai paling banyak RpS50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa 
Konsultansi dengan nilai paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan 
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di 
atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan 
Konstruksi dengan nilai paling banyak 
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

(S) Surat . . .
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Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa 
Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling 
sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi 
dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 

Surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa melalui E-purchasing. 

Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, 
bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak memerlukan rincian dokumen pendukung 
kontrak. 

Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing- 
masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan negara atau sesuai peraturan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 
negeri. 

Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 
berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

() 

Pasal 29 

Uang muka dapat diberikan untuk persiapan 
pelaksanaan pekerjaan. 

Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai 
Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
koperasi untuk nilai Kontrak antara 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah); 

b. paling . . .
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paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai 
Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar 
lima ratus juta rupiah); 

paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai 
Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 
koperasi dengan nilai kontrak lebih dari 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah); 

paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai 
Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau 

paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai 
Kontrak untuk Kontrak tahun jamak. 

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan 
Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. 

18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (2a) Pasal 30 diubah, sehingga 
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

() 

Pasal 30 

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a. 

o 
o 

o 
o 

jaminan penawaran; 

jaminan sanggah banding; 

jaminan pelaksanaan; 

jaminan uang muka; dan 

jaminan pemeliharaan. 

Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan 
Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi. 

(2a) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan 
Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi. 

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa bank garansi atau surety bond. 

(4) Bentuk . . .
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Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
bersifat: 

a. tidak bersyarat; 

b. mudah dicairkan; dan 

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling 
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat 

perintah pencairan dari Pokja 
Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh 
Pokja Pemilihan/PPK diterima. 

Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan 
jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, 
jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan. 

Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, 
perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus 
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, 
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan 
ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis 
Jaminan. 

Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan 
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha 
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi 
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) merupakan perusahaan 
penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan 
pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa 
Keuangan. 

19. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 33 dihapus, sehingga 
Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

SK No 254822 A 

Pasal 33 

Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak 
Pengadaan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa 
Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2) Jaminan . . .
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(2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal: 

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia 
dikuasai oleh pengguna, atau 

b. dihapus. 

(3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebagai berikut: 

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan 
puluh persen) sampai dengan 100% (seratus 
persen) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan 
sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau 

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan 
puluh persen) dari nilai HPS, jaminan 
pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai 
HPS. 

(4) Besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan 
terintegrasi sebagai berikut: 

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan 
puluh persen) sampai dengan 100% (seratus 
persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan 
pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai 
Kontrak; atau 

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan 
puluh persen) dari nilai pagu anggaran, jaminan 
pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai 
pagu anggaran. 

(5) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah 
terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 
atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. 

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, 
serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga 
Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 38 

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a. E-purchasing, 

b. Pengadaan Langsung; 

c.  Penunjukan Langsung; 

d. Tender. .. 
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d. Tender cepat; dan 

e. Tender. 

E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum 
dalam katalog elektronik. 

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk: 

a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling 
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah); dan 

b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling 
banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah). 

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam 
keadaan tertentu. 

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) meliputi: 

a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, 
bantuan pemerintah, dan/atau bantuan 
Presiden berdasarkan arahan Presiden; 

b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang 
mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil 
Presiden; 

c. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk 
kepentingan negara meliputi intelijen, 
perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan 
Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan 
Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu 
negara  setingkat kepala  negara/kepala 
pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat 
rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

d. Pekerjaan . . .
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Pekerjaan Konstruksi bangunan yang 

merupakan satu kesatuan sistem konstruksi 
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko 
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan 
tidak dapat direncanakan/diperhitungkan 
sebelumnya; 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) 
Pelaku Usaha yang mampu; 

pengadaan dan penyaluran benih unggul yang 

meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta 
pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada 
petani dalam rangka menjamin Kketersediaan 
benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk 
pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; 

pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
di lingkungan perumahan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh 
pengembang yang bersangkutan; 

Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 
pemegang hak paten, atau pihak yang telah 
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau 
pihak yang menjadi pemenang Tender untuk 
mendapatkan izin dari Pemerintah; 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami 
kegagalan; 

pemilihan  Penyedia untuk  melanjutkan 
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; 
atau 

permintaan berulang (repeat order) untuk 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang sama. 

Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah 
terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja 
Penyedia untuk pengadaan yang: 

a. spesifikasi . . .
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a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah 
dapat ditentukan secara rinci; atau 

b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek 
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) 
huruf b dan huruf c. 

Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan 
metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan 
Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai 
paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, 
dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem 
pengadaan secara elektronik dengan fitur 
transaksional. 

Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 
berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 39 

Metode evaluasi penawaran Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
dilakukan dengan: 

a. sistemnilai, 

b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau 

c.  harga terendah. 

Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk 
Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan 
terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis 
dan harga. 

Metode evaluasi penilaian biaya selama umur 
ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang 
memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, 
biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa 
dalam jangka waktu operasi tertentu. 

Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk 
Pengadaan  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan 
pemenang di antara penawaran yang memenuhi 
persyaratan teknis. 

22. Ketentuan . . .
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22. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 41 
diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), 
sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

S 

Pasal 41 

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri 
atas: 

a. E-purchasing; 

b. Pengadaan Langsung; 

c.  Penunjukan Langsung; dan 

d. Seleksi. 

E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa 
Konsultansi perorangan atau badan usaha yang 
sudah tercantum dalam katalog elektronik. 

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi 
yang bernilai sampai dengan paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi 
dalam keadaan tertentu. 

Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 

a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan 
program  prioritas  pemerintah, bantuan 
pemerintah, dan/atau bantuan Presiden 
berdasarkan arahan Presiden; 

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan 
oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; 

c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan 
oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah 
terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin 
pemegang hak cipta; 

d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi 
konsultan hukum/advokasi atau pengadaan 
arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, 
untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan 
hukum dari pihak tertentu, yang sifat 
pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya 
harus segera dan tidak dapat ditunda; 

e Jasa...
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e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang 
merupakan satu kesatuan sistem konstruksi 
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko 
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan 
tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang 
sudah dilaksanakan sebelumnya; 

f.  permintaan berulang (repeat order) untuk 
Penyedia Jasa Konsultansi yang sama; 

g- Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi 
ulang mengalami kegagalan; 

h. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa 
Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan 
Kontrak; 

i. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan; atau 

j-  jasa ahli dewan sengketa konstruksi. 

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling 
sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 

(7) Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 
metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan 
Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib 
menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara 
elektronik dengan fitur transaksional. 

23. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 41A 

(1) Arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a 
dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau 
dokumen lainnya. 

(2) Menteri atau kepala lembaga selaku PA: 

a. membuat dokumen tertulis yang menyatakan 
bahwa program prioritas pemerintah, bantuan 
pemerintah, dan/atau  bantuan Presiden 

merupakan arahan Presiden sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); dan 

b. menetapkan . . . 
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b. menetapkan penggunaan metode Penunjukan 
Langsung berdasarkan analisis PA. 

(3) Menteri atau kepala lembaga menyampaikan 
dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a kepada menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesekretariatan  negara untuk  mendapatkan 
konfirmasi. 

(4) Dalam hal arahan Presiden dalam risalah rapat, 
memorandum, atau dokumen lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan 
penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan 
Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga 
selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat 
langsung menggunakan metode Penunjukan 

Langsung. 

Ketentuan ayat (3) Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) huruf 
yakni huruf ¢, ketentuan huruf c ayat (S) dihapus, serta di 
antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni 

ayat (8a), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 44 

(1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, 
kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan 
sebagai Penyedia. 

(2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau 

prakualifikasi. 

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan 
pemilihan sebagai berikut: 

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak 
kompleks; 

. Seleksi Jasa Konsultansi perorangan; atau 

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ 
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan 
usaha/Jasa  Konsultansi  perorangan/Jasa 
Lainnya. 

(4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan 
pelaksanaan evaluasi penawaran dengan 
menggunakan metode sistem gugur. 

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan 
pemilihan sebagai berikut: 

a. Tender . . . 
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a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 
Lainnya untuk pengadaan yang bersifat 

kompleks; atau 

b. Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha. 

c. Dihapus. 

(6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum 
pemasukan penawaran dengan menggunakan 
metode: 

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk 
Penyedia Jasa Konsultansi. 

(7) Hasil prakualifikasi menghasilkan: 

a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 

b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi. 

(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam 
sistem informasi kinerja Penyedia, tidak diperlukan 
pembuktian kualifikasi. 

(8a) Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja 
Penyedia. 

(9) Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan 
kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif. 

(10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah 
Pengadaan  Barang/Pekerjaan  Konstruksi/Jasa 
Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan 
teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang 
didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan 
secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan 

dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa. 

Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah serta ditambahkan 5 
(lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan 
ayat (10), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 47 

(1) Pelaksanaan Swakelola tipe 1 dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. PA/KPA . .. 
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a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain 
dan/atau tenaga ahli; 

b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 
50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim 
Pelaksana; dan 

c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa 
melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai 
ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. 

Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja 
sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat 
Daerah lain pelaksana Swakelola; dan 

b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim 
pelaksana Swakelola. 

Pelaksanaan  Swakelola tipe III  dilakukan 
berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas. 

Pelaksanaan  Swakelola tipe IV  dilakukan 
berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan 
Kelompok Masyarakat. 

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), tipe III sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang 

tercantum dalam Kontrak sudah termasuk 
kebutuhan Barang/jasa yang diperoleh melalui 
Penyedia. 

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe 
III dapat dilakukan melalui E-purchasing. 

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan 
material/bahan/alat, maka wajib menggunakan 
material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam 
Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. 

Pembelian material/bahan/alat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode 
E-purchasing. 

(9) Pembelian . . . 

jdih.lkpp.go.id



SK No 254812A 

26. 

(9) 

(10) 

sP 

X 
PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 
-40 - 

Pembelian material/bahan/alat dengan metode 
E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 
untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan 
Swakelola. 

Pembelian material/bahan/alat dengan metode 
E-purchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan 
paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan 
Presiden ini mulai berlaku. 

Ketentuan ayat (5) Pasal 50 diubah, dan di antara ayat (5) 
dan ayat (6) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5a), ayat 

(Sb), dan ayat (Sc) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 50 

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi 
meliputi: 
a. pelaksanaan kualifikasi; 
b. pengumuman dan/atau undangan; 
c. pendaftaran dan pengambilan Dokumen 

Pemilihan; 

pemberian penjelasan; 
penyampaian dokumen penawaran; 
evaluasi dokumen penawaran; 
penetapan dan pengumuman pemenang; dan 

sanggah. 

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan 
Konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding. 

F
m
 

o 
a 

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan 
Kklarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis 
dan biaya setelah masa sanggah selesai. 

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender cepat dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. peserta telah terkualifikasi dalam sistem 
informasi kinerja Penyedia; 

peserta menyampaikan penawaran harga; 

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui 
aplikasi; dan 

d. penetapan pemenang berdasarkan harga 
penawaran terendah. 

(5) Pelaksanaan . . . 
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Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia 
dalam katalog elektronik. 

Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal: 

a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek 
volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, 
dan/atau layanan; atau 

b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien 
dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan 
metode selain E-purchasing. 

Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilakukan 
berdasarkan penilaian PPK. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian 
kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (Sa) dan ayat (Sb) diatur dalam 
Peraturan Kepala Lembaga. 

Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan 
dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang 
dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun 
harga. 

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai 
berikut: 

a. pembelian/pembayaran langsung kepada 
Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa 
Lainnya yang menggunakan bukti pembelian 
atau kuitansi; atau 

b. permintaan penawaran yang disertai dengan 
klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga 
kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan 
Langsung yang menggunakan surat perintah 
kerja. 

Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP 
diumumkan. 

Untuk Barang/jasa yang Kontrak-nya harus 
ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat 
dilaksanakan setelah: 

a. penetapan pagu . anggaran 
Kementerian/Lembaga; atau 

b. persetujuan . . .
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b. persetujuan rencana kerja dan anggaran 
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih 
dahulu melalui aplikasi sistem informasi RUP. 

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode 
E-reverse Auction. 

Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 51 

diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (7) disisipkan 
1 (satu) huruf yakni huruf al, serta di antara ayat (8) dan 
ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga 
Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 51 

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal: 

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak 
ada peserta yang menyampaikan dokumen 
kualifikasi; atau 

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang 
dari 3 (tiga) peserta. 

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal: 

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen 
penawaran setelah ada pemberian waktu 
perpanjangan; 

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi 
peénawaran; 

d. ditemukan kesalahan dalam  Dokumen 
Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Presiden ini; 

e. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, 
dan/atau nepotisme; 

f. seluruh  peserta terindikasi  melakukan 
persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat; 

g. seluruh. .. 
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seluruh penawaran harga Tender 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di 
atas HPS; 

negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; 

Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, 
dan/atau nepotisme; dan/atau 

alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang 
telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian 
pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan 
anggaran tahun anggaran untuk pengadaan 
yang mendahului persetujuan rencana kerja dan 
anggaran Kementerian/Lembaga oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat atau rencana kerja dan 
anggaran Perangkat Daerah oleh dewan 
perwakilan rakyat daerah. 

Tender cepat gagal dalam hal: 

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta 
yang menyampaikan dokumen penawaran 
setelah ada pemberian waktu perpanjangan; 

pemenang atau pemenang cadangan tidak ada 
yang menghadiri verifikasi data kualifikasi; 

ditemukan  kesalahan dalam  Dokumen 
Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan 
dalam Peraturan Presiden ini; 

seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, 
dan/atau nepotisme; 

seluruh  peserta  terindikasi  melakukan 
persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat; 
dan/atau 

Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, 
dan/atau nepotisme. 

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf 
h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan. 

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf i dan huruf j dinyatakan oleh PA/KPA. 

(6) Tindak. . .

jdih.lkpp.go.id



SK No 254808 A 

6) 

@ 

(8) 

(8a) 

(9) 

(10) 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

-44- 

Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera 
melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: 

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang 
lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi 
dilanjutkan, atau 

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang 
lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan seperti proses 
Penunjukan Langsung. 

Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera 
melakukan: 

a. evaluasi ulang; 

al. penyampaian penawaran ulang; atau 

b. Tender/Seleksi ulang. 

Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan 
evaluasi penawaran. 

Penyampaian penawaran ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) huruf al, dilakukan dalam 

hal Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d pada Tender dengan 
Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan 
usaha. 

Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) huruf b, dilakukan untuk Tender/Seleksi 
gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
sampai dengan huruf i. 

Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan 
dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan 
Langsung dengan kriteria: 

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan 
Tender/Seleksi. 

(11) Tindak . . . 
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(11) Tindak lanjut dari Tender cepat gagal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan 
reviu penyebab kegagalan Tender cepat dan 
melakukan Tender cepat kembali atau mengganti 
metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam 
Pasal 38 ayat (1). 

28. Ketentuan Pasal 52 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 
(3), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 52 

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: 

a. penetapan surat penunjukan Penyedia 
Barang/jasa; 

penandatanganan Kontrak; 

pemberian uang muka; 

pembayaran prestasi pekerjaan; 

perubahan Kontrak; 

penyesuaian harga; 

penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak; 

pemutusan Kontrak; E 
™m
0 

a
o
0
g
 

i.  serah terima hasil pekerjaan; dan/atau 

j-  penanganan Keadaan Kahar. 

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau 
menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam 
hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup 
tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan 
dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia 
untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. 

(3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan 
material/bahan/alat, maka wajib menggunakan 
material/ bahan/alat yang merupakan Produk Dalam 
Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri 
sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran. 

29. Ketentuan . . . 
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29. Ketentuan Pasal 54 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 
(3), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: 

30. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 54 

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi 
lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar 
dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja 
yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK 
bersama Penyedia dapat melakukan perubahan 
Kontrak, yang meliputi: 

a. menambah atau mengurangi volume yang 
tercantum dalam Kontrak; 

menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan 
kondisi lapangan; dan/atau 

d. mengubah jadwal pelaksanaan. 

Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan 
nilai Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan 
dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir 
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang 
tercantum dalam Kontrak awal. 

Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya 
keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai 
Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) 
berdasarkan persetujuan dari PA. 

Ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 
59 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

Pasal 59 

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk 
keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga 
negara Indonesia yang berada di dalam negeri 
dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak 
dapat ditunda dan harus dilakukan segera. 

(2) Keadaan . . . 
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Keadaan darurat meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau 
bencana sosial; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat 
mengganggu kegiatan pelayanan publik; 

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana 
sosial, perkembangan situasi politik dan 
keamanan di luar negeri, dan/atau 
pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang 
memiliki dampak langsung terhadap 
keselamatan dan ketertiban warga negara 
Indonesia di luar negeri; dan/atau 

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada 
daerah di Indonesia atau negara lain yang 
terkena bencana. 

Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, 
dan transisi darurat ke pemulihan. 

Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia 
terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang 
dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 

Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan 
dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal 
penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun 
waktu keadaan darurat. 

Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi 
dengan  konstruksi  permanen, penyelesaian 
pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. 

31. Diantara. ..
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Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat 
yakni ayat (1a) serta ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 
61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(1a) 

(2) 

(2a) 

(3) 

Pasal 61 

Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan 
Presiden ini: 

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan 
umum/badan layanan umum daerah, 

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan 
berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara 
luas kepada masyarakat, 

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan 
sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; 
dan/atau 

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk 
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil serta koperasi. 

Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan 

umum/badan layanan umum daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Dalam hal badan layanan umum/badan layanan 
umum daerah belum memiliki peraturan Pengadaan 
Barang/Jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan 
layanan umum daerah berpedoman pada Peraturan 
Presiden ini. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam 
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d diatur 
dalam Peraturan Kepala Lembaga. 

32.Judul. .. 
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32. Judul Bagian Kelima pada BAB VIII PENGADAAN KHUSUS 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kelima 
Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri 

atau Hibah Luar Negeri 

33. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat 
(6), dan ayat (8) Pasal 63 diubah, dan di antara ayat (2) dan 
ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga 
Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(2a) 

SK No 254803 A 

Pasal 63 

Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat 
dilaksanakan untuk: 

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai 
paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 
(satu triliun rupiah); 

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai 
paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah); 

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling 
sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh 
lima miliar rupiah); atau 

Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh 
lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor 
swasta asing. 

Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang 
mampu dan memenuhi persyaratan, Pengadaan 
Barang/Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai 
kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. 

Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ketentuan 
mengenai: 

a. alih teknologi/pengetahuan; 

b. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; 
dan/atau 

penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri. 

(3) Badan. . . 
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Badan usaha asing yang mengikuti Pengadaan 
Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha 
dengan badan usaha nasional dalam bentuk 
konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama 
lainnya. 

Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, harus 
bekerja sama dengan industri dalam negeri meliputi 
namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang 
dan/atau pelaksanaan pelayanan purnajual. 
Pengadaan Barang/Jasa Internasional diumumkan 
dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah dan situs web komunitas internasional. 
Dokumen Pemilihan melalui Pengadaan Barang/Jasa 
Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) 
bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 
Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda 
terhadap Dokumen Pemilihan — sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), dokumen yang ber-Bahasa 
Indonesia dijadikan acuan. 
Pembayaran Kontrak melalui Pengadaan 
Barang/Jasa Internasional dapat menggunakan mata 
uang Rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 64 

Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang 
pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri 
atau hibah luar negeri berlaku ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, 
kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar 
negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan 
perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan 
perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman 
luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan 
asal (country of origin) Barang dan jasa. 

Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang 
pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri 
dapat  dilaksanakan sebelum  disepakatinya 
perjanjian  pinjaman luar negeri (advance 
procurement). 

Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada LKPP. 

35. Setelah . . . 
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35. Setelah Bagian Kelima pada BAB VIII PENGADAAN 
KHUSUS ditambahkan 1 (satu) judul bagian, yakni Bagian 
Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Keenam 

Pengadaan Barang/Jasa Desa 

36. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal 
yakni Pasal 64A, Pasal 64B, dan Pasal 64C sehingga 
berbunyi sebagai berikut: . 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

SK No 254801 A 

Pasal 64A 

Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai 
dengan kewenangan desa. 

Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengutamakan Penyedia di desa setempat dan 
penggunaan material yang ada di desa. 

Pasal 64B 

Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui 
Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa. 

Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa desa tidak dapat 
dilaksanakan secara Swakelola sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa 
desa dilakukan melalui Penyedia dengan ketentuan: 

a. Penyedia merupakan Penyedia Barang/jasa di 
desa setempat; 

b. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa 
setempat tidak tersedia, maka dapat dilakukan 
melalui Penyedia Barang/jasa di desa sekitar 
dalam kabupaten/kota yang sama; atau 

c. dalam hal Penyedia Barang/jasa di desa sekitar 
tidak tersedia maka dapat dilakukan melalui 
Penyedia lainnya. 

Pengadaan Barang/Jasa desa melalui Penyedia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan 
Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi 
dari hasil produksi dalam negeri. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui metode E-purchasing. 

Dalam hal metode E-purchasing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan, 
Pengadaan Barang/Jasa desa dapat dilakukan 
dengan metode pemilihan lainnya untuk jangka 
waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan 
Presiden ini mulai berlaku. 

Pasal 64C . .. 
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Pasal 64C 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan 
Barang/Jasa desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64A dan Pasal 64B diatur dengan peraturan 
bupati/wali kota dengan mengacu pada pedoman 
yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga. 

Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, 
prinsip, etika, pelaku, perencanaan, persiapan dan 
pelaksanaan pengadaan, sumber daya manusia dan 
kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan. 

37. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5 

Pasal 65 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi 
Lainnya wajib menggunakan Produk Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi 
dalam negeri. 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi 
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh 
persen) dari nilai anggaran belanja Barang/jasa 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi 
Lainnya. 

Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 
Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai 
dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil serta koperasi. 

Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk paket 
pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang 
tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil serta koperasi. 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan 
Pemerintah Daerah memperluas peran serta Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dengan 
mencantumkan Barang/jasa produksi Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil serta koperasi dalam Kkatalog 
elektronik. 

(6) Penyedia . . . 
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Penyedia usaha non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
serta koperasi yang melaksanakan pekerjaan 
melakukan kerja sama usaha dengan Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil serta koperasi dalam bentuk 
kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama 
lainnya, jika ada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta 
koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang 
bersangkutan. 

Kerja sama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
serta koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan. 

Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) 

(2) 

Pasal 66 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi 
Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri, 
termasuk rancang bangun dan perekayasaan 
nasional. 

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk 
industri dilakukan dengan ketentuan: 

a. menggunakan Produk Dalam Negeri yang 
memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri 
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) 
apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang 
memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen 
dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat 
perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh 

persen); 

b. dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki 
penjumlahan nilai tingkat komponen dalam 
negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan 
paling sedikit 40% (empat puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak 
tersedia atau volume tidak mencukupi 

kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam 
Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen 
dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima 
persen); 

c.dalam . .. 
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c. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak 
tersedia atau volume tidak mencukupi 
kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam 
Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen 
dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima 
persen); atau 

d. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c 
tidak tersedia atau volume tidak mencukupi 
kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam 
Negeri yang telah tercantum dalam sistem 
informasi industri nasional. 

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk 
non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri 
yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (self declare). 

Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia 
atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat 
menggunakan Produk impor. 

Ketentuan  mengenai  pemenuhan  kewajiban 
penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 
memperhatikan kemampuan industri dalam negeri. 

Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian menyediakan 
informasi terkait kemampuan industri dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) belum tersedia, maka penggunaan Produk 
impor dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan 
dari menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau 
pejabat yang ditunjuk oleh menteri/kepala 
lembaga/kepala daerah. 

(8) Menteri . . . 
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Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian dapat 
menetapkan batas minimum nilai tingkat komponen 

dalam negeri pada industri tertentu di luar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di  bidang jasa  konstruksi 
berkoordinasi dengan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian untuk menetapkan batas minimum 
nilai tingkat komponen dalam negeri pada jasa 
konstruksi. 

Nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot 
manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi 
Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan 
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada 
tahap perencanaan pengadaan, persiapan 
pengadaan, dan pemilihan Penyedia. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 
dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/ 

kerangka acuan kerja, dan/atau Dokumen 
Pemilihan. 

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) 

(2) 

Pasal 67 

Preferensi harga merupakan nilai penyesuaian harga 
terhadap harga penawaran dalam proses harga 
evaluasi akhir dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan 
Barang/Jasa yang menggunakan metode Tender atau 
E-purchasing dengan metode mini kompetisi: 

a. dengan nili HPS paling sedikit di atas 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 

b. dengan . .. 
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dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk 
pekerjaan terintegrasi, atau 

dengan nilai pagu paket pengadaan paling 
sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) untuk E-purchasing dengan metode mini 
kompetisi. 

Preferensi harga diberikan pada Pengadaan 
Barang/Jasa Lainnya melalui metode Tender atau 
E-purchasing dengan metode mini kompetisi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. 

b. 

preferensi harga Barang/Jasa Lainnya diberikan 
paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); 

preferensi  diberikan terhadap Barang/Jasa 
Lainnya yang memiliki tingkat komponen dalam 
negeri paling rendah 25% (dua puluh lima 
persen); 

penetapan pemenang berdasarkan urutan harga 
terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi 
nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir; 
dan 

dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran 
dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang 
sama, penawaran dengan nilai tingkat 
komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan 
sebagai pemenang. 

Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi 
melalui metode Tender dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. diberikan pada penawaran dari peserta 
pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi 
ketentuan batasan minimum nilai tingkat 
komponen dalam negeri sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan 
minimum nilai tingkat komponen dalam negeri 
hanya pada komponen Barang; 

c. preferensi . . .
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c. preferensi harga diberikan paling tinggi 2596 (dua 
puluh lima persen) terhadap komitmen tingkat 
komponen dalam negeri yang lebih besar atau 
sama dengan batasan minimum nilai tingkat 
komponen dalam negeri; 

d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga 
terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi 
nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir 
untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; dan 

e. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran 
dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang 
sama, penawaran dengan nilai tingkat 
komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan 
sebagai pemenang. 

(5) Hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf d dihitung dengan 
rumus sebagai berikut: 

HEA = (1 - KP) x HP 

dengan: 

- HEA merupakan hasil evaluasi akhir 
- KP merupakan koefisien preferensi 

KP = tingkat komponen dalam negeri x preferensi 
tertinggi 

- HP merupakan harga penawaran setelah koreksi 
aritmatik. 

(6) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan 
Barang/Jasa Internasional, preferensi harga 
diberikan: 

a. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada 
badan usaha nasional di atas harga penawaran 
terendah dari badan usaha asing; dan 

b. tambahan 5% (lima persen) kepada badan usaha 
nasional yang melakukan konsorsium dengan 
badan usaha asing dengan persyaratan leadfirm 
merupakan badan usaha nasional. 

40. Ketentuan ayat (2) Pasal 68 diubah dan di antara ayat (2) 
dan ayat (3) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (2a), ayat 
(2b), ayat (2c), ayat (2d), dan ayat (2e), sehingga Pasal 68 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 68 . . . 
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Pasal 68 

(1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan 
memperhatikan aspek berkelanjutan. 

(2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas aspek lingkungan, aspek sosial, 
aspek ekonomi, dan/atau aspek institusional. 

(2a) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2): 

a. meliputi pengurangan dampak negatif terhadap 
kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, 
kualitas air, dan menggunakan sumber daya 
alam sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

b. dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan 
menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup 
atau kriteria teknis yang mempertimbangkan 
aspek lingkungan. 

(2b) Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi kepastian kondisi kerja yang adil, tidak 
mempekerjakan anak, pemberdayaan 
komunitas/usaha lokal, kesetaraan dan 
keberagaman, remunerasi/upah, serta jaminan 
kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2c) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi penerapan/pencapaian value for money, 
pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta 
koperasi, dan pemberdayaan Produk Dalam Negeri. 

(2d) Aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi tata kelola perusahaan yang baik (good 
corporate governance), etika bisnis, dan persaingan 
usaha yang sehat. 

(2e) Pemenuhan aspek lingkungan, aspek sosial, aspek 
ekonomi, dan/atau aspek institusional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan ayat 

(2d) dituangkan dalam dokumen pengadaan. 

(3) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh: 

a. PA/KPA dalam merencanakan dan 
menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. PPK. .. 
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b. PPK dalam menyusun spesifikasi 
teknis/kerangka acuan kerja dan rancangan 
Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan 

c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen 

Pengadaan dalam menyusun Dokumen 
Pemilihan. 

41. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

SK No 254793 A 

Pasal 70 

Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik 
terdiri atas: 

a. perencanaan pengadaan; 

b. persiapan pengadaan; 

pemilihan Penyedia; 

pelaksanaan Kontrak; 

serah terima pekerjaan; 

™
o
 

a
0
 

pengelolaan Penyedia; dan 

g. katalog elektronik. 

Sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki 
interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, 
penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan 
sistem informasi lain yang terkait dengan sistem 
pengadaan secara elektronik. 

Sistem pendukung sistem pengadaan secara 
elektronik meliputi: 

a. portal pengadaan nasional; 

b. pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan 
Barang/Jasa; 

c. pengelolaan advokasi dan penyelesaian 
permasalahan hukum; 

d. pengelolaan peran serta masyarakat; 

e. pengelolaan . . . 
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e. pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan 

f.  monitoring dan evaluasi. 

42. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

43. 

(1) 

(2 

(3) 

(4) 

Pasal 71 

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik 
dilaksanakan dengan memanfaatkan Lokapasar 
(E-marketplace). 

Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa 
menyediakan infrastruktur teknis dan layanan 
dukungan transaksi bagi Kementerian/ 
Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa 
katalog elektronik. 

LKPP mengembangkan, membina, mengelola, dan 
mengawasi penyelenggaraan Lokapasar 
(E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa. 

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan 
Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa, 
LKPP dapat bekerja sama dengan Kementerian/ 
Lembaga/Pemerintah  Daerah/Institusi Lainnya, 
asosiasi/perkumpulan, dan/atau Pelaku Usaha. 

Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) 

(2) 

Pasal 72 

Katalog elektronik merupakan platform elektronik 
yang memuat informasi Barang/jasa, harga, Penyedia 
atau pelaksana Swakelola, dan/atau informasi 
lainnya. 

Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh 
LKPP  atau  Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah/Institusi Lainnya. 

(3) Dalam . . .
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Dalam pengelolaan katalog elektronik, 
Kementerian/Lembaga teknis dapat menilai dan 
memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem 
transaksi E-purchasing terhadap Produk impor yang 
memiliki substitusi Produk Dalam Negeri. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog 
elektronik diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga. 

Pasal 72A dihapus. 

Di antara Pasal 72A dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 72B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

Pasal 72B 

Katalog elektronik dapat digunakan oleh instansi/ 
institusi/Pelaku  Usaha/Kelompok Masyarakat/ 
orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/ 
Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan katalog 
elektronik oleh instansi/institusi/Pelaku Usaha/ 
Kelompok Masyarakat di luar Kementerian/ 
Lembaga/Pemerintah  Daerah/Pemerintah  Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Kepala Lembaga. 

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 73 diubah, sehingga 
Pasal 73 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

Pasal 73 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 
menyelenggarakan fungsi Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik. 

Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a.  pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan 
Barang/Jasa dan infrastrukturnya; 

b. pelaksanaan . . .
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b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna 
seluruh sistem informasi Pengadaan 
Barang/Jasa, dan 

c. pengembangan sistem informasi yang 
dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. 

LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan 
keamanan informasi sistem pengadaan secara 
elektronik dan sistem pendukung. 

LKPP melakukan pembinaan Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala 
Lembaga. 

Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 74 disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 74 

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 
terdiri atas: 

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan 
Barang/Jasa; 

b. sumber daya perancang kebijakan dan sistem 
Pengadaan Barang/Jasa; dan 

c. sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan 
Barang/Jasa. 

Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan sumber daya manusia yang 
melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di 
lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah. 

Sumber daya perancang kebijakan dan sistem 
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya 
manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan 
dan sistem Pengadaan Barang/Jasa. 

(4) Sumber . . .
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Sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c merupakan sumber daya manusia yang 
terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam 
mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan sumber daya perancang kebijakan dan 
sistem  Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki 
kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia 
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) 
Pasal 74A diubah, ketentuan ayat (9) dihapus, di antara 
ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), 
serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (10) dan ayat 
(11), sehingga Pasal 74A berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

Pasal 74A 

Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 
ayat (1) huruf a, terdiri atas: 

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 

b.  Personel Lainnya; dan 

c. Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan 
huruf b. 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib 
memiliki  Pengelola  Pengadaan  Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai 
Pokja Pemilihan. 

(3) Pengelola . . .
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Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan 
sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu 
tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan 
Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan 
pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, 
dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung 
ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. 
Persyaratan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 
memiliki kompetensi PPK diatur dalam Peraturan 
Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara dan 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri. 

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam 
hal: 

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan 
Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit Tentara 
Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; atau 

b. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan 
Barang/Jasa dilakukan oleh pegawai Lembaga 
lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP. 

Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 
dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b. 
Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan 
dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam 
perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, 
melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa 
dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai 
sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan 
Barang/Jasa. 
Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang 
Pengadaan Barang/Jasa. 
Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki Sertifikat 
Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki 
sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat 
dasar/level-1. 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di 
UKPBJ. 

(9) Dihapus.. . .
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Dihapus. 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 
memprioritaskan dan mengoptimalkan penugasan 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja 
Pemilihan/Pejabat Pengadaan. 

Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan 
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan penghargaan dan pengakuan sebagai 
sumber daya pengelola fungsi Pengadaan 
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 74B diubah 
serta di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat 
yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 74B berbunyi 
sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

Pasal 74B 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang 
wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 
menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa. 

Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 
di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi 
pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: 

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan 
dengan ketentuan: 

1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket 
pengadaan, wajib beranggotakan sekurang- 
kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa, dan 

2. anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh 
Aparatur Sipil Negara yang memiliki 
Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat 
keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang 
Pengadaan Barang/Jasa. 

b. pelaksanaan ...
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b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang 
tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa, dilakukan oleh Aparatur Sipil 
Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi 

dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/ 
level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

(3) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah belum memiliki Pengelola Pengadaan 
Barang/Jasa, sampai tersedianya  Pengelola 
Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan rencana aksi 

pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan 
tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan 
dilaksanakan oleh: 

a. Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat 
Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat 
dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa; 
dan/atau 

b. Agen Pengadaan. 

(3a) Kementerian/Lembaga yang pengelolaan Pengadaan 
Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (5) 
menyusun rencana aksi pemenuhan Personel 
Lainnya. 

(3b) Dalam hal jumlah Personel Lainnya yang memiliki 

Sertifikat Kompetensi pada Kementerian/Lembaga 
yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan 
oleh Personel Lainnya belum mencukupi sesuai 
rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), maka: 

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan 
dengan ketentuan: 

1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan 
| beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) 
| Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat 

Kompetensi; dan 

2. Anggota Pokja Pemilihan dilaksanakan oleh 
Personel Lainnya yang memiliki sertifikat 
keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang 

1 Pengadaan Barang/Jasa. 

b. pelaksanaan. .. 
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b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak 
dapat dilakukan oleh Personel Lainnya yang 
memiliki Sertifikat Kompetensi, dilakukan oleh 
Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian 
tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan 
Barang/Jasa. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi 
pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan 
Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (3a) diatur dalam Peraturan Kepala 
Lembaga. 

Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 75 diubah, 
di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni 
ayat (la) dan ayat (1b), di antara ayat (3a) dan ayat (4) 
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3b), serta ditambahkan 
1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 75 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 75 

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk 
1 (satu) UKPBJ yang memiliki tugas 
menyelenggarakan dukungan Pengadaan 
Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/ 
Pemerintah Daerah. 

(la) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur 
pelaksana tugas pokok di daerah atau luar negeri 
dapat membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(1b) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur 
pelaksana tugas pokok di luar negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (la) melaksanakan fungsi 
Pengadaan Barang/Jasa pada satuan pelaksana yang 
dibentuk oleh kementerian yang membidangi urusan 
luar negeri. 

(22 Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ 
memiliki fungsi: 
a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 
b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik; 
c. pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan 

Barang/Jasa dan kelembagaan Pengadaan 
Barang/Jasa; 

d. pelaksanaan . . .
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d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, 
dan/atau bimbingan teknis; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
menteri/kepala lembaga/kepala daerah. 

(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3a) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi 
jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang 
Pengadaan Barang/Jasa. 

(3b) Tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan 
tata kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah. 

(4) Fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah. 

(5) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikecualikan bagi: 

a. Kementerian/Lembaga yang tidak memenuhi 
kriteria untuk membentuk UKPBJ; atau 

b. Lembaga yang berdasarkan rentang kendali 
membutuhkan lebih dari 1 (satu) UKPBJ. 

(6) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ 
melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju 
pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan 
UKPBJ di Kementerian/Lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kriteria pengecualian 
pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas 
UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam 
Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi 
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang aparatur negara. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model 
kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga. 

51. Di antara. . . 
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Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 76A 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
kegiatan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan 
program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, 
dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a 
dan Pasal 41 ayat (5) huruf a, lembaga yang mempunyai 
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan 
nasional melakukan pengawasan, menyampaikan 
rekomendasi perbaikan, dan/atau mengoordinasikan dan 
melaksanakan sinergi dengan APIP 
Kementerian/Lembaga. 

Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 77 diubah, dan di 
antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni 
ayat (la), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 77 

(1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP 
disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. 

(1a) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari 
masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, 
gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada 
Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia mengenai penyimpangan atau 
penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan 
dengan mendahulukan proses administrasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang administrasi pemerintahan. 

(2) Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan 
masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 
proses Pengadaan Barang/Jasa wajib meneruskan 
pengaduan masyarakat kepada APIP untuk 
ditindaklanjuti  sepanjang bukti awal yang 
disampaikan  termasuk wilayah  administrasi 
dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) APIP. .. 
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APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai 
kewenangannya. 

APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan 
kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah. 

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan 
kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini 
adanya indikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme 
yang merugikan keuangan negara. 

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi 
masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 78 diubah, di antara 
ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) 
dan ayat (4b), serta ketentuan ayat (5) dihapus, sehingga 
Pasal 78 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

Pasal 78 

Dalam hal peserta pemilihan: 

a. menyampaikan dokumen atau keterangan 

palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan, 

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan 
peserta lain untuk mengatur harga penawaran; 

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau 
nepotisme dalam pemilihan Penyedia; 

d. menawarkan Produk impor untuk Barang 
Produk Dalam Negeri dengan kategori self 
declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 
ayat (3); atau 

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak 
dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja 
Pemilihan/Agen Pengadaan, 

peserta pemilihan dikenai sanksi administratif. 

Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri 
dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum 
penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan 
dikenai sanksi administratif. 

(3) Dalam . . . 
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Dalam hal Penyedia: 

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak 
menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan 
kewajiban dalam masa pemeliharaan, atau 
dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak 
oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan 
Penyedia Barang/jasa; 

menyebabkan kegagalan bangunan; 

menyerahkan jaminan yang tidak dapat 
dicairkan; 

melakukan kesalahan dalam perhitungan 
jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan 
hasil audit; 

menyerahkan Barang/jasa yang kualitasnya 
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil 
audit; 

terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan Kontrak; 

menyerahkan Barang dengan nilai tingkat 
komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai 
tingkat komponen dalam negeri yang tertuang 
dalam Kontrak; 

menyerahkan Barang impor untuk Barang yang 
seharusnya memiliki nilai tingkat komponen 
dalam negeri sesuai dengan yang tertuang dalam 
Kontrak; dan/atau 

menyerahkan Produk impor yang seharusnya 
Produk Dalam Negeri sesuai self declare 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), 

Penyedia dikenai sanksi administratif. 

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi 
administratif berupa: 

a. 

b. 

c. 

sanksi digugurkan dalam pemilihan; 

sanksi pencairan jaminan, 

Sanksi Daftar Hitam; 

d.sanksi... 
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d. sanksi ganti kerugian; dan/atau 

e. sanksi denda. 

(4a) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dikenakan pada perorangan, badan usaha, 
dan/atau pengurus badan usaha. 

(4b) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga. 

(5) Dihapus. 

Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 80 

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses 
pencantuman katalog berupa: 

a. tidak memenuhi kewajiban yang tercantum 
dalam syarat dan ketentuan Penyedia; 

b. menayangkan Produk Dalam Negeri dengan 
sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang 
tidak sesuai dengan daftar inventarisasi 
Barang/jasa produksi dalam negeri yang 
diterbitkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perindustrian; 

c. menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai 
komitmen di bawah batasan minimum nilai 
tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan/atau 

d. menayangkan Produk impor sebagai Produk 
Dalam Negeri, 

dikenakan sanksi administratif. 

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam 
E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 

ayat (3) dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang 
tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan 
sanksi administratif. 

(3) Sanksi. . . 
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(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) berupa: 

a. pemberian surat peringatan; 

b. penghentian dalam sistem transaksi 
E-purchasing; atau 

C. penurunan pencantuman Penyedia. 

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dikenakan pada perorangan, badan usaha, 
dan/atau pengurus badan usaha. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur 
dalam Peraturan Kepala Lembaga. 

Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yakni Pasal 80A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 80A 

(1) Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola 
dalam proses pencantuman katalog berupa tidak 
memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat 
dan ketentuan pelaksana Swakelola dikenakan 
sanksi administratif. 

(2) Perbuatan atau tindakan calon pelaksana Swakelola 
dalam  E-purchasing berupa tidak memenuhi 
kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola 
dikenakan sanksi administratif. 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 

a. penghentian dalam sistem transaksi 
E-purchasing; atau 

b. penurunan pencantuman calon pelaksana 
Swakelola. 

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berupa pembatalan sebagai Penyelenggara 
Swakelola dan pengenaan sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. 

56. Ketentuan . . .
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56. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai 

57. 

berikut: 

Pasal 81 

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, 
UKPBJ dapat melaporkan secara pidana. 

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82, disisipkan 1 (satu) Pasal 
yakni Pasal 81A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 81A 

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi 
Lainnya diberikan penghargaan 
atau pengenaan sanksi dalam peningkatan 
penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan 
indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang 
diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan negara/daerah dan 
pembangunan nasional. 

(2) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi pada 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 
merupakan bagian dari capaian atas pengelolaan 
anggaran pada aspek manfaat berupa kemanfaatan 
atas  penggunaan anggaran terkait dengan 
peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri. 

(3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi 
Lainnya yang tidak memenuhi target penggunaan 
Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif 
berupa pemberian teguran tertulis. 

(4) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan oleh: 

a. menteri koordinator/menteri teknis yang 
memiliki kewenangan pembinaan untuk 
Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya; 
dan 

b. menteri . . .
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b. menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah 
Daerah, 

berdasarkan indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri 

yang diterbitkan oleh lembaga yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan keuangan negara/daerah dan 
pembangunan nasional. 

Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi 
dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

b. untuk Instansi Lainnya, dilakukan sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan 
menteri yang memiliki kewenangan pembinaan 
teknis Institusi Lainnya. 

58. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 82 disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (la), dan di antara ayat (2) dan ayat (3) 
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 82 
berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(1a) 

Pasal 82 

Sanksi administratif dikenakan kepada 
PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan 
yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi 
kewajibannya. 

Sanksi administratif dikenakan kepada 
PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan 
pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan 
yang tidak memenuhi target persentase anggaran 

untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau 
penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
serta koperasi. 

(2) Pemberian . . .
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(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(2a) Pemberian  sanksi administratif = sebagaimana 
dimaksud pada ayat (la) berupa pengurangan 
terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap 
tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat 

dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat 
Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar 
pakta integritas berdasarkan putusan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau 
peradilan tata usaha negara. 

Pasal 86 dihapus. 

Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal 
yakni Pasal 86A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 86A 

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses 
bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya 
dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Presiden ini. 

Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 91 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai: 

a. jenis dan uraian Barang/jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3; 

b. pelaku. . . 
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pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8; 

perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18; 

strategi pemaketan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20A dan Pasal 20B; 

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; 

persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23, dan pelaksanaan Swakelola 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47; 

persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui 
Penyedia  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25; 

jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; 

metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; 

metode evaluasi penawaran Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan 

Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42; 

metode penyampaian dokumen penawaran 
dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40, dan Jasa Konsultansi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; 

kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44; 

jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45; 

Dokumen Pemilihan Penyedia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46; 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui 
Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
sampai dengan Pasal 58; 

p. Pengadaan . . .
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Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan 
keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59; 

Pengadaan Barang/Jasa Internasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63; 

penggunaan Produk Dalam Negeri dalam 
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66; 

harga evaluasi akhir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67; 

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74; 

sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 
sampai dengan Pasal 82; 

Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 83; dan 

layanan  penyelesaian sengketa  Kontrak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga. 

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terkait dengan mekanisme pembayaran, 
Kepala LKPP berkoordinasi dengan: 

a. menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara untuk 
APBN; atau 

menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri untuk APBD. 

Pasalll ...
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Pasal II 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 

a. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan 
pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum 
Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dapat 
dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Peraturan Presiden ini; 

. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 
Kontrak; 

. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dan akan 
dilaksanakan untuk kegiatan yang pendanaannya 
bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar 
negeri berdasarkan perjanjian pinjaman luar negeri 
atau perjanjian hibah luar negeri dan/atau turunannya 
yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan 
Presiden ini, dilakukan berdasarkan ketentuan yang 

diatur dalam perjanjian dan/atau turunannya 
tersebut; dan 

. Barang dan jasa Produk industri yang dinyatakan oleh 
Pelaku Usaha sebagai Produk Dalam Negeri (self 
declare) sebelum Peraturan Presiden ini berlaku masih 
dapat digunakan dalam Pengadaan sampai dengan 
paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini 
mulai berlaku. 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar. ..

jdih.lkpp.go.id
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan 
penempatannya  dalam  Lembaran  Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 April 2025 

MENTERI SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

PRASETYO HADI 

pada tanggal 30 April 2025 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

PRABOWO SUBIANTO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 67 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

=7 
NG . . . 0% Lydia Silv4nna Djaman 
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SALINAN

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menirnbang bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan
produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan
pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya
bersumber dari APBNiAPBD dalam Pengadaan Barang lJasa
Pemerintah untuk kemudahan bemsaha berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dan
penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan
BaranglJasa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Mengingat 1

2

3

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2074 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

SK No 086130 A
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573)';

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33)
diubah sebagai berikut:
1. Di antara angka 10 dan angka 11 Pasal l disisipkan L

(satu) angka, yakni angka 10a, ketentuan angka 14, angka
15, dan angka 47 Pasal 1 dihapus, ketentuan angka 18
Pasal 1 diubah, di antara angka 18 dan angka 19 Pasai 1

disisipkan 2 (dua) angk4, yakni angka 18a dan angka 18b,
di antara angka 29 dan angka 30 Pasal 1 disisipkan 1

(satu) angka, yakni angka 2ga,ketentuan angka 12, angka
27, angka 32, angka 33, angka 35, dan arrgka 50 Pasal 1

diu'bah, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 54,
sehirrgga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal L

Dalanr Peraturan Presiden ini, yang dimaksud deng :

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.h yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah
kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh
KementerianlLembagalPerangkat Daerah yang
dibiayai, oleh APBI\I/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima

,hasil pekerjaan.

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut
Kcmenteriatr adalah perangkat pemerintah yallg
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Menetapkan
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3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara

dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan
lainnya.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam
penyelenggaraall urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urLlsan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonorn.

6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah
lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan
dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah.

8. Kuasa Penggnna Anggaran pada Pelaksanaan APBN
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan angga-ran pada Kementerian
Negara/ Lembaga yang bersangkutan.

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD
yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabdt yang
diberi kuasa untuk melaksanakan scbagian
keivenarrgan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

10. Pejabat Pembuat Komitnren yang selanjutnya
clisingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tirrdakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negarafanggaran
belanja daerah.
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Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan
1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di
Kementerian/LembagalPemerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pernilihan yang selanjutnya clisebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia.

Peja Pengadaan adalah pejabat
administrasi/pejabat fungsional/personel yang
bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan latau E-purchasing.

Dihapus

Dihapus

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha
yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Penyelenggara Swakelola adalah tim yang
menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-
Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat I.'ungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa yaug selanjutnya disebut Pengelola
Pcngadaa.n Barang/.Iasa . adalah Aparatur Sipil
Negara yang diberi tugas, tanggung jav,ab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat 1'a-ng berwenang
untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan
Ba.rang/Jasa.

t4.

15.

t6.

t7

18

i8a.
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Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
rnelaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana
Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan
oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

E-marketplace P engadaan Bar ang I Jasa adalah pasar
elektronik yang disediakan untuk memenuhi
kebutuhan barang/jasa pemerintah.

La5ranan Pengadaan Secara Elektronik adalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

23. Pengadaan Barang/Jas melalui Swakelola yang
selanjutnya disebut Swal<elola adalah cara
mempercleh barang/jasa yaqg dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/ Lemb agalPerangkat Daerah,
Kementerian/LembagafPerangkat Daerah lain,
organisasi kemasyarakatan, atau kelompok
masyarakat.

24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan drbentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, diln tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya
tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila.

25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat
yang melaksanakan Pengadaan Barang/.Iasa dengan
dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

SK No 092760 A
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Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah
cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh
Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan
yang rnelakukan usaha dan/ettau kegiatan pada
bidang tertentu.

Penyedia Barangl Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun
tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

ProCuk. adalah barang yang dibuat atau jasa yang
ciihasilkan oleh Pelaku Usaha.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemelihar8.z.Ir, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanar, profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa

)rang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,
dan/atau keterampilan dalarn suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
rnenyelesaikan suatu Pekerjaan'

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat
HPS adaiah perkiraan harga barang/jasa yang
ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak
Pertambahan Nilai.
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34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut
kaidah dan metode ihniah secara sistematis untuk
memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi
dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi serta rnenarik kesimpulan ilmiah bagi
keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau
tekrrologi.

35. Pembelian secarA Elektronik yang selanjutnya
disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian
barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau
toko daring.

36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya.

37. Scleksi adalah metode pernilihan untuk mendapatkan
Penyed ia Jasa Konsultansi.

38. TenCer/Seleksi Internasional -adalah 
pemilihan

Penyedia dengan peserta pernilihan dapat berasal dari
Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.

39. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan
untuk mendapatkan Penyedia BaranglPekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam
keadaarr tertentn.

40. Pengadaan l,angsung Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan
untuk. mendapatkan PenyeCia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernitai paling banyak
F'p200.000.000,00 (dua ratus juto- rrrpiah).

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah
rnetode pemilihan untuk menclapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

42. E-reuerse Auction adalah metode penatvaran harga
secara berulang.

43. Dokumen Pemilihan adalah dokurnen yang
ditetapkan c;ich Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi
dan kctentuan yang harus ditaati oleh para pihak
dalam pemilihan Penyedia
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44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara
PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana
Sr,vakelola.

45. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana
Cimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha
IVIikro, Kecil, dan Menengah.

46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yarlg
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau
Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Usaha lvlikro, Kecil, dan Menengah.

47. Dihapus.

45. Surat .Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan
adalerh jaminan tertulis yang Cikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai Jengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Ci bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia.

49. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan
kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh
Kementerian/LembagalPerangkat Daerah dalam
jangka waktu tertentu.

50. Fengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan
BaranglJasa yang bertujuan untuk mencapai nilai
manfaat yang menguntungkan secara ekonornis tidak
hanya untuk Kcmenterian/Lembaga/Peii'angkat
Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk
masyarakat, serta signifikan mengurangi danrpak
negatif terhadap lingkungan dan' sosial dalam
keseluruhan sikluS peoggu-n aannya.
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51. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan
beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban
yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.

53. Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.

54. Toko L)alam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko
Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi
Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara
perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel
daring.

Ketentuan huruf a, huruf c, huruf g, dan huruf h Pasal 4
diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap
uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,
kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Koperasi;

d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;

e. mendukung pelaksanaan penelitian dan
pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

f. meningkatkankeikutsertaanindustrikreatif;
g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan

perluasan kesempatan berusaha; dan

h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
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Ketentuan huruf g Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pelhku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. PA;

b. KPA;

c. PPK;

d. Pejabat Pengadaan;

e. Pokja Pemilihan;

f. Agen Pengadaan;

g. dihapus;

h. Penyelenggara Swakelola; dan

i. Penyedia.

Di antara huruf f dan huruf g ayat (1) Pasal 9 disisipkan 1

(satu) huruf yakni huruf fl, Pasal 9 ayat (1) huruf i
dihapus, serta ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga
Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) PA sebagaimana dimaksud dalarrr Pasal 8 huruf a
memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja;

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalarrr
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;

d. menetapkan dan mengumumkan RUP;

e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan
Barang/Jasa;

f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk
Tender/ Seleksi ulang gagal;

fl. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

g. menetapkan PPK;

h. menetapkan Pejabat Pengadaan;

4
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i. dihapus;
j. menetapkanPenyelenggaraSwakelola;

k. menetapkan tim teknis;

1. menetapkan tim juri/tim ahli untuk
pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;

m. menyatakan Tender gagallSeleksi gagal; dan

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia
untuk metode pemilihan:

1) Tender/Penunjukan Langsung/
E-purchasing untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling
sedikit di atas Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); atau

2l Seleksi/Penrtnjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
Pagu Angga.ran paling sedikit di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

(21 PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada KPA sesuai dengan ketenturan peraturan
perundang-undangan.

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

Ketentuan ayat (5) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan
pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimarra dimaksud pada ayat
(1), I(PA berwerrang menjawab Sanggah Banding
peserta Tend.er Pekerjaan Konstruksi.
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(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang
menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat
merangkap sebagai PPK.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1 i
(1) PPK dalam Pengadaarr Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. menyusunperencanaanpengadaan;

b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan
tsArang/Jasa;

c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan
Kerja (KAK);

d- menetapkan rancangan kontrak;

e. menetaokan HPS;

f. menetapkan besaran uang muka 'yang akan
dibayarkan kepaJa Penyedia;

g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling
sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah);

i. mengendalikan I(ontrak;
j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh

dokttmen pelaksanaan kegiatan;

k. melaporl<an pclaksanaan dan .pen5rslss^i.t
kegiatan kepada,PA/ KPA;
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1. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan
kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara
penyerahan;

m. menilai kinerja Penyedia;

n. menetapkan tim pendukung;

o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan

p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan
kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang
telah ditetapkan.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan
Barang/,Jasa yanE menggunakan anggaran belanja
dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk
melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurtrf a sampai dengan huruf m.

(4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan
kompetensi PPK.

Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (41 Pasal 13 diubah,
serta huruf b ayat ( 1) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e

memiliki tugas:

a. rnelaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan
Perrgadaan Langsung;

b. dihapus; dan
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c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia

untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak
Rp100.000.000.000,0C (seratus miliar
rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
Pagu Arrggaran paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miiiar
rupiah).

(21 Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas
pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan
sebagaimana dimaksud patla ayat (21dapat ditambah
sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan clapat dibantu oleh tim ahli atau
terraga ahli.

8. Pasal 15 dihapus

Ketentttan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5),
sehingga P.:sal 16 berbunyi sebagai beriliut:

Pasal 16

(1) Penyelenggara Swakelcla sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal E hunrf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim
Pelaksana, dantf atau Tim Pengawas.

(21 Tim Persiapan merailiki tugas men)rusun sasaran,
rencana kegiatan. ;adwal pelaksanaan, dan rencana
biaya.

(3) 1im Pelaksana memiliki tugas rnelaksanakan,
mencrttat, mengevaluasi, dan melaporkan secara
berkala kemajuan pelaksanaarr kegiatan dan
penyerapan anggaran.

9
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(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan
dan pelaksanaan fisik maupull admirristrasi
Swakelola.

(5) Penyelenggara Srvakelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Peagadaan
Barang/Jasa.

10. Ketentuan Pasal 19 cliubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

(1) PPK dalam men)rusun spesifikasi teknis/l(AK
barang/j asa menggunakan :

a. produk dalam negeri;

b. produk bersertifikat SNI;

c produk usaha mikro dan kecil serta ko dari
hasil produksi dalam negeri; dan

d. prr,'duk ramah lingkungan hidup.
(2) Dalam pen1rusunan spesilikasi teknis/l{AK

dimungkinkan penyebutan merek tertradap:

a. komponen barang/jasa;
b. suku cadang;

c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; a.tau

d. barang/jasa cialam katalog elektronik atau Toko
Daring.

(3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.

(41 Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana
dirrtaksud pada ayat (1) hurui cl, menggunakan
barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan
hidup.

11. Ketentuan ayat (2ll, ayat (3), dan ayat (5) huruf c Pasal 2C>

diubah, serta Pasal 26 ayat (a) dihapus, sehingga Pasal 26
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) HPS dihitung secara keahiian darr menggunakan data
yang dapat dipertanggungawabkan. 
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(2)

(3)

(41

(s)

Nilai HPS bersifat tidak rahasra

Rincian HPS bersifat rahasia.

Dihapus.

HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran
dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi
penawaran yang saLr dalam Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
dan

dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan
Pelaksa.naan bagi penawaran yang nilainya
kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari
nilai HPS.

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran
kerugian negara.

(7) Penyusirnan HPS dikecualikan untuk Pengadaan
Barang/Jasa dengan Pagu Anggararr paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
E-purch,asing, dan Tender pekerj aan te rin tegrasi.

(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan)
hari kerja sebelum batas akhir untuk:

a. pemasukan rlena-waran untuk pemilihan denga-n
pascaku alifikasi; atau

b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk
pemilihan dengan prakualifikasi.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi seba.gai
berikut:

Pasal 27

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Harga Satuan:

c. Gabungan Lumsum ian Harga Satuan;
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d. Kontrak Payung; dan

e. Biaya Plus Imbalan.

(21 Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Harga Satuan;

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

d. Putar Kunci; dan

e. Biaya Plus Imbalan.

(3) Jenis I(ontrak Pengadaan Jasa Konsultansi
nonkonstruksi terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Waktu Penugasan; dan

c. Kontrak Payung.

14) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi
Konstrrrksi terdiri atas:

a. I-umsum; dan

b. Waktu Penugasan.

(5) Kontrak Lumsum .sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat
(a) huruf a merupakan Kontrak dengan ru.ang lingkup
pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap
dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. ser:ua risiko sepenuhnya ditanggung oleh
Penyedia;

b. berorientasi kepada kcluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan
produk/keiuaran yang dihasilkan sesuai dengan
Kontrak.

(6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan
Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstmksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang
tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan
dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian
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seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih

bersifat perkiraan pada saat Kontrak
ditandatangani;

b. pembaya-ran berdasarkan hasil pengukuran
bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh
pekerjaan diselesaikan.

(7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dan ayat
(2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya
gabungan Lumsurm dan Harga Satuan dalam 1 (satu)
pekerj aan yang dipeijanjikan.

(8) I(ontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak
harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk
barangljasa yang belum dapat ditentukan volume
dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak
ditandata:rgani.

(9) Kontrak Putar Kunci sebagairr:.ana dimaksud pada
ayat (21 huruf d merupakan suatu perjanjian
nrengenai pembangunan suatu proyek dalam hal
Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut
secara lengkap' sampai selesai termasuk pemasangan
semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut
siap dioperasikan atau dihuni.

(10) Kontrak Biaya Plus.lmbalan sebagaimana ditnaksud
pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan
jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan
Barang/Fekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam
rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai
Kontrak merupakan perhitungan Cari biaya aktual
ditarnbah imbalan dengan persentase tetap atas biaya
aktual atau.imbalan dengan jumlah tetap.

(11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4)'huruf b
merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk
pekerjaan yang rllang lingkupnya belum bisa
didefinisikan dengatt rinci dan/atau rvaktu ]ar1g
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum
lrisa dipr:,stikan.
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(12) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari
1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dapat berupa:

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12
(dua belas) bulan;

b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1

(satu) tahun anggaran; atau

c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih
apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih
dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3
(tiga) tahun anggaran.

13. Di antara Pasal 27 dan 28 ciisisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 A

(1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak
sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 27 sesuai
dcngan karakteristik pekerjaan yang akan
dilaksanakan.

(21 PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip
ehsien, efektif dan tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (4), ayat (6) dan ayat (71

Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 28

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. buktipembelian/pembayaran;

b. kuitansi;

c. surat perintah kerja;

d. surat perjanjian; dan

e. surat pesanan.
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(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) huruf
b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud paCa
ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dengan rrilai paling sedikit di
atas Rp50.000.000,00 (lima pr-rluh juta rupiah)
sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d digunakan untuk Pengadaan
Barangl Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
melalui E-purchasing.

(7) Ketentuan i'rnengenai bukti pendukung untuk rrasing-
masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai peraturan rnenteri yang
menyelenggarakar, urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara atau peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan
dalam rregeri.
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15. Ketentuan ayat (2) dan ayat (71 Pasal 30 diubah, serta di

antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) a5rat, yakni
ayat (2a1, sehingga Pasal 30 berbtrnyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Jaminan Penawaran;

b. Jaminarr Sanggah Danding;

c. Jaminan Pelaksanaan;

d. Jaminarr Uang Muka; dan
e. Jaminan Pembliharaan.

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang
dilakukan secara terintegrasi.

(2al Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan
Pekerjaan Konstruksi., ^

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa bank garansi atau surety bond.

(4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) bersifat:
a. tida.k bersyarat;
b. mudah dicairkan; dan

c. trarus dicairkan oleh penerbit jaminan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
perintah pencairan dari Pokja
Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi ktrasa oleh
Pokja Pernilihan IPPK diterima.

(5) Pengadaan Jasa 'Konsultansi tidak diperluhan
Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding,
Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemelihal'aan.

(6) Jaminarr dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan,
Perusahaan Asuransi, lentbaga keuangan khusus
yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,
penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia dapat digunakan untrtk semua jenis
Jaminan.

SK No 092.771 A

(7) Perusa ..



PRES IDEN
REPUBLIK lNDONESIA

-22-

(7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan
lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha
di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) merupakan Perusahaan
Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan
pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa
Keuangan.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 31

(1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai HPS paling
sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

(21 Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3%
(tiga persen) dari nilai HPS.

(3) Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara
terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagairnana
climaksud pada ayat (1) besa,:nya antara 1% (satu
persen) hingga 3% (tiga persen) drrri nilai Pagu
Anggaran.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

(1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1%o (satu persen)
dari nilai I{PS.

(21 Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan
Sanggah Banding sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai
Pagu Anggaran.
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18. Ketentuan huruf a ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 33
diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak
Pengaciaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas
Rp20C.000.000,00 (dua ratrrs juta rupiah).

(21 Jaminan Pelaksanaan sebagaimarra dimaksud pada
ayat (l) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia
dikuasai oleh pengguna; atau

b. Pengadaan Ba:ang/Jasa melalui E-purchasi.ng.

(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:

a. untuk nilai penawara antara 8oo/o (delapan
puluh persen) sampai dengan loooh (seratus
persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan
sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan
puluh persen) dari nilai HPS, ,Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5%o (lima persen) dari nilai
HPS.

(4) Besaran nilai Ja:ninan Pelaksanaan untuk pekerjaan
terintegrasi sebagai berikut:

a. utrtttk nilai penawaran antara 8Oo/o (delapan
puluh persen) sampai dengan looo/o (seratus
persen) dari rtilai Pagu Anggaran, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 57o (lima persen) dari nilai
kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% {delapan
puluh persen) dar-i nilai Pagu Anggaran, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 57o (lima persen) dari nilai
Pagu Anggarari.

(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai denga:r serah
terima- oekerjaan Pengzrdaan Barang/Jasa Lainnya
atatr serah terima pertama Pekerjaari Konstruksi.
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19. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 38 diubah, serta
ditambahkan 1 (satr) huruf pada ayat (5), yakni huruf i,
sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyedia BaranglPekerjaan
Konstniksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. E-purchasing;

b. Pengadaan Langsr;ng;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender Cepat; dan

e. Tender.
(2) E-purclwsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hr.rruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum
dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

(3) Pengadaan Langsung sebagainrana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk
Barang/Pekeqjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pa.la
ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk
Barang/Pekerjaan Konstmksi/Jasa Lainnya dalam
kbadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) meliputi:
a. penyelenggaraan penyiap:rn kegiatan yang

mendadak untuk menindaklanjuti komitmen
internasional yang dihadiri oleLr Presiden/Wakii
Presider.;

b. barang/jasa yang bersifat rahasia unttik
kepentingan Negara meliputi irrtelijen,
perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan
Wakil Presiden, Mantan Presid,;n dan Mantan
V/akil Presiden beserta keluargarrya serta tamu
negara setingkat kepald negara/kepala
pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat
:ahasia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan:
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c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang
merupakan satu kesatuan sistem konstruksi
dan satu kesatuan tanggung jawaL' atas risiko
kegagalan bangunan yang secara keseluruhan
tidak dapat direncanakan/diperhitungkan
sebelumnya;

d. Barang/Pekerjaan Konstmksi/Jasa Lainnya
yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu)
Pelaku Usaha yang mampu;

e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang
meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta
pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada
petani dalam rangka menjamin ketersediaan
benih dan pupuk secara tepat dan bepat untuk
pelaksanaan penirrgkatan ketahanan pangan;

f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
di lingkungan perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh
pengembang yang bersangkutan;

g. Bare.nglPekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh
pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegaltg hak paten, atatl
pihak yang menjadi pemenang tender untuk
mendapatkar, izin dari pemerintah;

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang setelah clilakukan Tender ulang men-galami
kegagalan; atau

i. pernilihan penyeclia untuk melanjutkan
perrgadaan Barang I Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainhya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hunrf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah
terkualifikasi dalam, Sistem Informa.si Kinerja
Penyedia u'.rtuk pengadaan yang:

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah
dapat ditentukan secara rinci; irtau

b. climungkinkair dapat menyebutkan r.rerek
sebagaimana diatur dala,n Pasal 19 ayat (2)
hu,rtrf b dan hrtruf c.

SK No 092781 A

(7) Tender...



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

(71 Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan
metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39
berbunyi sebagai berikr,rt:

Pasal 39

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dilakukan dengan:

a. Sistem Nilai;
b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
c. Harga Terendah.

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstrur.ksi/Jasa
Lainnya yang rnempei'hitungkan penilaian telmis dan
harga.

(3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur
Ekorromis digunakan untuk Pengadaan Barang yang
memperhitungkan faktor umur ekonornis, harga,
biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa
dalam jangka waktu operasi tertentu.

(41 Metode evaluasi l-Iarga Terendah digunakan untuk
Pengadaan Baranpli Pekerjaan Konstruksii Jasa
Lainnya dalam hal harga menjadi dasar per:etapari
pemenang di antara penawaran yang mernenuhi
persyaratan teknis.

21. Ketentua.n ayat (5) Pasal 41 ditambahkan 4 (empat) huruf
ya.kni hurrrf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, sehingga
Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Metocle pemilihan Penyeclia Jasa Konsultansi terdiri
atas:

a. Seleksi;

b. Pengadaan Langsung; dan
c. Penunjukan Langsung.
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(2\ Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan untuk Jasa Korrsultansi bernilai paling
sed.ikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditaksanakan untukJasa Konsultansi
yang bernilai sampai dengan paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi
dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. iasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan
oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan
oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah
terdaftar atau pihak yang telah mendapat tzin
pemegang hak cipta;

Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi
konsultan hukum/advokasi atau pengadaan
arbiter yang tidak cti,:encanakan sebelumnya,
rrntuk menghadapi gugatar, danf atau tuntutan
hukum dari pihak tertentu, yang sifat
pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya
harus segera dan tidak dapat ditunda;

d. permintaan berulang (repeat crdel untuk
Penyedia Jasa Kbnsultansi yang sama;

e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakr.rka.n Seleksi
ulang mengalami kegagalan;

l. penrilihan penyedia untuk melamjutkan Jasa
Ko,rsultansi dalam' hal terjadi pemutusan
Kontrak;

g. Jasa Konsultansi yang bersifa*- rahasia sesuai
dengan ketentuan pera-turan perundang-
undangan; atau

h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
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(6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk
PenveCra Jasa Konsultansi sebagairnana dimaksud
pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling
banyak 2 (dua) kali.

22. Ketentuan ayat (4) huruf b dan ayat (71 huruf b Pasal 50
diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai herikut:

Pasal 50

(1) Pelaksanaan pernilihan melalui Tender/Seleksi
meliputi:

a, Pelaksanaan Kualifikasi;

br Pengumuman dan I atau Undangan;

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
Pemilihan;

d. Pemberian Penjelasan;

e. PenyarnpaianDokumenPenawaran;

f. Evaluasi Dckumen Penawaran;

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah.

(21 Selain ketentuan sebagairaana dimaksud pada ayat
(1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan
Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan
klarilikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis
dan biaya setelah masa sanggah selesai.

(4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem
Informasi Ifinerja Penyedia;

b. peserta menyampaikan penawaran harga;

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui
aplikasi; dan

d. penetapan pem3narrg berdasarkan harga
penawaran terendah.
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(5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk
barang/jasa yang menyangkut pemenuhan
kebutuhan nasional dan/atau strategis yang
ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala
daerah.

(6) Pelaksanaarn Penunjukan Langsung dilakukan
dengan mengurrdang 1 (satu) Pelaku Lrsaha yang
dipilih, dengan Ciser+"ai negosiasi teknis mallpun
harga.

(7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai
berikut:
a. pembelian/pembayaran langsung kepada

Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa
Lainnya yang menggunakan bukti pembelian

. atau kuitansi; atau
b. permintaan penawaran yang disertai dengan

klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga
kepada Pelaku Usaha untuk 'Pengadaan

Langsung yang menggunakan surat perintah
kerja.

(8) Pemilihan dapat r-egera dilaksanakan setelah RUP
diurnumkan.

(9) Untuk barang/jasa yang konrraknya harus
ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat
dilaksanakan setelah:

a. penetapan Pagu Anggaran KIL; atau
b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai

dengan ketentu-an peraturan perundang-
undangan.

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih
dahuiu rnelalui aplikasi SIRUP.

(11) I'}enawaran harga dapat rlilakuk'an,dengan metode
penawaran harga secara berulang (E-reuerse Auction).

23. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 51

(1) Prakualifikasi gagal datam hal:
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a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada
peserta yang menyampaikan dokumen
kualifikasi; atau

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang
dari 3 (tiga) peserta.

(21 Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan clokumen
pena\ raran setelah ada pemberian waKtu
perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. diternukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan
atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini;

t: . s:luruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme;

f. seluruh peserta t ibat persaingan usaha- tidak
sehat;

g. seluru penawaran harga Tender
Barang/Pekerja.an Konstruksi/Jasa Lainnya di
atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;
clan/atau

i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan
Pokja Pemilihan/ PPK.

(3) Tender Cepat gagal dalam hal:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang
menyampaikan dokumen penawaran setelah ada
pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada
yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

c. diternukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan
atau tidak sesuai clengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini;

d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme;
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e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak
sehat; dan/atau

f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan
Pokja Pemilihan IPPK.

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf a sampai dengan huruf
h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.

Tindak lanjut dari prakualifil<asi gagal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera
melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ularrg jumlah peserta yang
Iultrs 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi
dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang
iulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses
Penunjukan Langsung.

Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana.
dimaksud pcda ayat (2), Pokja Pemiliharl segera
melakukan:

a. evaluasi ulang; atau

b. Tender/Seleksi ulang.

Evaluasi ulang sebagaimana tiimaksud pada ayat (71

huruf a, dilakukan dalam hal .l-itemukan ltesalahan
evaluasi penawaran.

Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (71 huruf b. ctilakukan untuk Tendei/Seleksi
gagal sebagairnana climaksud pada ayat (21 huruf b
sampai dengAn huruf i.
Dalam hal Terrder/Seleksi ulang sebagaimana
dinraksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan
dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan
Langsung dengan kriteria:

a. kebrrtuhan tidak dapat,li
b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan

Tender/Seleksi.
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(11) Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pokja Pemilihan melakukan
reviu penyebab kegagalan Tender Cepat dan
melakukan Tender Cepat kembali atau merrgganti
metode pemilihan lain sebagaimana diatur dalam
Pasal 38 ayat (1).

24. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 58

(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaiman.a
dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditrrangkan dalam berita acara.

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah,
serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni .ayat (2a1, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Perat-uran
Presiden ini:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara
ltras kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
sesuai dengan praktik bisnis yang sudah rnapanl
dan/atau

d. Pengadaan Barang/.Iasa yang diatur dengair
ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum/Badan Layanan Umum Dael.ah sebagaimana
oimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri
dengan peraturan pimpinan Badan Layanan
Llmum/Badan Layanan Umum Daerah.
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(2a) Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan
Layanan Umum Daerah belum memiliki peraturan
pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
dan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada
Peraturan Presiden ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
Lembaga.

26. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kesatu

Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 65

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)

Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Kementerian/LembagalPemerintah Daerah wajib
menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari
hasil produksi dalam negeri.

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib
mengalokasikan paling sedikit 4oo/o (empat puluh
persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa
Kementerian / Lemb aga I P emerintah Daerah.

Paket pen gadaan Barang I P ekerjaan Kon struksi / Jasa
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan
Rp15.000.000.O0O,00 (lima belas miliar rupiah)
diperuntukan bagi usaha kecil danf atau koperasi.

Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket
pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang
tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan
Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha
kecil dan koperasi dengan mencantumkan
barangljasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam
katalog elektronik.

SK No 082874 A

(6)

(7) Penyedia



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

(7) Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang
melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama
usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam
bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja
sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang
memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

(8) Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan
dalam Dokumen Pemilihan.

27. Ketentuan ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 66 diubah,
dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (3a), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 66

(1) Kementerian/LembagafPerangkat Daerah wajib
menggunakan produk dalam negeri, termasuk
rancang bangun dan perekayasaan nasional.

(2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki
penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling sedikit 4Ooh (ernpat puluh persen).

(3) Nilai TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 rnengacu pada daftar inventarisasi
barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan
oleh kementeiian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

(3a) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri
sebaga.irnana dimaksud pacla ayat (2) r:ilakukan pada
tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan
Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.

(41 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a)
dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK,
dan Dokurnen Pemitihan.

(5) Pengadaan barang impror dapat dilakukan, dalam hal:

a. barang tbrsebut belum dapat diprcduksi di
dalam negeri; atau

b. volume produksi dalam negefi tidak mampu
rnemenuhi kebutuhan.
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(6) LKPP dan/atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam
negeri dalam katalog elektronik.

28. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 67

(1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk
dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa
kelebihan harga yang dalrat diterima.

(2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan
Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas
Flp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diberikan terhadap Barang yang merniliki TKDN

paling rendah 25% (dua puluh lima persen);

b. diberikan paling tinggi 25o/o (dua puluh lima
persen);

c- Ciperhitungkan dalam e'raluasi harga penawaran
)'arrg telah memenuhi persyaratan administrasi
dan teknis;

d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga
terendah Haqil Evaluasi Akhir (HEA);

e. HEA drhitung dengan rumus HEA = (1  KP) x HP

dengan:

KP = TKDN x preferensi tertinggi
KP mempakan Koefisien Preferensi

HP merupakan Harga Penarvaran setelah koreksi
aritmatik; dan

f. daiam hal terdapat2 (dua) atau lebih penawaran
dengan HEA terendah yang sama, penawar
dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai
pemenang.

(41 Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode pemilihan
Tender Internasional, preferensi harga diberikan
paling tinggi 7,5o/o (tujuh koma lima persen) kepada
badan usaha nasional di atas harga penawaran
terendah dari badan usaha asing.
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29. Ketentuan ayat (21, ayat (3) dan ayat (5) Pasal 72 di:ubah,
serta ayat (41 Pasal 72 dihapus, sehingga Pasal 72
berbunyi sebagai berikut:

Pasal,72

(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik
nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog
elektronik lokal.

(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi
teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI,
produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga,
Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

(3) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh
Kementerian/LembagalPemerintah Daerah atau
LKPP.

(41 Dihapus.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

30. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal.72A

(1) Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko
Daring memiliki kriteria:
a. standar atau dapat distandarkan;

b. memiliki sifat risiko rendah; dan

c. harga sudah terbentuk di pasar.

(21 Barangljasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak ditayangkan pada katalog elektronik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur
dalam Peraturan Kepala Lembaga.

31. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal74

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
terdiri atas:
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a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan
Barang/Jasa;

b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem
Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan
Barang/Jasa.

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan
BaranglJasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan sumber daya manusia yang
melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa di
lingkungan Kementerian/LembagalPemerintah
Daerah.

Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya
manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan
dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.

Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c merupakan sumber daya manusia yang
terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam
mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

92. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 2 (dua) pasal
yakni Pasal 74Adan Fasal 74B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 74A

(1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan
Barangl Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Pengelola Pengadaan BaranglJasa; dan

b. Personel Lainnya.
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(2) KementerianlLembaga/Pemerintah Daerah wajib
memiliki Pengelola Pengadaan Bararrg/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai
Pokja Pemilihan I Pejabat Pengadaan.

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan
sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA,
melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa
dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai
Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan
Barang/Jasa.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga- dalam
hal:

a. nilai atau jumlah paket pengadaan di
Kerrrenterianf Lembaga tidak mencukupi untuk
memenuhi pencapaian batas angka kredit
minimum pertahun bagi Pengelola Pengadaan
I3aranglJasa; atau

b. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan
Barang/Jasa diiakukan oleh prajurit 'fentara
Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam hal pengecualian sebagaimana dimaksud pada
ayat (41, pengelolaan pengadaan Barang/Jasa
dilakukan oleh Personel Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hu;rrf b.

(6) Personel Lainnya sebagaimane. di ksud pada ayat
(5) u,ajib memiliki sertifikat kcmpetensi di bidang
Peirgadaan Barang/Jasa.

(7) Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki sertifikat
kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memiliki
sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat
dasar/level- 1.

(8) Sumber Daya Pengelola. Fungsi Pengadaan
l3arangl Jasa berkedudukan di UKPB.'.

(9) Aras dasar pertimbangan kewenangan, Sumber Daya
Perrgelola Fungsi Pengadaan,Barang/Jasa yang
ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar
UKPBJ.
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Pasal 74B

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
men5rusun rencana aksi pemenuhan Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Dalam hal jumlah Pengelola Pengaclaan Barang/Jasa
di lingkungan KementerianlLembaga/Pemerintah
Daerah belum mencukupi sesuai rencana aksi
pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan
dengan ketentuan:

1. Pokja Pemilihan untuk setiap paket
pengadaan, wajib beranggotakan sekurang-
kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan
BaranglJasa; darr

2. Anggota Pokja Pernilihan selain Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat
kompetensi , dan/atau sertifikat keahlian
tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan
Barang/,Jasa.

b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang
tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa, dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil yang memiliki sertifikat' kompetensi
dan/atau sertifikat keahlian tingkat
dasar/le,zel- 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah belum memiliki Pengelola pengadaan
Barang/Jasa, sampa.i tersedianya Pengelola
Pengadaan berdasarkan rencana aksi pernenuhan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagairrrana
dimaksud pada ayat.(1), pelaksanaan f-ugas pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:

a. Pegawai Negeri Sipil yang memjliki sertifikat
kompetensi darr/atau sertilikat keahlian tingkat
dasar/level- 1 di bidang Pengadaair Barang/Jasa;
dan/atau

b. Agen Pengadaan.

SK No 092795 A

(4) Ketetrtuan .



PRES IDEN
REPUtsUK INDONESIA

-40-

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi
pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Kepala Lembaga.

33. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, di antara ayat (3) dan
ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan
ketentuan Pasal 75 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 75 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Menteri/kepaia lembaga/kepala daerah membentuk
UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan
dukungan pengadaan barang/jasa pada
Kementerian / Lemb aga I P emerintah Daerah.

(21 Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ
memiliki fungsi:

a. pengelolaanPengadaanBarang/Jasa;

b. pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik;

c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan
Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa;

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi,
dan/atau bimbingan teknis; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah.

(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3a) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi
jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang
Pengadaan Barang/ Jasa.

(4) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf
b, dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

(5) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud ayat (1)
dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi
kriteria untuk membentuk UKPBJ.
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(6) UKPBJ KementerianlLembagalPemerintah Daerah
melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ
melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju
pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak
memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ
melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan
Kepala Lembaga.

34. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 78

(1) Dalam hal peserta pemilihan:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan
palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan
peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, danf atan
nepotisme dalam pemilihan Penyedia; atau

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak
dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja
Pemilihan/Agen Pengadaan,

peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.

(21 Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri
dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum
penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan
dikenai sanksi administratif.

(3) Dalam hal Penyedia:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak
menyelesaikan pekerjaan, atau tidak
melaksanakan kewajiban dalam masa
pemeliharaan;

b. menyebabkan kegagalan bangunan;
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c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat
dicairkan;

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan
jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan
hasil audit;

e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil
audit; atau

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan Kontrak,

Penyedia dikenai sanksi administratif.

(41 Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam;

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau

e. sanksi denda.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud
pada:

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c
dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan,
sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan
Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan
Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam
selama 1 (satu) tahun;

c. ayat (21 dikenakan sanksi pencairan Jaminan
Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1

(satu) tahun;

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pe:rcairan
Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan
Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar
Hitam selama 1 (satu) tahun;

e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e

dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan; atau
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ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda
keterlambatan.

35. Ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf e Pasal 80 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang
dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan
palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan
yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan rlengan
peserta lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dalam pemilihan Penyedia;

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak
dapat diterima Pokja Pemilihan lAgen
Pengadaan; atau

e. tidak menandatangani kontrak katalog.

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan
sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak
memenuhi kewajiban dalam Kontrak pada katalog
elektronik atau surat pesanan.

(3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21dikenakan:

a. sanksi digugurkan dalam pemiliha.n;

b. Sanksi Daftar Hitam;

c. sanksi penghentian sementara dalam sistem
transaks i E-purchasing; dan / atau

d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari
katalog elektronik.

f.
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(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud
pada:

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c
dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan
dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;

b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi
Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan
dikenakan sanksi penghentian sementara dalam
sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam)
bulan; atau

d. ayat (21 atas pelanggaran Kontrak pada katalog
elektronik dikenakan sanksi penurunan
pencantuman Penyedia dari katalog elektronik
selama 1 (satu) tahun.

(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan/Agen Pengadaan dan/ atau PPK.

36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 82 diubah, sehingga
Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada
PAIKPAIPPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan
yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi
kewajibannya.

(21 Pemberian sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat
dikenakan kepada pAlKpAlppK/pejabat
Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar
pakta integritas berdasarkan putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau
Peradilan Tata Usaha Negara.

37. Ketentuan ayat (1) Pasal 83 diubah, sehingga pasat g3
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) PA/KPA menayangkan informasi peserta
pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar
Hitam dalam Daftar Hitam Nasional.

(2) LKPP menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional.

38. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 85

(1) Penyelesaian sengketa Kontrak
Penyedia dalam pelaksanaan
dilakukan melalui:

a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
b. arbitrase;

c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
d. penyelesaian melaluipengadilan.

(2) Layanan penyelesaian sengketa Kontrak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diselenggarakan oleh LKPP.

(3) Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan ralryat.

antara PPK dan
Kontrak dapat
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Pasal II

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban
memiliki sertif,rkat kompetensi untuk Personel Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6)
dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, fungsi
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang
dilaksanakan oleh unit kerja terpisah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) berlaku sampai dengan
31 Desember 2023.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa
Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai:

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14 Tahun 2O2O tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia dan peraturan pelaksana; dan

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ralryat Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor 25
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Rancang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan
pelaksana,

sampai diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga
mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan
Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekedaan Konstruksi
Terintegrasi.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

4
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februan2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari2O2l

MENTERT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinYa

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

undangan dan
Hukum,

ttd

ttd

)(

It{ I

.=
t!JJ
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.h mempunyai 

peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan 

perekonomian nasional dan daerah; 

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan 

pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for 

money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, 

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan 

berkelanjutan; 

c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Baran-  g/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat 

kekurangan dan belum menampung perkembangan 

kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas 

Pengadaan Barang/Jasa yang baik; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf- a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

Mengingat : 
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Mengingat 	1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara .Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN 	PRESIDEN 	TENTANG 	PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan 

Pengadaan 
	

Barang/Jasa 	 oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai 

oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi 

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut 

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang 

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

3. Lembaga 
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3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan 

instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 

melaksanaka.n tugas tertentu berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

atau peraturan perundang-undangan lainnya. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

6. Lembaga Kebijakan Pengadaan. Barang/Jasa Pemerintah 

yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga 

Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan 

merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang 

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang 

memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggUnaan anggaran 

pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang 

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguria anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Perangkat Daerah. 

10. Pejabat 
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10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA 

untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah. 

11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disingkat UKPBJ adalah unit kerja di 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi 

pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. 

12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja 

Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan 

oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan 

Penyedia. 

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personel yang bertugas melaksanakan 

Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau 

E-purchasing. 

14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat 

fungsional/personel yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 

disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa 

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 

16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang 

melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan 

Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak 

pemberi pekerjaan. 

17. Penyelenggara 	Swakelola 	adalah 	Tim 	yang 

menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. 

18. Pengelola 
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18. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat 

Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang 

selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana 

Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh 

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah. 

20. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar 

elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 

barang/jasa pemerintah. 

21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan 

pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 

22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah aparat yang melakukan 

pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, 

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Pemerintah. 

23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang 

selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh 

barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh 

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian / 

Lembaga/ Perangkat 	Daerah 	lain, 	organisasi 

kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. 

24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, 

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

25. Kelompok 
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25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang 

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa den.gan dukungan 

anggaran belanja dari APBN/APBD. 

26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara 

memperoleh barang/jasa yang • disediakan oleh Pelaku 

Usaha. 

27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi. 

28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 

disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan 

barang/jasa berdasarkan kontrak. 

29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, 	dipakai, 	dipergunakan 	atau 

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang,. 

30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali 

suatu bangunan. 

31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang 

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. 

32. Jasa Lainnya adalah jasa non-kon.sultansi atau jasa yang 

membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau 

keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah 

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. 

33. Harga . 
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33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 

adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh 

PPK. 

34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran 

atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik 

kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi. 

35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut 

E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa 

rnelalui sistem katalog elektronik. 

36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia Jasa Konsultansi. 

38. Tender/ Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari 

pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. 

39. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk 

mendapatkan 	Penyedia 	Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam 

keadaan tertentu. 

40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua rates 

juta rupiah). 

41. Pengadaan 
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41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode 

pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi 

yang bernilai paling banyak Rp100.900.000,00 (seratus 

juta rupiah). 

42. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara 

berulang. 

43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan 

oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan 

yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati 

oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. 

44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara 

PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau 

pelaksana Swakelola. 

45. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

47. Usaha 
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47. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

48. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah 

jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ 

Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga 

keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang 

pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong 

ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan 

ekspor Indonesia. 

49. Sanksi Daftar Hitam adalah •sanksi yang diberikan kepada 

peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti 

Pengadaan 	Barang/Jasa 	di 	seluruh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka 

waktu tertentu. 

50. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa 

yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang 

menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk 

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 	Daerah 	sebagai 

penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta 

signifikan mengurangi dampak negatif terhadap 

lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. 

51. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi 

Pengadaan. Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa 

paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 

52. Keadaan 
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52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 

kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang 

ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

53. Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP. 

Pasal 2 

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi: 

a. Pengadaan 	Barang/Jasa 	di 	lingkungan 

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 	Daerah 	yang 

menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD; 

b. Pengadaan. Barang/Jasa yang menggunakan anggaran 

belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian 

atau seluruh dananya bersurnber dari pinjaman dalam 

negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau 

c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran 

belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada 

huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian 

atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau 

hibah luar negeri. 

Pasal 3 

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini 

meliputi: 

a. Barang; 

b. Pekerjaan Konstruksi; 

c. Jasa Konsultansi; dan 

d. Jasa Lainnya. 

(2) Pengadaan 
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(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. 

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan dengan cara: 

a. Swakelola; dan/atau 

b. Penyedia. 

BAB II 

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA 

PENGADAAN BARANG/JASA 

Bagian Kesatu 

Tujuan. Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 4 , 

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: 

a. rnenghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang 

yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, 

waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; 

b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; 

c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah; 

d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional; 

e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan 

barang/jasa hasil penelitian; 

f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; 

g. mendorong pemerataan ekonorni; dan 

h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan. 

Bagian 
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Bagian Kedua 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 5 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: 

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan 

Barang/Jasa; 

b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih 

transparan, terbuka, dan kompetitif; 

c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya 

manusia Pengadaan Barang/Jasa; 

d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; 

e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta 

transaksi elektronik; 

f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan 

Standar Nasional Indonesia (SNI); 

g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan Usaha Menengah; 

h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; 

dan 

i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. 

Bagian Ketiga 

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 6 

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 

a. efisien; 

b. efektif; 

c. transparan; 
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c. transparan; 

d. terbuka; 

e. bersaing; 

f. adil; dan 

g. akuntabel. 

Bagian Keempat 

Etika Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 7 

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa 

mematuhi etika sebagai berikut: 

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa 

tanggung jawab untuk mencapai sasaran, 

kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan 

Barang/Jasa; 

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga 

kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus 

dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan 

Pengadaan Barang/Jasa; 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun 

tidak langsung yang berakibat persaingan usaha 

tidak sehat; 

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala 

keputusan yang ditetapkan sesuai dengan 

kesepakatan tertulis pihak yang terkait; 

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 

kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan 

usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

f. menghindari 
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f. menghindari dan mencegah pemborosan dan 

kebocoran keuangan negara; 

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan 

wewenang dan/atau kolusi; dan 

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak 

menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, 

imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada 

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan 

dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal: 

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada 

suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, 

Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan 

usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang 

sama; 

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan 

Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan 

Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, 

kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan 

terintegrasi; 

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai 

konsultan perencana; 

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai 

PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di 

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah; 

e. PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik 

langsung maupun tidak langsung mengendalikan 

atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau 

f. beberapa 
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f. beberapa badan usaha yang mengikuti 

Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik 

langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang 

sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 

50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang 

saham yang sama. 

BAB III 

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA 

Bagian Kesatu 

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 8 

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a. PA; 

b. KPA; 

c. PPK; 

d. Pejabat Pengadaan; 

e. Pokja Pemilihan; 

f. Agen Pengadaan; 

g. PjPHP/PPHP; 

h. Penyelenggara Swakelola; dan 

i. Penyedia. 

Bagian Kedua 

Pengguna Anggaran 

Pasal 9 

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki 

tugas dan kewenangan: 

a. melakukan 
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a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja; 

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam 

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; 

c. menetapkan perencanaan pengadaan; 

d. menetapkan dan mengumumkan RUP; 

e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; 

f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk 

Tender/ Seleksi ulang gagal; 

g. menetapkan PPK; 

h. menetapkan Pejabat Pengadaan; 

i. menetapkan PjPHP/PPHP; 

j. menetapkan Penyelenggara Swakelola; 

k. menetapkan tim teknis; 

1. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan 

melalui Sayembara/Kontes; 

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan 

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk 

metode pemilihan: 

1. Tender/ Penunjukan 	Langsung/ E-purchasing 

untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu 

Anggaran 	paling 	sedikit 	di 	atas 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

atau 

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket 

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu 

Anggaran 	paling 	sedikit 	di 	atas 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) PA ... 
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(2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan 

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan 

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

sampai dengan huruf f kepada KPA. 

Bagian Ketiga 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 10 

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan 

pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta 

Tender Pekerjaan Konstruksi. 

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan 

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

terkait dengan: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja; dan/atau 

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam 

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa. 

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai 

PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. 

Bagian 
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Bagian Keempat 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Pasal 11 

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: 

a. menyusun perencanaan pengadaan; 

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja 

(KAK); 

c. menetapkan rancangan kontrak; 

d. menetapkan HPS; 

e. menetapkan besaran uang muka yang akan 

dibayarkan kepada Penyedia; 

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 

g. menetapkan tim pendukung; 

h. menetapkan tim atau tenaga ahli; 

i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit 

di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

J menetapkan Surat Penunjukan Penyedia 

Barang/Jasa; 

k. mengendalikan Kontrak; 

1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan 

kepada PA/ KPA; 

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan 

kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan; 

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan; dan 

o. menilai kinerja Penyedia. 

(2) Selain 
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(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan 

kewenangan dari PA/ KPA, meliputi: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja; dan 

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan 

pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah 

ditetapkan. 

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa. 

Bagian Kelima 

Pejabat Pengadaan 

Pasal 12 

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas: 

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan 

Langsung; 

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan 

Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan 

Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang 

bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah); dan 

d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Bagian 
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Bagian Keenam 

Kelompok Kerja Pemilihan 

Pasal 13 

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki 

tugas: 

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan 

Penyedia; 

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan 

Penyedia untuk katalog elektronik; dan 

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk 

metode pemilihan: 

1. Tender/Penu.njukan Langsung untuk paket 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran 

banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus 

rupiah); dan 

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk 

paling 

miliar 

paket 

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu 

Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah). 

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beranggotakan 3 (tiga) orang. 

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas 

pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah 

sepanjang berjumlah gasal. 

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. 

Bagian 
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Bagian Ketujuh 

Agen Pengadaan 

Pasal 14 

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas 

Pokja Pemilihan. dan/atau PPK. 

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur 

dengan Peraturan Kepala Lembaga. 

Bagian Kedelapan 

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

Pasal 15 

(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g 

memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan 

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus 

juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling 

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g 

memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan 

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai 

paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 

Bagian 
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Bagian Kesembilan 

Penyelenggara Swakelola 

Pasal 16 

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, 

dan/atau Tim Pengawas. 

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana 

kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. 

(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, 

mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan 

pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. 

(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan 

pelaksanaan fisik maupu.n administrasi Swakelola. 

Bagian Kesepuluh 

Penyedia 

Pasal 17 

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i 

wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa 

yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggung jawab atas: 

a. pelaksanaan Kontrak; 

b. kualitas barang/jasa; 

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 

d. ketepatan waktu penyerahan; dan 

e. ketepatan tempat penyerahan. 

BAB ... 
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BAB IV 

PERENCANAAN PENGADAAN 

Bagian Kesatu 

Perencanaan Pengadaan 

Pasal 18 

(1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, 

penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran 

Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari 

APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan 

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah 

penetapan Pagu Indikatif. 

(3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari 

APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA 

Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan 

Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (KUA-PPAS). 

(4) Perencanaan pengadaan terdiri atas: 

a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau 

b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia. 

(5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: 

a. penetapan tipe Swakelola; 

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan 

c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran 

Biaya (RAB). 

(6) Tipe 
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(6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf 

a terdiri atas: 

a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, 

dilaksanakan, 	dan 	diawasi 	oleh 

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 	 Daerah 

penanggung jawab anggaran; 

b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan 

diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 

Daerah penanggung jawab anggaran dan 

dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 

Daerah lain pelaksana Swakelola; 

c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan 

diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 

Daerah penanggung jawab anggaran dan 

dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau 

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh 

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 	 Daerah 

penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan 

usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan 

serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana 

Swakelola. 

(7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: 

a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; 

b. penyusunan perkiraan biaya/RAB; 

c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; 

d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan 

e. penyusunan biaya pendukung. 

(8) Hasil 
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(8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP. 

Bagian Kedua 

Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja 

Pasal 19 

(1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK: 

a. menggunakan produk dalam negeri; 

b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan 

c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. 

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan 

penyebutan merek terhadap: 

a. komponen barang/jasa; 

b. suku cadang; 

c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; 

d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau 

e. barang/jasa pada Tender Cepat. 

Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk 

bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi. 

Bagian Ketiga 

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 20 

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan 

berorientasi pada: 

a. keluaran atau hasil; 

b. volume barang/jasa; 

c. ketersediaan 

(3) 

(1) 
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c. ketersediaan barang/jasa; 

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau 

e. ketersediaan anggaran belanja. 

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, 

dilarang: 

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket 

Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa 

lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan 

tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di 

beberapa lokasi/daerah masing-masing; 

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa 

yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus 

dipisahkan; 

c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa 

yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh 

usaha kecil; dan/atau 

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa 

paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi. 

Bagian Keempat 

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 21 

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada 

tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan 

Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan 

pemilihan Penyedia. 

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh 

PA/ KPA/PPK dan/atau UKPBJ. 

Bagian 
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Bagian Kelima 

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 

Pasal 22 

(1) Pengumuman RUP Kementerian/ Lembaga dilakukan 

setelah penetapan alokasi anggaran belanja. 

(2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah 

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

(3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi 

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

(4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web 

Kementerian / Lembaga/ Pemerintah 	Daerah, 	papan 

pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, 

dan/ atau media lainnya. 

(5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat 

perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA). 

BAB ... 
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BAB V 

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Bagian Kesatu 

Persiapan Swakelola 

Pasal 23 

(1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola 

meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, 

rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. 

(2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA. 

(3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh 

PA/ KPA; 

b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan 

oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh 

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah 	lain 

pelaksana Swakelola; 

c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan 

oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh 

pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau 

d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh 

pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana 

Swakelola. 

(4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga 

ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan 

Kontrak tersendiri. 

(5) Tenaga 
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(5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya 

dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan 

jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana. 

(6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam KAK kegiatan/ subkegiatan/ output. 

(7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok 

Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. 

Pasal 24 

(1) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung 

berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola. 

(2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran 

Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepala 

daerah. 

Bagian Kedua 

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 

Pasal 25 

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK 

meliputi kegiatan: 

a. menetapkan HPS; 

b. menetapkan rancangan kontrak; 

c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau 

d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan 

pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, 

dan/ atau penyesuaian harga. 

Pasal 
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Pasal 26 

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak 

langsung (overhead cost). 

(3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. 

(4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

(5) HPS digunakan sebagai: 

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran 

dan/atau kewajaran harga satuan; 

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran 

yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya; dan 

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan 

Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih 

rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. 

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian 

negara. 

(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan 

Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan 

Tender pekerjaan terintegrasi. 

(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari 

kerja sebelum batas akhir untuk: 

a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan 

pascakualifikasi; atau 

b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan 

dengan prakualifikasi. 

Pasal 
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Pasal 27 

(1) Jenis 	Kontrak 	Pengadaan 	Barang/ Pekerj aan 

Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a. Lumsum; 

b. Harga Satuan; 

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan; 

d. Terima Jadi (Turnkey); dan 

e. Kontrak Payung. 

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: 

a. Lumsum; 

b. Waktu Penugasan; dan 

c. Kontrak Payung. 

(3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan 

ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan 

tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; 

b. berorientasi kepada keluaran; dan 

c. pembayaran didasarkan pada tahapan 

produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan 

Kontrak. 

(4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan 

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga 

satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur 

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas 

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang 

telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. volume ... 
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a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat 

perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; 

b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama 

atas realisasi volume pekerjaan; dan 

c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh 

pekerjaan diselesaikan. 

(5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 

Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 

(satu) pekerjaan yang diperjanjikan. 

(6) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan 

Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan 

dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh 

pekerjaan selesai dilaksanakan; dan 

b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin 

sesuai kesepakatan dalam Kontrak. 

(7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga 

satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa 

yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu 

pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani. 

(8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa 

Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya 

belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/ atau waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum 

bisa dipastikan. 

(9) Kontrak 
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(9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun 

Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan 

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dapat berupa: 

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua 

belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; 

atau 

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila 

dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) 

Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun 

Anggaran. 

Pasal 28 

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas: 

a. bukti pembelian/pembayaran; 

b. kuitansi; 

c. Surat Perintah Kerja (SPK); 

d. surat perjanjian; dan 

e. surat pesanan. 

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya 

dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). 

(4) SPK 
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(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 

nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai 

paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan nilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan 

Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di 

atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk 

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di 

atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui 

E-purchasing atau pembelian melalui toko daring. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen 

pendukung Kontrak, diatur dalam peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan 	negara 	dan/ atau 	menteri 	yang 

menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam 

negeri. 

Pasal 29 

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan 

pekerjaan. 

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai 

kontrak untuk usaha kecil; 

b. paling ... 
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b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai 

kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa 

Konsultansi; atau 

c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai 

kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak. 

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan 

kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan. 

Pasal 30 

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: 

a. Jaminan Penawaran; 

b. Jaminan Sanggah Banding; 

c. Jaminan Pelaksanaan; 

d. Jaminan Uang Muka; dan 

e. Jaminan Pemeliharaan. 

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan 

Pekerjaan Konstruksi. 

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa bank garansi atau surety bond. 

(4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bersifat: 

a. tidak bersyarat; 

b. mudah dicairkan; dan 

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 

14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah 

pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang 

diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima. 

(5) Pengadaan 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 36 - 

(5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan 

Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan 

Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan. 

(6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, 

Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang 

menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, 

dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat 

digunakan untuk semua jenis Jaminan. 

(7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan 

lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di 

bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk 

mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang lembaga 

pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang 

memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di 

Otoritas Jasa Keuangan. 

Pasal 31 

(1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling 

sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) 

dari nilai total HPS. 

(3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan 

Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) 

dari nilai Pagu Anggaran. 

Pasal 
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Pasal 32 

(1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total 

HPS. 

(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan 

Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu 

Anggaran. 

Pasal 33 

(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak diperlukan, dalam hal: 

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah 

dikuasai oleh Pengguna; atau 

b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. 

(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai 

berikut: 

a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% 

(delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus 

persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 

5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau 

b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% 

(delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan 

Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total 

HPS. 

(4) Besaran 
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(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan 

terintegrasi adalah sebagai berikut: 

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh 

persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari 

nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 

5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau 

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh 

persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan 

Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu 

Anggaran. 

(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah 

terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau 

serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. 

Pasal 34 

(1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK 

senilai uang muka. 

(2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional 

sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. 

Pasal 35 

(1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan 

Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa 

pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi 

pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand 

Over). 

(2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa 

pemeliharaan selesai. 

(3) Besaran 
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(3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima 

persen) dari nilai kontrak. 

Pasal 36 

(1) Sertifikat Garansi diberikan 	terhadap 	kelaikan 

penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai 

dengan ketentuan dalam Kontrak. 

(2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara 

sah oleh produsen. 

Pasal 37 

(1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak 

dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak 

berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan 

ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum 

dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan 

Dokumen Pemilihan; dan 

b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus 

dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen 

Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Kontrak. 

(2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian 

harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak 

Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 

18 (delapan belas) bulan; 

b. penyesuaian 
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b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada 

huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) 

sejak pelaksanaan pekerjaan; 

c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh 

kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen 

keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), 

dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum 

dalam penawaran; 

d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai 

dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam 

Kontrak; 

e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan 

yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks 

penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; 

f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru 

sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat 

diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga 

belas) sejak adendum kontrak tersebut 

ditandatangani; dan 

g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan 

Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan 

Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal 

kontrak dan realisasi pekerjaan. 

Pasal 38 

(1) Metode 	pemilihan 	Penyedia 	Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: 

a. E-purchasing; 

b. Pengadaan Langsung; 

c. Penunjukan Langsung; 

d. Tender Cepat; dan 

e. Tender. 

(2) E-purchasing 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 41 - 

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam 

katalog elektronik. 

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

(5) Kriteria Barang/ Pekerj aan Konstruksi/Jasa Lainnya 

untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) meliputi: 

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak 

untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang 

dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; 

b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan 

Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, 

pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan 

Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta 

keluarganya serta tamu negara setingkat kepala 

negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain 

bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan 

satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan 

tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang 

secara 	keseluruhan 	tidak 	dapat 

direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; 

d. Barang/ 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 42 - 

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha 

yang mampu; 

e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang 

meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk 

yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam 

rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk 

secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan 

peningkatan ketahanan pangan; 

f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di 

lingkungan perumahan bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh 

pengembang yang bersangkutan; 

g. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 

pemegang hak paten, atau pihak yang telah 

mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak 

yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan 

izin dari pemerintah; atau 

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

setelah dilakukan Tender ulang mengalami 

kegagalan. 

(6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 

huruf d dilaksanakan dalam hal: 

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat 

ditentukan secara rinci; dan 

b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem 

Informasi Kinerja Penyedia. 

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode 

pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a sampai dengan huruf d. 

Pasal 
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Pasal 39 

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: 

a. Sistem Nilai; 

b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau 

c. Harga Terendah. 

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

memperhitungkan penilaian teknis dan harga. 

(3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis 

digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor 

umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya 

pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi 

tertentu. 

(4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk 

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di 

antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. 

Pasal 40 

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam 

pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya dilakukan dengan: 

a. 1 (satu) file; 

b. 2 (dua) file; atau 

c. 2 (dua) tahap. 

(2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

menggunakan metode evaluasi Harga Terendah. 

(3) Metode 
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(3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 

memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. 

(4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan 

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa. Lainnya yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan 

pasti; 

b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem 

dan desain penerapan teknologi yang berbeda; 

c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis 

berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang 

diajukan; dan/atau 

d. membutuhkan penyetaraan teknis. 

Pasal 41 

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas: 

a. Seleksi; 

b. Pengadaan Langsung; dan 

c. Penunjukan Langsung. 

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling 

sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang 

bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam 

keadaan tertentu. 

(5) Kriteria ... 
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(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: 

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 

(satu) Pelaku Usaha yang mampu; 

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 

(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau 

pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; 

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi 

konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter 

yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk 

menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari 

pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan 

dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak 

dapat ditunda; atau 

d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia 

Jasa Konsultansi yang sama. 

(6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk 

Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) 

kali. 

Pasal 42 

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi 

dilakukan dengan: 

a. Kualitas dan Biaya; 

b. Kualitas; 

c. Pagu Anggaran; atau 

d. Biaya Terendah. 

(2) Metode 
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(2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk 

pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, 

dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan 

dengan pasti dalam KAK. 

(3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang 

ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu 

penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan 

pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa 

Konsultansi Perorangan. 

(4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk 

ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan 

dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh 

melebihi Pagu Anggaran. 

(5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk 

pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan 

standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan. 

Pasal 43 

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada 

pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan 

Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan 

metode satu file. 

(2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada 

pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi 

menggunakan metode dua file. 

Pasal 44 

(1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan 

usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia. 

(2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau 

prakualifikasi. 

(3) Pascakualifikasi 
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(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan 

pemilihan sebagai berikut: 

a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau 

b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan. 

(4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan 

evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem 

gugur. 

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan 

sebagai berikut: 

a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

untuk Pengadaan yang bersifat kompleks; 

b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau 

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa 

Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya. 

(6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran 

dengan menggunakan metode: 

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk 

Penyedia Jasa Konsultansi. 

(7) Hasil prakualifikasi menghasilkan: 

a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya; atau 

b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi. 

(8) Dalam 
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(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem 

Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian 

kualifikasi. 

(9) Pokja Pemilihan dilarang menarnbah persyaratan 

kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif. 

(10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah 

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi 

tinggi, mengguna.kan peralatan yang didesain khusus, 

dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana 

cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

Pasal 45 

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan 

berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan 

dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 

Pasal 46 

Dokumen Pemilihan terdiri atas: 

a. Dokumen Kualifikasi; dan 

b. Dokumen 	Tender/ Seleksi/ Penunjukan 	Langsung/ 

Pengadaan Langsung. 

BAB ... 
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BAB VI 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI 

SWAKELOLA 

Bagian Kesatu 

Pelaksanaan 

Pasal 47 

(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai 

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 	Daerah 	lain 

dan/atau tenaga ahli; 

b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% 

(lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan 

c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa 

melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan 

dalam Peraturan Presiden ini. 

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerj a sama dengan 

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 	Daerah 	lain 

pelaksana Swakelola; dan 

b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim 

Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan 

kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

(3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan 

Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas. 

(4) Pelaksanaan 
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(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan 

Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat. 

(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak 

sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh 

melalui Penyedia. 

Bagian Kedua 

Pembayaran Swakelola 

Pasal 48 

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Pengawasan dan Pertanggungjawaban 

Pasal 49 

(1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan 

Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara 

berkala. 

(2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola 

kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima. 

(3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara 

berkala. 

BAB ... 
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BAB VII 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI 

PENYEDIA 

Bagian Kesatu 

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia 

Pasal 50 

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: 

a. Pelaksanaan Kualifikasi; 

b. Pengumuman dan/atau Undangan; 

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; 

d. Pemberian Penjelasan; 

e. Penyampaian Dokumen Penawaran; 

f. Evaluasi Dokumen Penawaran; 

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan 

h. Sanggah. 

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi 

ditambahkan tahapan Sanggah Banding. 

(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan 

klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan 

biaya setelah masa sanggah selesai. 

(4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi 

Kinerja Penyedia; 

peserta hanya memasukan penawaran harga; 

c. evaluasi 
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c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; 

dan 

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran 

terendah. 

(5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk 

barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan 

nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, 

kepala lembaga, atau kepala daerah. 

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan 

mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan 

disertai negosiasi teknis maupun harga. 

(7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai 

berikut: 

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia 

untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang 

menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau 

b. permintaan penawaran yang disertai dengan 

klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada 

Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang 

menggunakan SPK. 

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP 

diumumkan. 

(9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus 

ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat 

dilaksanakan setelah: 

a. penetapan Pagu Anggaran K/ L; atau 

b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(10) Pelaksanaan 
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(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu 

melalui aplikasi SIRUP. 

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode 

penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction). 

Bagian Kedua 

Tender/Seleksi Gagal 

Pasal 51 

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal: 

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada 

peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; 

atau 

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 

3 (tiga) peserta. 

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal: 

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; 

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen 

penawaran setelah ada pemberian waktu 

perpanjangan; 

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; 

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan 

atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Presiden ini; 

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN); 

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak 

sehat; 

g. seluruh 
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g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; 

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau 

i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK. 

(3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh 

Pokja Pemilihan. 

(4) Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf i dinyatakan oleh PA/ KPA. 

(5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera 

melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan: 

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang 

lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi 

dilanjutkan; atau 

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang 

lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses 

Penunjukan Langsung. 

(6) Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera 

melakukan: 

a. evaluasi penawaran ulang; 

b. penyampaian penawaran ulang; atau 

c. Tender/Seleksi ulang. 

(7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan 

kesalahan evaluasi penawaran. 

(8) Penyampaian 
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(8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/ Seleksi 

gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan 

huruf h. 

(9) Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) huruf c, dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, 

huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i. 

(10) Dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan 

PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan 

kriteria: 

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan 

Tender/ Seleksi. 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Kontrak 

Pasal 52 

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: 

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 

(SPPBJ); 

b. Penandatanganan Kontrak; 

c. Pemberian uang muka; 

d. Pembayaran prestasi pekerjaan; 

e. Perubahan Kontrak; 

f. Penyesuaian harga; 

g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak; 

h. Pemutusan 
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h. Pemutusan Kontrak; 

i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau 

j. Penanganan Keadaan Kahar. 

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau 

menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal 

belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia 

anggaran belanja yang dapat mengakibatkan 

dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk 

kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. 

Bagian Keempat 

Pembayaran Prestasi Pekerjaan 

Pasal 53 

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada 

Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang 

muka, retensi, dan denda. 

(2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% 

(lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan 

Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa 

Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. 

(3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan 

kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus 

dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor 

se suai dengan realisasi pekerjaannya. 

(4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam 

bentuk: 

a. pembayaran bulanan; 

b. pembayaran b e rd a sarkan tahapan penyele saian 

pekerjaan / termin; atau 

c. pembayaran 
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c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian 

pekerjaan. 

(5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan 

untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya 

dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum 

barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan 

jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. 

(6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau 

bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari 

hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah 

dicantumkan dalam Kontrak. 

(7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi 

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bagian Kelima 

Perubahan Kontrak 

Pasal 54 

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan 

pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau 

spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen 

Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan 

perubahan kontrak, yang meliputi: 

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum 

dalam Kontrak; 

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi 

lapangan; dan/ atau 

d. mengubah jadwal pelaksanaan. 

(2) Dalam ... 
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(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, 

perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan 

penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% 

(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam 

Kontrak awal. 

Bagian Keenam 

Keadaan Kahar 

Pasal 55 

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak 

dapat dihentikan. 

(2) Dalam hal pelaksandan Kontrak dilanjutkan, para pihak 

dapat melakukan perubahan kontrak. 

(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak 

disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun 

Anggaran. 

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur 

dalam Kontrak. 

Bagian Ketujuh 

Penyelesaian Kontrak 

Pasal 56 

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan 

sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK 

menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan 

pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

(2) Pemberian 
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(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya 

mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan 

sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan 

perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. 

(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran. 

Bagian Kedelapan 

Serah Terima Hasil Pekerjaan 

Pasal 57 

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai 

dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk 

serah terima barang/jasa. 

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang 

diserahkan. 

(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah 

Terima. 

Pasal 58 

(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57 kepada PA/KPA. 

(2) PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan 

pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang 

akan diserahterimakan. 

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam Berita Acara. 

BAB ... 
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BAB VIII 

PENGADAAN KHUSUS 

Bagian Kesatu 

Pengadaan Barang/Jasa 

Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 

Pasal 59 

(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk 

keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga 

negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau 

luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan 

harus dilakukan segera. 

(2) Keadaan darurat meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana 

sosial; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

c. kerusakan 	sarana/ prasarana 	yang 	dapat 

mengganggu kegiatan pelayanan publik; 

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, 

perkembangan situasi politik dan keamanan di luar 

negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan 

pemerintah asing yang memiliki dampak langsung 

terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara 

Indonesia di luar negeri; dan/atau 

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain 

yang terkena bencana. 

(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Keadaan 
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(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan 

transisi darurat ke pemulihan. 

(5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat 

yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa 

sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan 

memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan 

Barang/Jasa sejenis. 

(6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan 

penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan 

pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan 

darurat. 

(7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi 

dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan 

dapat melewati masa keadaan darurat. 

Bagian Kedua 

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri 

Pasal 60 

(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri 

berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden 

ini. 

(2) Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Presiden 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa 

di negara setempat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan 

Barang/Jasa di Luar Negeri diatur oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar 

negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP. 

Bagian 
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Bagian Ketiga 

Pengecualian 

Pasal 61 

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini 

adalah: 

a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan 

Umum; 

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan 

berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas 

kepada masyarakat; 

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai 

dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau 

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum 

diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan 

Layanan Umum. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d 

diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. 

Bagian Keempat 

Penelitian 

Pasal 62 

(1) Penelitian dilakukan oleh: 

a. PA/ KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah sebagai penyelenggara penelitian; dan 

b. pelaksana penelitian. 

(2) Penyelenggara 
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(2) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a memiliki kewenangan: 

a. menetapkan rencana strategis penelitian yang 

mengacu pada arah pengembangan penelitian 

nasional; 

b. menetapkan program penelitian tahunan yang 

mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau 

untuk mendukung perumusan dan penyusunan 

kebijakan pembangunan nasional; dan 

c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan 

penelitian. 

(3) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil 

Negara; 

b. Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah; 

c. Perguruan Tinggi; 

d. Ormas; dan/atau 

e. Badan Usaha. 

(4) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan. 

(5) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian. 

(6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian 

yang bersifat khusus. 

(7) Penelitian dapat menggunakan anggaran belanj a 

dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 

1 (satu) penyelenggara penelitian. 

(8) Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian 

selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) 

Tahun Anggaran. 

(9) Pembayaran 



PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 64 - 

(9) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan 

secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak 

penelitian. 

(10) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan 

dalam kontrak penelitian. 

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan 

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan 

tinggi. 

Bagian Kelima 

Tender/Seleksi Internasional dan 

Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri 

Pasal 63 

(1) Tender/ Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk: 

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling 

sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun 

rupiah); 

b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling 

sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 

miliar rupiah); 

c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling 

sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima 

miliar rupiah); atau 

d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga 

Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing. 

(2) Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai 

kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku 

Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi 

persyaratan. 

(3) Badan Usaha 
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(3) Badan usaha asing yang mengikuti Tender/ Seleksi 

Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha 

nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau 

bentuk kerja sama lainnya. 

(4) Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama 

dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku 

cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual. 

(5) Pengadaan 	Barang/ Pekerjaan 	Konstruksi/Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui 

Tender/ Seleksi Internasional diumumkan dalam situs web 

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan situs web 

komunitas internasional. 

(6) Dokumen Pemilihan melalui Tender/ Seleksi Internasional 

paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris. 

(7) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap 

Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan. 

(8) Pembayaran Kontrak melalui Tender/Seleksi Internasional 

dapat menggunakan mata uang rupiah dan/ atau sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 64 

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang 

pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau 

hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam 

perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar 

negeri. 

(2) Proses ... 
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(2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang 

pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat 

dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman 

luar negeri (advance procurement). 

(3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada LKPP. 

BAB IX 

USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, 

DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN 

Bagian Kesatu 

Peran Serta Usaha Kecil 

Pasal 65 

(1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil. 

(2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas 

peran serta usaha kecil. 

(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-

banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan 

prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan 

sistem, dan kualitas kemampuan teknis. 

(4) Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa 

Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar 

lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya 

bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang 

menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi 

oleh usaha kecil. 

(5) LKPP dan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah 

memperluas peran serta usaha kecil dengan 

mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam 

katalog elektronik. 

(6) Penyedia 
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(6) Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan 

dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil 

dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja 

sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki 

kemampuan di bidang yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 

Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Pasal 66 

(1) Kementerian/ Lembaga/ Perangkat 	Daerah 	wajib 

menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang 

bangun dan perekayasaan nasional. 

(2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta 

yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat 

Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot 

Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat 

puluh persen). 

(3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Ketentuan sebagaimana,dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan 

Dokumen Pemilihan. 

(5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal: 

a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam 

negeri; atau 

b. volume produksi dalam negeri tidak mampu 

memenuhi kebutuhan. 

(6) LKPP 
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(6) LKPP dan/ atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah 

Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam 

negeri dalam katalog elektronik. 

Pasal 67 

(1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam 

negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga 

yang dapat diterima. 

(2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan 

Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang 

memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima 

persen). 

Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua 

puluh lima persen). 

Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang 

dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% 

(tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran 

terendah dari badan usaha asing. 

(6) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga 

penawaran yang telah memenuhi persyaratan 

administrasi dan teknis. 

(7) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah 

Hasil Evaluasi Akhir (HEA). 

(8) HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 — KP) x HP dengan: 

KP = TKDN x preferensi tertinggi 

KP adalah Koefisien Preferensi 

HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik. 

(9) Dalam 
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(9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan 

HEA terendah yang sama, penawar dengan. TKDN lebih 

besar ditetapkan sebagai pemenang. 

Bagian Ketiga 

Pengadaan Berkelanjutan 

Pasal 68 

(1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspek berkelanjutan. 

(2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa 

sepanjang usia barang/jasa tersebut; 

b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, 

jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan 

komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan 

keberagaman; dan 

c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan 

dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, 

kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan 

sumber daya alam sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh: 

a. PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan 

Pengadaan Barang/Jasa; 

b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan 

rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

dan 

c. Pokja 	Pemilihan/ Pejabat 	Pengadaan/Agen 

Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan. 

BAB ... 
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BAB X 

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 

Bagian Kesatu 

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 

Pasal 69 

(1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan 

secara elektronik menggunakan sistem informasi yang 

terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 

dan sistem pendukung. 

(2) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung. 

Pasal 70 

(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan 

memanfaatkan E-marketplace. 

(2) E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan 

infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia 

berupa: 

a. Katalog Elektronik; 

b. Toko Daring; dan 

c. Pemilihan Penyedia. 

(3) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, 

membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan 

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa. 

(4) Dalam 
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(4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan 

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat 

bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha. 

(5) Dalam rangka pengembangan E-marketplace sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan 

peta jalan pengembangan E-marketplace Pengadaan 

Barang/Jasa. 

Pasal 71 

(1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas: 

a. Perencanaan Pengadaan; 

b. Persiapan Pengadaan; 

c. Pemilihan Penyedia; 

d. Pelaksanaan Kontrak; 

e. Serah Terima Pekerjaan; 

f. Pengelolaan Penyedia; dan 

g. Katalog Elektronik. 

(2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, 

penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem 

informasi lain yang terkait dengan SPSE. 

(3) Sistem pendukung SPSE meliputi: 

a. Portal Pengadaan Nasional; 

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan 

Barang/Jasa; 

c. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian 

permasalahan hukum; 

d. Pengelolaan peran serta masyarakat; 

e. Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan 

f. Monitoring dan Evaluasi. 

Pasal 
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Pasal 72 

(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik 

nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog 

elektronik lokal. 

(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, 

TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri 

hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya 

terkait barang/jasa. 

(3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog 

elektronik 	 dilaksanakan 	 oleh 

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah atau LKPP. 

(4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan 

metode: 

a. Tender; atau 

b. Negosiasi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog 

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan. Peraturan Kepala Lembaga. 

Bagian Kedua 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

Pasal 73 

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
	

Daerah 

menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara 

elektronik. 

(2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan 

Barang/Jasa dan infrastrukturnya; 

b. pelaksanaan 
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b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna 

seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; 

dan 

c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan 

oleh pemangku kepentingan. 

(3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan 

keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung. 

(4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan 

pengadaan secara elektronik. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan 

pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. 

BAB XI 

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN 

Bagian Kesatu 

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 74 

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri 

atas: 

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan 

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah; 

b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional 

Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia di 

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; dan/atau 

c. personel selain yang dimaksud pada huruf a dan 

huruf b. 

(2) Sumber 
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(2) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1) 

huruf c memiliki kompetensi di bidang Pengadaan 

Barang/Jasa. 

(3) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 

UKPBJ. 

(4) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau 

rentang kendali organisasi, Sumber Daya Manusia 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, 

PjPHP/PPHP dapat berkedudukan di luar UKPBJ. 

Bagian Kedua 

Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 75 

(1) Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah membentuk 

UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan 

pengadaan 
	

barang/jasa 	 pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: 

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 

c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 

Pengadaan Barang/Jasa; 

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau 

bimbingan teknis; dan 

e. pelaksanaan 
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e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

menteri/kepala lembaga/kepala daerah. 

(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 

struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat 

dilaksanakan oleh unit kerja terpisah. 

BAB XII 

PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, 

DAN PELAYANAN HUKUM 

Bagian Kesatu 

Pengawasan Internal 

Pasal 76 

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan 

pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat 

pengawasan 	 internal 	 pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, 

evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. 

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, 

pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima 

pekerjaan. 

(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa 

meliputi: 

a. pernenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; 

b. kepatuhan terhadap peraturan; 

c. pencapaian TKDN; 

d. penggunaan 
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d. penggunaan produk dalam negeri; 

e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha 

kecil; dan 

f. Pengadaan Berkelanjutan. 

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait 

dan/atau lembaga yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urus an p eme rin tah an di bid ang 

pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan 

nasional. 

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

Bagian Kedua 

Pengaduan oleh Masyarakat 

Pasal 77 

Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP 

disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. 

Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan 

masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. 

APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. 

APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada 

menteri/kepala lembaga/kepala daerah. 

Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah melaporkan 

kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini 

adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara. 

(6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi 

masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

(7) LKPP 
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(7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

Bagian Ketiga 

Sanksi 

Pasal 78 

(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang 

dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia 

adalah: 

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak 

benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan 

dalam Dokumen Pemilihan; 

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta 

lain untuk mengatur harga penawaran; 

c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; 

atau 

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat 

diterima 	oleh 	Pejabat 	Pengadaan/Pokja 

Pemilihan/Agen Pengadaan. 

(2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah 

menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah 

pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum 

penandatanganan Kontrak. 

(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi 

adalah: 

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan 

pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam 

masa pemeliharaan; 

b. menyebabkan kegagalan bangunan; 

c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; 

d. melakukan 
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d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil 

pekerjaan berdasarkan hasil audit; 

e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai 

dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau 

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

Kontrak. 

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan: 

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; 

b. sanksi pencairan jaminan; 

c. Sanksi Daftar Hitarn; 

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau 

e. sanksi denda. 

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: 

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi 

digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan 

Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) 

tahun; 

b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan 

Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) 

tahun; 

c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran 

dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; 

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan 

Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan 

Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) 

tahun; 

e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi 

ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; 

atau 

f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan. 

Pasal 
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Pasal 79 

(1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/ KPA 

atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen 

Pengadaan. 

(2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/ KPA 

atas usulan Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agen 

Pengadaan. 

(3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) 

huruf d, ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK. 

(4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh 

PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai 

kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari 

keterlambatan. 

(5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

(6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan. 

Pasal 80 

(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang 

dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa : 

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak 

benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan 

dalam Dokumen Pemilihan; 

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta 

lain untuk mengatur harga penawaran; 

c. terindikasi 



PRESIDEN 
REPUEILIK INDONESIA 

- 80 

c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; 

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat 

diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau 

e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani 

kontrak katalog. 

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi 

dalam proses. E-purchasing berupa tidak memenuhi 

kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau 

surat pesanan. 

(3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dikenakan: 

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan; 

b. Sanksi Daftar Hitam; 

c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi 

E-purchasing; dan/atau 

d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog 

elektronik. 

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: 

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan 

sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar 

Hitam selama 2 (dua) tahun; 

b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar 

Hitam selama 1 (satu) tahun; 

c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan 

sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi 

E-purchasing selama 6 (enam) bulan; atau 

d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog 

elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman 

Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun. 

(5) Pengenaan 
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(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah 

atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen 

Pengadaan dan/atau PPK. 

Pasal 81 

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) 

huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana. 

Pasal 82 

(1) Sanksi 	administratif 	dikenakan 	kepada 

PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ 

PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang 

menjadi kewajibannya. 

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat 

dikenakan 	kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat 

Peng4daan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang terbukti 

melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau 

Peradilan Tata Usaha Negara. 

Bagian 
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Bagian Keempat 

Daftar Hitam Nasional 

Pasal 83 

(1) PA/KPA 	menyampaikan 	identitas 	peserta 

pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam 

kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan 

pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam 

Daftar Hitam Nasional. 

(2) LKPP menyelenggarakan. Daftar Hitam Nasional. 

Bagian Kelima 

Pelayanan Hukurn Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 84 

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah 	Daerah 	wajib 

memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan 

Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum 

terkait Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan 

pengadilan. 

(3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok 

masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha 

yang bertindak sebagai Agen Pengadaan. 

Bagian 
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Bagian Keenam 

Penyelesaian Sengketa Kontrak 

Pasal 85 

(1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia 

dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui 

layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau 

penyelesaian melalui pengadilan. 

(2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa 

kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 86 

(1) Menteri/ kepala 	lembaga 	dapat 	menindaklanjuti 

pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan 

yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/peraturan 

kepala lembaga. 

(2) Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan 

Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai 

APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah. 

Pasal 87 

(1) LKPP mengembangkan sistem dan kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa se suai dengan perkembangan dan 

kebutuhan, dengan mempertimbangkan tujuan, 

kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Hasil pengembangan sistem dan kebijakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan 

Kepala Lembaga. 

BAB ... 
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BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 88 

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku: 

a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 

31 Desember 2020; 

b. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat 

oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib memiliki 

sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa 

paling lambat 31 Desember 2023; 

c. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat 

oleh personel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 

ayat (1) huruf c wajib memiliki sertifikat kompetensi di 

bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 

31 Desember 2023; 

d. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki 

Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan 

Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat 

kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai 

dengan 31 Desember 2023. 

Pasal 
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Pasal 89 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini: 

1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan 

dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Bara.ng/Jasa Pemerintah. 

2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan 

berakhirnya Kontrak. 

Pasal 90 

(1) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang industri pertahanan. 

(2) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai syarat dan tata 

cara pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan 

belum ada, Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan 

Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Presiden ini. 

BAB ... 
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BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 91 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai: 

a. jenis dan uraian barang/jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3; 

b. pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8; 

c. Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14; 

d. perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18; 

e. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21; 

f. persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23, dan pelaksanaan Swakelola sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 47; 

g. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; 

h. jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27; 

i. metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41; 

metode 	evaluasi 	penawaran 	Penyedia 

Barang/ Pekerjaan 	Konstruksi/Jasa 	Lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Jasa 

Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; 

k. metode 
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k. metode penyampaian dokumen penawaran dalam 

pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ 

Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, 

dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43; 

1. kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44; 

m. jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45; 

n. dokumen pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46; 

o. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui 

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

sampai dengan Pasal 58; 

p. Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan 

darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; 

q. pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61; 

r. Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63; 

s. katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72; 

t. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74; 

u. kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pa sal 75; 

v. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 

sampai dengan Pasal 82; 

w. Daftar Hitam NasiOnal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 83; 

x. layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 85; dan 

y. pengembangan 
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pengembangan sistem dan kebijakan dalam 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 87, 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 

90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan 

Presiden ini diundangkan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kontrak dan 

dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 untuk pendanaan yang bersumber dari 

APBN, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk 

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 ditetapkan dengan peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari 

terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung 

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk 

pendanaan yang bersumber dari APBD, dan pemberian 

kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan 

pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ditetapkan dengan peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam 

negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung 

sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara 

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan dengan peraturan 

menteri yang menyelenggarakan• urusan pemerintahan di 

bidang luar negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari 

terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. 

(5) Ketentuan 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan dengan peraturan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang riset dan pendidikan tinggi paling lama 90 

(sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden 

ini diundangkan. 

Pasal 92 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 93 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua 

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan 

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau 

belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. 

Pasal 94 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar ... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Maret 2018 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Maret 2018 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 33 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 
Deputi Bidang Perekonomian, 

gtina iMurbahingsih 
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PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK  INDONESIA  

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG  

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang   :    a.  bahwa untuk mengoptimalkan layanan 

informasi publik, Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik perlu diganti; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal 

11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan 

Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Informasi tentang Standar 

Layanan Informasi Publik;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN    KOMISI     INFORMASI     TENTANG  

STANDAR   LAYANAN   INFORMASI PUBLIK 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

  

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:  

1. Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya 

disebut Standar Layanan adalah ukuran yang 

dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, 

penyediaan, dan penyampaian Informasi  Publik. 

2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, 

dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, 

dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang 

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai 

dengan perkembangan teknologi Informasi dan 

komunikasi secara elektronik ataupun 

nonelektronik. 
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3. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan 

data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, 

Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik 

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 

sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, 

atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti 

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya. 

4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan negara 

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan 

publik lainnya yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan serta Informasi lain yang 

berkaitan dengan kepentingan publik. 

5. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi 

Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 

melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 

angka, kode akses, simbol atau perforasi yang 

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. 

6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk 

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 

memproses, mengumumkan, menganalisis, 
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dan/atau menyebarkan Informasi. 

7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat 

dan prosedur elektronik yang berfungsi 

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, 

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau 

menyebarkan Informasi Elektronik. 

8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, 

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, 

yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau 

organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan 

masyarakat, dan/atau luar negeri. 

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang 

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau 

pelayanan Informasi di Badan Publik. 

10. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID 

adalah pejabat yang merupakan atasan langsung 

PPID dan/atau atasan dari atasan langsung  

11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok 

orang, badan hukum, atau Badan Publik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
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12. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu 

yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta 

dilindungi    kerahasiaannya. 

13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

14. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan 

instansi daerah yang melaksanakan kegiatan 

pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data 

yang disampaikan oleh produsen data, serta 

menyebarluaskan data. 

15. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-

pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses 

melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data 

untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang 

saling berinteraksi. 

17. Bantuan Kedinasan adalah kerjasama antar Badan 

Publik guna kelancaran penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik. 

18. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara 

dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan 

permintaan Informasi Publik. 

19. Permintaan Informasi Publik adalah permohonan 

untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan 
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Publik. 

20. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi 

keterangan secara sistematis tentang seluruh 

Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan 

Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang 

dikecualikan. 

21. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang 

berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang 

Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan 

pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis 

standar layanan Informasi Publik, dan 

menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui 

mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. 

22. Hari adalah hari kerja. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi: 

a. Pelaksana Layanan Informasi Publik; 

b. Klasifikasi Informasi; 

c. Standar Layanan; 

d. Bantuan Kedinasan; dan 

e. Laporan dan Evaluasi. 

 
     BAB II 

   PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

Bagian Kesatu 

Badan Publik 

 

Paragraf 1 

Kategori 
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Pasal 3 

(1) Badan Publik terdiri atas Badan Publik Negara dan 

selain Badan Publik Negara. 

(2) Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa: 

a. lembaga legislatif; 

b. lembaga eksekutif; 

c. lembaga yudikatif; 

d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah; dan 

e. Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang 

dimiliki oleh Negara. 

(3) Badan Publik selain Badan Publik Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  

a. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; 

dan 

b. partai politik. 

Paragraf 

Hak dan Kewajiban 

 

Pasal 4 
(1) Badan Publik berhak: 

a. menolak memberikan Informasi Publik yang 
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dikecualikan berdasarkan undang-undang. 

b. menolak memberikan Informasi Publik apabila 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan 

Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan 

Kedinasan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik. 

(2) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 

Pasal 5 

(1) Badan Publik wajib: 

a. menyediakan, membuka, dan memberikan 

Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, 

biaya ringan dan cara sederhana, kecuali 

Informasi yang dikecualikan;  

b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, 

benar, dan tidak menyesatkan;  

c. membangun dan mengembangkan sistem 

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 

dan pelayanan Informasi Publik;  

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap 

kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak 

setiap Orang atas Informasi Publik; dan 

e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 

Informasi Publik yang dikecualikan; 

(2) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. menetapkan standar layanan; 

b. menunjuk dan menetapkan PPID; 
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c. menetapkan dan memutakhirkan Daftar 

Informasi Publik; 

d. menyediakan sarana dan prasarana layanan 

Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan 

nonelektronik; 

e. menetapkan standar biaya perolehan salinan 

Informasi Publik; 

f. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan 

Informasi Publik; 

g. membuat dan mengumumkan laporan layanan 

Informasi Publik; 

h. menyampaikan salinan laporan layanan 

Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan 

i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan 

pelaksanaan layanan Informasi Publik pada 

instansinya; 

(3) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (1) wajib memperhatikan 

pelindungan Data Pribadi. 

(4) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(5) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (1) wajib memperhatikan 

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. 

(6) Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas 

sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (5) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 

Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

 
Paragraf 1 

Struktur 

 
Pasal 6 

(1) Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi 

terdiri atas: 

a. Atasan PPID; 

b. PPID; 

c. PPID Pelaksana; 

d. Tim Pertimbangan; dan/atau 

e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.   

(2) Atasan PPID dijabat oleh pejabat struktural tertinggi 

di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain 

yang ditetapkan oleh Badan Publik. 

(3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melekat pada pejabat yang membidangi urusan 

pelayanan Informasi dan dokumentasi dan/atau 

kehumasan. 

(4) PPID Pelaksana dijabat oleh pejabat di masing-

masing unit kerja/satuan kerja/unit 

organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan 

lainnya. 

(5) Tim Pertimbangan ditunjuk oleh Atasan PPID 

dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang 

hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi 

Publik. 

(6) Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan 

PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di 

bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi 

Publik. 
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(7) Struktur kelembagaan pengelola Informasi dan 

dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik. 

 

Paragraf 2 

Tanggung Jawab 

 
Pasal 7 

(1) Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan 

mengembangkan sistem layanan Informasi Publik 

yang meliputi proses penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan 

Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas 

Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan 

Publik dalam hal terjadi sengketa informasi. 

(2) PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan 

Informasi Publik yang meliputi proses 

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan 

pelayanan Informasi Publik di Badan Publik. 

(3) PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu 

pelaksanaan layanan Informasi Publik yang 

meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di 

masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit 

organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan 

lainnya. 

(4) Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu 

merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar 

Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan. 

(5) Petugas Pelayanan Informasi Publik 

bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID 

dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan dan pelayanan Informasi Publik. 
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Paragraf 3 

Tugas dan Wewenang Atasan PPID 

 
Pasal 8 

(1) Atasan PPID bertugas: 

a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana; 

b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi 

Publik di Badan Publik; 

c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan 
Informasi Publik; 

d. mewakili Badan Publik di dalam proses 

penyelesaian sengketa di Komisi Informasi 

dan/atau di Pengadilan; dan 

e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, 

dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan 

Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan 

PPID Pelaksana. 

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Atasan PPID berwenang: 

a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID 
Pelaksana; 

b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi 

Publik di Badan Publik; 

c. memberikan tanggapan atas keberatan yang 

diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk 

ditindaklanjuti oleh PPID; 

d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di 

dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi 

Informasi dan/atau di Pengadilan; dan 

e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, 

pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas 

pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang 

dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat 
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Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan 

Informasi. 

 

Pasal 9 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Atasan PPID 

di Badan Publik Negara dapat berkoordinasi dengan 

Pembina Data baik di instansi pusat maupun di 

instansi daerah. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Paragraf 4 

Tugas dan Wewenang PPID 

 

Pasal 10 

(1) PPID bertugas: 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan 

Informasi Publik; 

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan 

layanan Informasi Publik; 

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan 

proses penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; 

d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan 

pengumpulan dokumen Informasi Publik dari 

PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan 

Informasi di Badan Publik; 

e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; 

f. menentukan Informasi Publik yang dapat 

diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; 

g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 
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Informasi Publik yang akan dikecualikan; 

h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan 

pemutakhiran Daftar Informasi Publik; 

i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan 

efisien agar mudah diakses oleh publik; dan 

j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, 

dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan 

teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID 

Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan 

Informasi. 

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PPID berwenang: 

a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik; 

b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan 

layanan Informasi Publik; 

c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja 

secara berkala dan/atau sesuai dengan 

kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan 

Informasi Publik; 

d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana 

dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam 

melaksanakan pelayanan Informasi Publik; 

e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi 

Publik dapat diakses publik atau tidak 

berdasarkan pengujian tentang konsekuensi 

atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, 

dengan persetujuan Atasan PPID; 

f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan 

menyampaikan pertimbangan secara tertulis 

apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk 

Informasi yang dikecualikan atau rahasia, 

dengan persetujuan Atasan PPID; 
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g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas 

Pelayanan Informasi untuk membuat, 

mengelola, memelihara, dan/atau 

memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan 

h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, 

pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas 

pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik 

yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau 

Petugas Pelayanan Informasi. 

 

Pasal 11 

(1) Selain melaksanakan tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam 

rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data 

Indonesia, PPID di Badan Publik Negara dapat:  

a. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan/atau 

b. berkoordinasi dengan Walidata baik di instansi 

pusat maupun di instansi daerah. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Paragraf 5 

Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana  

 

Pasal 12 

(1) PPID Pelaksana bertugas: 

a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, 

tugas, dan kewenangannya; 

b. melaksanakan kebijakan teknis layanan 
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Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; 

c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan 

Informasi Publik; 

d. mengumpulkan dokumen Informasi

 Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di 

Badan Publik; 

e. membantu PPID melakukan verifikasi 

dokumen Informasi Publik; 

f. membantu membuat, mengelola, 

memelihara, dan memutakhirkan Daftar 

Informasi Publik; dan 

g. menjamin ketersediaan dan akselerasi 

layanan Informasi Publik agar mudah 

diakses oleh publik. 

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PPID Pelaksana berwenang: 

a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas 

Pelayanan Informasi di Badan Publik; 

b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan 

Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan 

pelayanan Informasi Publik; dan 

c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk 

menyiapkan dokumen untuk membantu PPID 

dalam melaksanakan pengujian konsekuensi 

atas Informasi Publik yang akan dikecualikan 

atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam 

hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau 

Permintaan Informasi Publik ditolak. 

 

 

BAB III INFORMASI 
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Bagian 

Kesatu Umum 

Pasal 13 

(1) Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas: 

a. Informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala; 

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta 

merta; dan/atau 

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 

(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan 

Publik terdiri atas: 

a. Informasi yang dapat membahayakan negara; 

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan 

pelindungan usaha dari persaingan usaha tidak 

sehat; 

c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi; 

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia 
jabatan; 

e. Informasi yang diminta belum

 dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau 

f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan 

ketentuan undang-undang. 

(3) Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan 

ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf f terdiri atas: 

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 

dapat menghambat proses penegakan hukum; 

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 

dapat mengganggu kepentingan pelindungan 
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hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan 

dari persaingan usaha tidak sehat; 

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 

dapat membahayakan pertahanan dan 

keamanan negara; 

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 

dapat mengungkapkan kekayaan alam 

Indonesia; 

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, 

dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 

dapat merugikan kepentingan hubungan luar 

negeri; 

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat 

mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat 

pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang; 

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 

dapat mengungkap rahasia pribadi; dan/atau 

i. memorandum atau surat-surat antar Badan 

Publik atau intra Badan Publik, yang menurut 

sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan 

Komisi Informasi atau pengadilan. 

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disediakan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) 

atau dokumen nondigital (hardcopy). 

(5) Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen 
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nondigital (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik. 

(6) Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dan ayat (5) wajib memenuhi kaidah 

Interoperabilitas Data. 

 

Bagian Kedua 

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 

Secara Berkala  

Pasal 14 

(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan

 secara berkala Informasi Publik. 

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit terdiri atas: 

a. Informasi tentang profil Badan Publik; 

b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau 

kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup 

Badan Publik; 

c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam 

lingkup Badan Publik; 

d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit; 

e. ringkasan laporan akses Informasi Publik; 

f. Informasi tentang peraturan, keputusan, 

dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau 

berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh 

Badan Publik; 

g. Informasi tentang prosedur memperoleh 

Informasi Publik; 

h. Informasi tentang tata cara pengaduan 

penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran 

oleh Badan Publik; 

i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa; 
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j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan 

k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan 

prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap 

kantor Badan Publik. 

 
Pasal 15 

(1) Informasi tentang profil Badan Publik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling 

sedikit terdiri atas: 

a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, 

alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud 

dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik serta 

kantor unit-unit di bawahnya; 

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
Badan Publik; 

c. struktur organisasi, gambaran umum setiap 

satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; 

dan 

d. laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang 

telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan 

Publik untuk diumumkan. 

(2) Ringkasan Informasi tentang program 

sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b 

paling sedikit terdiri dari: 

a. nama program dan kegiatan; 

b. penanggungjawab, pelaksana program dan 

kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat 

yang dapat dihubungi; 

c. target dan/atau capaian program dan kegiatan; 

d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 

e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi 
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sumber dan jumlah; 

f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan 

Publik; 

g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan 

langsung dengan hak-hak masyarakat; 

h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai 

dan/atau pejabat Badan Publik Negara; dan 

i. Informasi tentang penerimaan calon  peserta  

didik pada Badan Publik yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk 

umum. 

(3) Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa 

uraian tentang realisasi kegiatan yang telah 

maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. 

(4) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling 

sedikit terdiri atas: 

a. rencana dan laporan realisasi anggaran; 

b. neraca; 

c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan 

keuangan yang disusun sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku; dan 

d. daftar aset dan investasi. 

(5) Ringkasan laporan akses Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 

huruf e paling sedikit terdiri atas: 

a. jumlah Permintaan Informasi Publik yang 

diterima; 

b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap 

Permintaan Informasi Publik; 
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c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang 

dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan 

Permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan 

d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik. 

(6) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau 

kebijakan yang mengikat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri 

atas: 

a. daftar rancangan dan tahap pembentukan 

peraturan perundang-undangan, keputusan, 

dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses 

pembuatan; dan  

b. daftar peraturan perundang-undangan, 

keputusan, dan/atau kebijakan yang telah 

disahkan atau ditetapkan.     

(7) Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi 

Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) huruf g paling sedikit terdiri atas: 

a. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan 

b. tata cara pengajuan keberatan dan proses 

penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut 

pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat 

dihubungi. 

(8) Informasi tentang tata cara pengaduan 

penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh 

Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (2) huruf h terdiri atas: 

a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang 

atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan 

b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang 

atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan 

izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang 
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bersangkutan. 

(9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 

huruf i paling sedikit terdiri atas: 

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen 

Rencana Umum Pengadaan (RUP). 

b. tahap pemilihan, meliputi: 

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta 

Riwayat HPS; 

3. Spesifikasi Teknis; 

4. Rancangan Kontrak; 

5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau 

Lembar Data Kualifikasi; 

6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan 

atau Lembar Data Pemilihan; 

7. Daftar Kuantitas dan Harga; 

8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi 

pekerjaan; 

9. Gambar Rancangan Pekerjaan; 

10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen 

Lingkungan Hidup, termasuk Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan; 

11. Dokumen Penawaran Administratif; 

12. Surat Penawaran Penyedia; 

13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku 

dari Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 
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14. Berita Acara Pemberian Penjelasan; 

15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi; 

16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah 

Banding; 

17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman 

Penyedia; 

18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; 

19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 

(SPPBJ); 

20. Surat Perjanjian Kemitraan; 

21. Surat Perjanjian Swakelola; 

22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan 

Tim Swakelola; 

23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of 

Understanding. 

c. tahap pelaksanaan, meliputi: 

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani 

beserta Perubahan Kontrak yang tidak 

mengandung informasi yang dikecualikan; 

2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-

kurangnya mencantumkan informasi 

mengenai para pihak yang bertandatangan, 

nama direktur dan pemilik usaha, alamat 

penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai 

kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi 

pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu 

pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta 

ringkasan perubahan kontrak. 

3. Surat Perintah Mulai Kerja; 
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4. Surat Jaminan Pelaksanaan; 

5. Surat Jaminan Uang Muka; 

6. Surat Jaminan Pemeliharaan; 

7. Surat Tagihan; 

8. Surat Pesanan E-purchasing; 

9. Surat Perintah Membayar; 

10. Surat Perintah Pencairan Dana; 

11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; 

12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan; 

13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; 

14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau 

Provisional Hand Over; 

15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand 

Over. 

(10) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan 

prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap 

kantor Badan Publik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k paling sedikit terdiri 

dari: 

a. pengamatan gejala bencana; 

b. analisis hasil pengamatan gejala bencana; 

c. pengambilan keputusan oleh pihak yang 
berwenang; 

d. peringatan bencana; 

e. pengambilan tindakan oleh masyarakat; 

f. lokasi evakuasi; dan 

g. pelaksanaan penyelematan dan evakuasi. 

 

Pasal 16 

Informasi Publik yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala oleh Badan Usaha Milik 
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Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan 

usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara paling sedikit 

terdiri atas: 

a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan 

serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, 

dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam 

anggaran dasar; 

b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, 

dan anggota dewan komisaris perseroan; 

c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca 

laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang telah diaudit; 

d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga 

pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat 

lainnya; 

e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota 

komisaris/dewan pengawas dan direksi; 

f. mekanisme penetapan direksi dan 
komisaris/dewan pengawas; 

g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang 

terbuka  sebagai Informasi Publik; 

h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang 

baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, 

dan kewajaran; 

i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; 

j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; 

k. perubahan tahun fiskal perusahaan; 

l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau 

kewajiban pelayanan umum atau subsidi; 

m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau 

n. Informasi lain yang ditentukan oleh Undang-
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Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 

 
Pasal 17 

Informasi Publik yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala oleh partai politik paling 

sedikit terdiri atas: 

a. asas dan tujuan; 

b. program umum dan kegiatan partai politik; 

c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan 
perubahannya; 

d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

e. mekanisme pengambilan keputusan partai; 

f. keputusan partai yang berasal dari hasil 

muktamar/kongres/munas dan/atau keputusan 

lainnya yang menurut anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga partai terbuka untuk 

umum; dan/atau 

g. Informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-

Undang yang berkaitan dengan partai politik. 

 

Pasal 18 

Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan paling 

sedikit 6 (enam) bulan sekali. 

 
Bagian Ketiga 

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta  

 

Pasal 19  



28 

 

 

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta 

merta suatu Informasi yang dapat mengancam 

hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 

(2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup 

orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. Informasi bencana alam; 

b. Informasi keadaan bencana nonalam; 

c. Informasi bencana sosial; 

d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah 

yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi 

menular; 

e. Informasi tentang racun pada bahan makanan 

yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau 

f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap 

utilitas publik. 

 

Pasal 20 

(1) Badan Publik yang berwenang memberikan izin 

dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan 

pihak lain yang kegiatannya berpotensi 

mengancam hajat hidup orang banyak dan 

ketertiban umum wajib memiliki standar 

pengumuman Informasi serta merta. 

(2) Standar pengumuman Informasi serta merta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang 

dapat ditimbulkan; 

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak; 

c. prosedur dan tempat evakuasi apabila terjadi 
keadaan darurat; 

d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak 
yang ditimbulkan; 
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e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang 
berwenang; 

f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan 

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup 

orang banyak dan ketertiban umum; 

g. tata cara pengumuman Informasi apabila 

keadaan darurat terjadi; dan 

h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik 

dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam 

mencegah bahaya dan/atau dampak yang 

ditimbulkan. 

 
Bagian Keempat 

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 

 

Pasal 21 

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik 

setiap saat yang meliputi: 

a. Daftar Informasi Publik; 

b. Informasi tentang peraturan, 

keputusan, dan/atau kebijakan 

Badan Publik; 

c. Informasi tentang organisasi, administrasi, 

kepegawaian, dan keuangan; 

d. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga 

berikut dokumen pendukungnya; 

e. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan 

Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, 

fungsi, dan wewenangnya; 

f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan 

dan/atau dikeluarkan berikut dokumen 

pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang 

diberikan; 
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g. data perbendaharaan atau inventaris; 

h. rencana strategis dan rencana kerja Badan 
Publik; 

i. agenda kerja pimpinan satuan kerja; 

j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan 

Informasi Publik; 

k. jumlah, jenis, dan gambaran umum 

pelanggaran yang ditemukan dalam 

pengawasan internal serta laporan 

penindakannya; 

l. jumlah, jenis, dan gambaran umum 

pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat 

serta laporan penindakannya; 

m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang 
dilakukan; 

n. Peraturan perundang-undangan yang telah 

disahkan beserta kajian akademiknya; 

o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan 

pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka 

untuk umum; 

p. Informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala; 

q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan 

terbuka bagi masyarakat berdasarkan 

mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian 

sengketa; dan 

r. Informasi tentang standar pengumuman 

Informasi. 

(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: 

a. nomor; 

b. ringkasan isi Informasi; 

c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai 
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Informasi; 

d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan 
Informasi; 

e. waktu dan tempat pembuatan Informasi; 

f. bentuk Informasi yang tersedia; dan 

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

(3) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau   

kebijakan Badan Publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: 

a. dokumen pendukung; 

b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas 

peraturan, keputusan atau kebijakan yang 

dibentuk; 

c. risalah rapat dari proses pembentukan 

peraturan, keputusan atau kebijakan yang 

dibentuk; 

d. rancangan peraturan, keputusan atau 

kebijakan yang dibentuk; 

e. tahap perumusan peraturan, keputusan atau 

kebijakan yang dibentuk; dan 

f. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan 

yang telah diterbitkan. 

(4) Informasi tentang organisasi, administrasi, 

kepegawaian, dan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 

terdiri atas: 

a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, 

personil dan keuangan; 

b. profil lengkap pimpinan dan pegawai; 

c. anggaran Badan Publik secara umum maupun 

anggaran secara khusus unit pelaksana teknis 

serta laporan keuangannya; dan 

d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh 
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Badan Publik. 

(5) Ketentuan mengenai format Daftar Informasi 

Publik tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Komisi ini. 

 

 
Bagian Kelima 

Informasi yang Dikecualikan 

 
Pasal 22 

(1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) 

bersifat ketat dan terbatas. 

(2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa: 

a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen 

Informasi Publik; atau 

b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen 
Informasi Publik. 

(3) Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik 

sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib 

melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata 

cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi 

ini. 

 

BAB IV STANDAR LAYANAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 23 

(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik 

dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau 

mendapatkan salinan Informasi Publik.  
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(2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh 

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan 

Standar Layanan yang terdiri atas: 

a. Standar Pengumuman; 

b. Standar Permintaan Informasi Publik; 

c. Standar Pengajuan Keberatan;  

d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar 

Informasi Publik; 

e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik; 

f.   Standar Maklumat Pelayanan; dan 

g. Standar Pengujian Konsekuensi; 

(3) Standar Prosedur Operasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dan 

disebarluaskan. 

 
Bagian Kedua 

Standar Pengumuman 

 
Pasal 24 

(1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). 

(2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib: 

a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar; 

b. mudah dipahami; dan 

c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang 

digunakan penduduk setempat. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disebarluaskan melalui: 

a. papan pengumuman; 

b. laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan 
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Publik; 

c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik; 

d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau 

e. Aplikasi berbasis teknologi informasi; 

(4) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 

memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang 

Disabilitas. 

(5) Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 

dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille. 

 

Pasal 25 

(1) Badan Publik dilarang menunda mengumumkan 

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta 

kepada publik. 

(2) Pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib: 

a. mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat 

hidup orang banyak yang sedang terjadi; 

b. mengumumkan Informasi tentang prosedur 

evakuasi keadaaan darurat kepada pihak yang 

berpotensi terkena dampak; dan 

c. menyediakan sarana dan prasarana 

penyebarluasan Informasi keadaan darurat. 

 

Pasal 26 

Badan Publik yang berwenang memberikan izin 

dan/atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga 

terhadap suatu kegiatan yang berpotensi mengancam 

hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum 

wajib: 

a. mengumumkan potensi peristiwa yang mengancam 
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hajat hidup orang banyak; 

b. mengumumkan prosedur evakuasi keadaaan 

darurat kepada pihak yang berpotensi terkena 

dampak; dan 

c. menyediakan sarana dan prasarana 

penyebarluasan Informasi keadaan darurat. 

 

 

Bagian Ketiga 

Standar Permintaan Informasi 

 

Pasal 27 
(1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan 

Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik 

dan/atau melalui PPID.  

(2) Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan 

identitas pada saat mengajukan Permintaan 

Informasi Publik kepada Badan Publik melalui 

PPID sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

(3) Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling 

sedikit melampirkan fotokopi kartu tanda 

penduduk atau surat keterangan kependudukan 

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

setempat. 

(4) Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling 

sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan 

hukum yang telah mendapat pengesahan dari 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

(5) Pemohon kelompok orang harus melampirkan 

surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk 

atau surat keterangan kependudukan pemberi 

kuasa. 
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(6) Permintaan Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada 

pihak lain yang cakap di hadapan hukum. 

(7) Dalam hal Permintaan Infomasi Publik dikuasakan 

kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), Permintaan Informasi Publik harus 

disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi 

meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan 

perundang- undangan. 

(8) Badan Publik wajib menyediakan sarana dan 

prasarana Permintaan Informasi Publik dengan 

memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang 

Disabilitas. 

(9) Sarana dan prasarana Permintaan Informasi 

Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 28 

(1) Permintaan Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara 

tertulis melalui media elektronik dan/atau 

nonelektronik. 

(2) Permintaan Informasi Publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan cara: 

a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan 
Publik; atau 

b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik 
(email). 

 

Pasal 29 
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(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan 

secara tertulis dengan datang langsung kepada 

Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik 

harus mengisi formulir Permintaan Informasi 

Publik. 

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki 

kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh 

Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian 

formulir Permintaan Informasi Publik. 

(3) PPID memberikan nomor pendaftaran setelah 

Pemohon Informasi Publik mengisi formulir 

Permintaan Informasi Publik. 

(4) PPID menyimpan salinan formulir Permintaan 

Informasi Publik yang telah diberikan nomor 

pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan 

Informasi Publik. 

(5) Formulir Permintaan Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

mencantumkan: 

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan 

nomor setelah Permintaan Informasi Publik 

diregistrasi; 

b. nama lengkap orang perorangan atau badan 

hukum atau kuasanya; 

c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda 

penduduk atau nomor surat keputusan 

pengesahan badan hukum dari Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

d. alamat; 

e. nomor telepon/e-mail; 

f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan 
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Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; 

g. rincian Informasi yang diminta; 

h. tujuan penggunaan Informasi; 

i. cara memperoleh Informasi; dan 

j. cara mengirimkan Informasi. 

(6) Ketentuan mengenai format formulir Permintaan 

Informasi Publik tercantum dalam Lampiran VI 

yang merupakan bagian yang  tidak terpisahkan 

dari Peraturan Komisi ini. 

 
Pasal 30 

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan 

melalui surat elektronik (email) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, 

Pemohon Informasi Publik harus mencantumkan 

paling sedikit: 

a. nama lengkap orang perorangan atau badan 

hukum atau kuasanya; 

b. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda 

penduduk atau nomor surat keputusan 

pengesahan badan hukum dari Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

c. alamat; 

d. nomor telepon/e-mail; 

e. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan 

Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain; 

f. rincian Informasi yang diminta; 

g. tujuan penggunaan Informasi; 

h. cara memperoleh Informasi; dan 

i. cara mengirimkan Informasi; 

(2) PPID memberikan nomor pendaftaran kepada 

Pemohon Informasi Publik setelah diterimanya 

permintaan dengan mengirimkannya melalui surat 
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elektronik (email). 

 
Pasal 31 

(1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permintaan 

Informasi Publik kepada Badan Publik, PPID 

mencatat Permintaan Informasi Publik dalam buku 

register Permintaan Informasi Publik. 

(2) PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan 

Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) 

hari sejak Permintaan Informasi Publik telah 

dicatat dalam buku register Permintaan Informasi 

Publik. 

(3) PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis 

kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 

(sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik 

dinyatakan lengkap. 

(4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berisi: 

a. Informasi Publik yang diminta berada di bawah 

penguasaannya atau tidak; 

b. keterangan Badan Publik yang menguasai 

Informasi yang diminta dalam hal Informasi 

tidak berada di bawah penguasaannya; 

c. menerima atau menolak Permintaan Informasi 

Publik yang disertai dengan alasan; 

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia; 

e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan 

salinan Informasi Publik yang diminta; 

f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan 

Informasi Publik yang diminta; 

g. penjelasan atas penghitaman/pengaburan 

informasi yang diminta bila ada; 
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h. permintaan Informasi Publik diberikan sebagian

 atau seluruhnya; dan 

i. penjelasan apabila informasi tidak dapat 

diberikan karena belum dikuasai atau belum 

didokumentasikan. 

(5) Ketentuan mengenai format pemberitahuan tertulis 

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Komisi ini. 

 

Pasal 32 

(1) Buku register Permintaan Informasi Publik paling 

sedikit memuat: 

a. nomor pendaftaran Permintaan Informasi 
Publik; 

b. tanggal Permintaan Informasi Publik; 

c. nama lengkap orang perorangan atau badan 

hukum atau kuasanya; 

d. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda 

penduduk atau nomor surat keputusan 

pengesahan badan hukum dari Kementerian 

Hukum  dan Hak Asasi Manusia; 

e. alamat; 

f. nomor telepon/e-mail; 

g. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan 

Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain. 

h. rincian Informasi yang diminta; 

i. tujuan penggunaan Informasi; 

j. status Informasi; 

k. format Informasi yang dikuasai; 

l. jenis permintaan; 

m. alasan penolakan dalam hal Permintaan 
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Informasi Publik ditolak; 

n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta 

pemberian Informasi; dan 

o. biaya dan cara pembayaran untuk 

mendapatkan Informasi Publik yang diminta. 

(2) Ketentuan mengenai format buku register 

Permintaan Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

VIII yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 

 

Pasal 33 

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 30, Permintaan 

Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap. 

(2) Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan 

tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan 

tidak lengkap  untuk disampaikan kepada 

Pemohon Informasi Publik. 

(3) Pemohon dapat menyerahkan perbaikan 

Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan 

tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik. 

(4) Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak 

menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi 

Publik yang diajukan, PPID memberikan catatan 

pada buku register Permintaan Informasi Publik 

tanpa harus menindaklanjuti Permintaan 

Informasi Publik yang diajukan. 

(5) Ketentuan mengenai format surat keterangan tidak 

lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 



42 

 

 

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian  

tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 

 
Pasal 34 

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak, 

PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara 

tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan. 

(2) Dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik 

berdasarkan alasan pengecualian Informasi, PPID 

wajib menyampaikan pemberitahuan secara 

tertulis dan disertai surat keputusan pengecualian 

informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Komisi ini. 

(3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 

(sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik 

diterima. 

 
Pasal 35 

(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik 

dikabulkan, PPID memberikan akses bagi Pemohon 

Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui 

Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang 

memadai. 

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta 

salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), PPID memberikan salinan Informasi 

Publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen 

digital (softcopy) atau dokumen nondigital 

(hardcopy). 

(3) Pemohon Informasi Publik yang meminta salinan 

Informasi Publik wajib: 

a. mengisi formulir permintaan salinan Informasi 
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Publik; dan 

b. membayar atau mengganti biaya salinan 

Informasi Publik jika dibutuhkan. 

 
Pasal 36 

(1) PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang 

disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon 

Informasi Publik, dalam hal PPID belum: 

a. menguasai atau mendokumentasikan Informasi 

Publik yang diminta; dan/atau 

b. dapat memutuskan status Informasi yang 
dimohon. 

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jangka 

waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat 

diperpanjang lagi. 

 

Pasal 37 

(1) Badan Publik menetapkan standar biaya 

Informasi dalam Permintaan Informasi Publik. 

(2) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didasarkan pada: 

a. prinsip untuk meringankan Pemohon Informasi 
Publik.; 

b. pertimbangan standar biaya yang berlaku umum 

di wilayah setempat; 

c. masukan dari masyarakat; dan 

d. ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penetapan standar biaya Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. biaya penyalinan Informasi Publik; dan/atau 

b. biaya pengiriman Informasi Publik; 

(4) Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik 
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sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
Pasal 38 

(1) Badan Publik menetapkan biaya dan tata cara 

pembayaran perolehan Informasi Publik. 

(2) Badan Publik wajib mengumumkan biaya dan tata 

cara pembayaran perolehan Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan secara: 

a. tunai; 

b. dikirim ke rekening resmi Badan Publik; atau 

c. uang elektronik. 

(4) Badan Publik wajib memberikan tanda bukti 

penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a. 

 

Bagian Keempat Standar Pengajuan Keberatan 

 

Pasal 39 

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan 

keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai 

berikut: 

a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian 

Informasi Publik; 

b. tidak disediakannya Informasi berkala; 

c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi 

Publik; 

d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak 

sebagaimana yang diminta; 

e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi 
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Publik; 

f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau 

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi 

waktu yang diatur dalam Peraturan ini. 

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID. 

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang 

cakap di hadapan hukum. 

(4) Dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan 

kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), pengajuan keberatan  harus disertai surat 

kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang 

cukup sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

 

Pasal 40 

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media 

elektronik dan/atau nonelektronik. 

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan cara: 

a. tertulis dengan datang langsung kepada Badan 
Publik; atau 

b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik 
(email). 

 

Pasal 41 

(1) Dalam hal keberatan diajukan secara tertulis 

dengan datang langsung kepada Badan Publik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) 

huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi 

formulir keberatan. 

(2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki 
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kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh 

Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian 

formulir keberatan. 

(3) PPID wajib memberikan nomor pendaftaran 

keberatan setelah Pemohon Informasi Publik 

mengisi formulir keberatan. 

(4) PPID wajib menyimpan salinan formulir keberatan 

yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai 

tanda bukti pengajuan keberatan. 

(5) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: 

a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan; 

b. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik; 

c. tujuan penggunaan Informasi Publik; 

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik 

yang mengajukan keberatan atau kuasanya; 

e. alasan pengajuan keberatan; 

f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang 

diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi; 

g. nama dan  tanda  tangan Pemohon Informasi 

Publik yang mengajukan keberatan atau 

kuasanya; dan 

h. nama dan tanda tangan petugas Pelayanan 

Informasi yang menerima pengajuan keberatan. 

(6) PPID wajib memberikan tanda bukti penerimaan 

keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau 

kuasanya. 

(7) Ketentuan mengenai format formulir keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada 

Lampiran X yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 
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Pasal 42 

(1) Dalam hal keberatan diajukan melalui surat 

elektronik (email) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 ayat (2) huruf b, Pemohon Informasi 

Publik harus mencantumkan paling sedikit: 

a. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik; 

b. tujuan penggunaan Informasi Publik; 

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik 

yang mengajukan keberatan atau kuasanya; 

d. alasan pengajuan keberatan; dan 

e. nama dan  tanda  tangan Pemohon Informasi  

Publik yang mengajukan keberatan atau 

kuasanya. 

(2) Setelah menerima keberatan, PPID yang menerima 

pengajuan keberatan mengisi waktu pemberian 

tanggapan atas keberatan serta membubuhkan 

nama dan tanda tangan pada formulir keberatan. 

(3) Setelah menerima keberatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), PPID wajib memberikan 

nomor pendaftaran keberatan  kepada Pemohon 

Informasi Publik dengan mengirimnya melalui 

surat elektronik (email) Pemohon Informasi Publik. 

 

 
Pasal 43 

(1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam 

register keberatan. 

(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 

a. nomor registrasi pengajuan keberatan; 

b. tanggal diterimanya keberatan; 

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik 

yang mengajukan keberatan dan/atau 
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kuasanya; 

d. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik; 

e. Informasi Publik yang diminta; 

f. tujuan penggunaan Informasi; 

g. alasan pengajuan keberatan; 

h. alasan penolakan/pemberian; dan 

i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas 

keberatan; 

(3) Ketentuan mengenai format registrasi keberatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada 

Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Komisi ini. 

 
Pasal 44 

(1) Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara 

tertulis yang disampaikan kepada Pemohon 

Informasi Publik  yang mengajukan keberatan atau 

kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam 

register keberatan. 

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas 
keberatan; 

b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; dan 

c. Uraian mengenai bantahan atas alasan 
pengajuan keberatan. 

(3) Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan 

Informasi berdasarkan alasan pengecualian 

Informasi Publik, wajib menyertakan surat 

keputusan pengecualian Informasi. 

 
Bagian Kelima 

Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar 
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Informasi Publik  

 

Pasal 45 

(1) PPID Pelaksana dapat dibantu oleh Petugas 

Pelayanan Informasi menghimpun Informasi Publik 

dari seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di 

Badan Publik. 

(2) PPID Pelaksana menyusun usulan Daftar Informasi 

Publik berdasarkan Infomasi Publik yang telah 

dihimpun dari seluruh unit kerja dan/atau satuan 

kerja di Badan Publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(3) PPID Pelaksana menyampaikan usulan Daftar 

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) kepada PPID. 

(4) PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap 

usulan Daftar Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 

(5) PPID menetapkan Daftar Informasi 

Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam 

bentuk Keputusan. 

(6) Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) berdasarkan persetujuan 

Atasan PPID. 

(7) Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling 

singkat 6 (enam) bulan sekali. 

 
Bagian Keenam 

Standar Pendokumentasian Informasi Publik  

Pasal 46 

(1) Seluruh Infomasi Publik yang termuat dalam 

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 45 disimpan dan didokumentasikan 

dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan 

dokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi 

kaidah Interoperabilitas Data. 

(2) Pendokumentasian dalam bentuk dokumen 

nondigital (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik. 

(3) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang 

termuat dalam Informasi Publik paling sedikit 

harus memenuhi syarat: 

a. Konsisten dalam sintak/bentuk, 

struktur/skema/komposisi penyajian, dan 

semantik/artikulasi keterbacaan; dan 

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat 

dibaca Sistem Elektronik. 

(4) Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) PPID mengoordinasikan penyimpanan dan 

pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan seluruh unit kerja 

dan/atau satuan kerja di Badan Publik yang menguasai 

Informasi Publik. 

 
Bagian Ketujuh 

Standar Maklumat Pelayanan Informasi Publik 

 
Pasal 47 

(1) Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan 

maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan 

kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan 
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pelayanan sesuai dengan ketentuan standar 

pelayanan yang baik. 

(2) Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan 

dalam maklumat pelayanan paling sedikit berisi: 

a. dasar hukum; 

b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; 

c. jangka waktu penyelesaian; 

d. biaya/tarif; 

e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian 

pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar 

pelayanan; dan 

f. evaluasi kinerja pelaksana. 

 
 

Pasal 48 

(1) Badan Publik wajib mengumumkan maklumat 

pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. 

(2) Pengumuman maklumat pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib: 

a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar; 

b. mudah dipahami; 

c. Mempertimbangkan penggunaan bahasa yang 

digunakan penduduk setempat. 

  (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat

      (1) disebarluaskan melalui: 

a. papan pengumuman; 

b. laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan 

Publik; 

c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik; 

dan/atau 

d. Aplikasi berbasis teknologi informasi; 
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(4) Pengumuman dan penyebarluasan maklumat 

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

wajib memperhatikan Aksesibiltas bagi 

Penyandang Disabilitas. 

(5) Pengumuman dan penyebarluasan maklumat 

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, 

dan/atau braille. 

 

Bagian Kedelapan 

Standar Pengujian Konsekuensi  

 

Paragraf 1 

Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi  

 

Pasal 49 

(1) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (3) dapat dilakukan: 

a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik; 

b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; 
atau 

c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi 

Publik atas perintah Majelis Komisioner. 

(2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: 

a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang 

di dalamnya memuat Informasi yang akan 

dikecualikan;     

b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan 

secara jelas dan terang; 

c. menganalisis undang-undang yang dijadikan 

dasar pengecualian; 

d. menganalisis dan mempertimbangkan 
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berdasarkan kepatutan, kesusilaan, 

kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan 

atas konsekuensi yang timbul apabila suatu 

informasi dibuka. 

(3) Ketentuan mengenai format lembar pengujian 

konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran  II yang merupakan 

bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 

(4) Informasi Publik yang dikecualikan melalui  

pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk 

Penetapan tentang Klasifikasi Informasi 

Dikecualikan. 

(5) Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang 

Dikecualikan (4) paling sedikit memuat:  

a. identitas pejabat PPID yang menetapkan; 

b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau 

satuan kerja pejabat yang menetapkan; 

c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi 

yang dikecualikan; 

d. alasan pengecualian; 

e. jangka waktu pengecualian; dan 

f. tempat dan tanggal penetapan. 

(6) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf d paling sedikit memuat: 

a. undang-undang yang dijadikan dasar 

pengecualian; dan 

b. analisis konsekuensi. 

(7) Ketentuan mengenai format Penetapan tentang 

Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang 
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tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.  

 
Paragraf 2 

Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang 

Dikecualikan 

 

 

Pasal 50 

(1) Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen 

Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang 

dikecualikan, PPID dilarang membuka dan 

memberikan salinannya kepada publik. 

(2) Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu 

dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai 

Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan 

atau mengaburkan materi Informasi yang 

dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi 

Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada 

publik. 

(3) PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian 

Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi 

Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses 

publik terhadap k-eseluruhan salinan dokumen 

Informasi Publik. 

(4) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan 

menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Paragraf 3 

Jangka Waktu Pengecualian 
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Pasal 51 

(1) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat menghambat proses 

penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga 

puluh) tahun. 

(2) Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik 

tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang 

terbuka untuk umum. 

(3) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

(4) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan 

dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan 

alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi 

nasional, dan merugikan kepentingan hubungan 

luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang 

dibutuhkan. 

(5) Penentuan jangka waktu yang dibutuhkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan 

dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta 
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otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir 

ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Jangka waktu pengecualian Informasi Publik yang 

apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 

seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk pelindungan rahasia pribadi 

seseorang. 

(8) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) dan ayat (7) dapat dibuka jika: 

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan 

persetujuan tertulis; dan/atau 

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi 

seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(9) Jangka waktu pengecualian memorandum atau 

surat-surat antar- Badan Publik atau intra-Badan 

Publik yang berkaitan dengan Informasi yang 

dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 52 

(1) PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan yang 

telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi 

Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sebelum berakhirnya jangka waktu 

pengecualiannya. 

(2) Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka 

Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi 

Publik pada saat berakhirnya jangka waktu 
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pengecualian. 

(3) Informasi yang dikecualikan yang dinyatakan 

terbuka berdasarkan putusan Komisi Informasi dan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap wajib 

disediakan dan dapat diakses  oleh setiap orang. 

(4) Informasi yang dikecualikan yang dinyatakan 

terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dimasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik. 

Paragraf 4 

Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan 

 

Pasal 53 

(1) PPID dapat melakukan pengubahan status 

Informasi yang dikecualikan. 

(2) Pengubahan status Informasi yang dikecualikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan pengujian konsekuensi dan 

persetujuan dari pimpinan Badan Publik. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengujian 

konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

berlaku secara mutatis mutandis terhadap 

pengubahan status Informasi yang dikecualikan. 

(4) Ketentuan mengenai format Lembar Pengujian 

Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi  

yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Komisi ini. 

(5) Pengubahan status Informasi yang dikecualikan 

melalui pengujian konsekuensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk 

surat keputusan Pengubahan Status Informasi  yang 
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Dikecualikan. 

(6)  Ketentuan mengenai format surat keputusan 

Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum 

alam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 

 

BAB V BANTUAN KEDINASAN  

 
Bagian Kesatu 

Syarat Bantuan Kedinasan 

 

Pasal 54 

(1) Badan Publik dapat memberikan bantuan 

kedinasan di bidang layanan Informasi Publik 

kepada Badan Publik lainnya yang meminta 

dengan syarat: 

a. tindakan yang diambil oleh Badan Publik tidak 

dapat dilaksanakan tanpa memperoleh 

Informasi dari Badan Publik lainnya; 

b. penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan 

publik tidak dapat dilaksanakan tanpa 

memperoleh Informasi dari Badan Publik 

lainnya; dan/atau 

c. penyelenggaraan pelayanan publik oleh Badan 

Publik tidak dapat dilaksanakan tanpa 

memperoleh Informasi dari Badan Publik 

lainnya; 

(2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak terpenuhi, Badan Publik dapat menolak 

memberikan bantuan kedinasan di bidang layanan 

Informasi Publik. 
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(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat, Badan Publik 

wajib memberikan bantuan kedinasan di bidang 

layanan Informasi Publik tanpa harus memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
 

Bagian Kedua 

Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Kedinasan  

Pasal 55 

(1) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 54 dilaksanakan dengan cara bagi-pakai 

Informasi antar Badan Publik. 

(2) Bagi-pakai Informasi antar Badan Publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan ketentuan: 

a. meminta secara langsung kepada Badan Publik 

yang dituju; atau 

b. mengakses Portal Satu Data Indonesia. 

(3) Dalam hal bagi-pakai Informasi antar Badan Publik 

dilaksanakan dengan cara meminta secara 

langsung kepada Badan Publik yang dituju 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPID 

Badan Publik yang meminta Informasi 

berkoordinasi dengan PPID  Badan Publik yang 

dituju. 

(4) Dalam hal bagi-pakai Informasi antar Badan Publik 

dilaksanakan dengan cara mengakses Portal Satu 

Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b, PPID Badan Publik yang meminta 

Informasi berkoordinasi dengan Walidata baik di 

instansi pusat maupun di instansi daerah. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara bagi-pakai Informasi 



60 

 

 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

 

BAB VI LAPORAN DAN EVALUASI 

 

Bagian Kesatu 

Laporan Layanan Informasi Publik 

 

Pasal 56 

(1) Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan 

laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran 

berakhir. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib 

tersedia setiap saat. 

(3) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada Komisi Informasi. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

paling sedikit terdiri dari: 

a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi 
Publik; 

b. gambaran umum pelaksanaan Layanan 

Informasi Publik; 

c. rincian pelayanan Informasi Publik; 

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik 
jika ada; 

e. kendala eksternal dan internal dalam 

pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan 
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f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk 

meningkatkan kualitas Layanan Informasi 

Publik. 

 
Pasal 57 

(1) Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi 

Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 

(4) huruf b, antara lain uraian mengenai: 

a. sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik 

yang dimiliki beserta kondisinya; 

b. sumber daya manusia yang menangani Layanan 

Informasi Publik beserta kualifikasinya; 

c. anggaran Layanan Informasi Publik dan 

laporan penggunaannya. 

(2) Rincian Layanan Informasi Publik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c, antara 

lain uraian mengenai: 

a. jumlah Permintaan Informasi Publik; 

b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap 

Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi 

tertentu; 

c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang 

dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan 

d. jumlah Permintaan Informasi Publik yang 

ditolak beserta alasannya. 

(3) Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) 

huruf d, antara lain memuat: 

a. jumlah keberatan yang diterima; 

b. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan 

pelaksanaannya; 

c. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke 
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Komisi Informasi yang berwenang; 

d. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi 

Komisi Informasi yang berwenang dan 

pelaksanaanya oleh Badan Publik; 

e. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; 

dan 

f. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya 

oleh Badan Publik. 

 
Pasal 58 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 

(1), dibuat dalam bentuk: 

a. ringkasan mengenai gambaran umum 

pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan 

b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh 

pelaksanaan Layanan Informasi Publik. 

 

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi  

 

Pasal 59 

(1) Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi 

pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di 

Badan Publik. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Badan Publik dan 

diumumkan kepada Publik. 

(4) Pelaksanaan evaluasi oleh Komisi Informasi 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi 

Informasi tentang Monitoring dan Evaluasi 

Keterbukaan Informasi Publik. 
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Pasal 60 

(1) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dibebankan pada 

anggaran Komisi Informasi. 

(2) Anggaran sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 61 

(1) Komisi Informasi menyediakan Sistem Elektronik 

laporan dan evaluasi terintegrasi secara digital 

(online). 

(2) Badan Publik dapat memanfaatkan data dan 

Informasi dari Sistem Elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Sistem Elektronik laporan dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 62 

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, 

Permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses 

pelayanan, tetap diproses berdasarkan Peraturan 

Komisi sebelumnya. 

 
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 63 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku: 
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a. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Standar Layanan Informasi 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 272); dan 

b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Pengklasifikasian Informasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 429), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 64 

Peraturan Komisi Informasi  ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan.      
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 25 Juni 2021  

 

KETUA KOMISI INFORMASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

        TTD 

 

GEDE NARAYANA 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 JUNI 2021 

 

KEPALA BADAN  

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

     TTD 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 741
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PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN KOMISI INFORMASI REPUBLIK  INDONESIA  

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

I. UMUM  

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan kepada Komisi 

Informasi untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan 

informasi publik. Untuk menjalankan amanat tersebut, Komisi 

Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi. Akan tetapi,  dalam 

perkembangan dan dinamikanya masih terdapat sejumlah 

kelemahan di dalam Peraturan Komisi Informasi tersebut. Kelemahan 

tersebut, tidak hanya pada aspek materiil melainkan juga pada 

dimensi formil. Dari aspek materiil, maka terdapat problematika yang 

menjadi kelemahannya, diantaranya: 1) polemik kualifikasi Badan 

Publik; 2) kepastian mengenai tugas, wewenang dan kedudukan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan tidak 

adanya pedoman mengenai struktur PPID; 3) Pengklasifikasian 

informasi yang masih problematis dan belum komprehensif; 4) 

inkompatibilitas standar layanan informasi publik dan pengelolaan 

keberatan, laporan serta evaluasi dengan perkembangan teknologi, 

informasi dan komunikasi (TIK); 5) belum mengatur pelindungan data 

pribadi; 6) belum menyentuh layanan informasi untuk penyandang 

disabilitas; 7) belum mengakomodir mekanisme bantuan kedinasan 

antar Badan Publik dan lain sebagainya. 

Dari segi formil, dalam Peraturan Komisi Informasi a quo, masih 

banyak bahasa dalam pasal demi pasalnya yang belum sesuai dengan 

ketentuan formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
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undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

15 tahun 2019. Berdasarkan kelemahan dari segi materiil dan formil 

tersebut, maka dilakukan penggantian sebagai upaya 

penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang layanan Informasi 

Publik. Melalui penyempurnaan tersebut, diharapkan layanan 

Informasi Publik akan semakin profesional, transparan dan 

akuntabel. 

Maksud disusunnya peraturan ini, ialah sebagai berikut: a) 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Badan Publik 

dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik; b) mewujudkan 

tanggungjawab Badan Publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

Informasi Publik; dan c) memberikan arahan kebijakan kepada Badan 

Publik dalam rangka mewujudkan layanan Informasi Publik yang 

transparan, efektif, efisien dan akuntabel. 

Adapun tujuannya, yaitu sebagai berikut: a) memberikan standar 

minimal bagi Badan Publik dalam melaksanakan Layanan Informasi 

Publik; b) meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan 

Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang 

berkualitas; c) membangun sumber daya manusia di lingkungan 

Badan Publik yang profesional, beretika, berdedikasi dan mampu 

mengedepankan kepentingan umum; d) memberikan jaminan 

kepastian hukum dan pelindungan bagi Pemohon Informasi Publik; 

dan e) mewujudkan masyarakat yang informatif. 

Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, maka pengaturan mengenai 

standar layanan informasi publik mendasarkan pada  asas 

keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, 

kesamaan hak/nondiskriminasi, keseimbangan hak dan kewajiban, 

dan keadilan. Sementara materi pokok yang diatur, meliputi materi 

muatan sebagai berikut: 1) Pelaksana Layanan Informasi Publik; 2) 

Klasifikasi Informasi; 3) Standar Layanan; 4) Bantuan Kedinasan; dan 

5) Laporan dan Evaluasi. 
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II. PASAL DEMI PASAL  

 Pasal 1  

  Cukup Jelas.  

 Pasal 2  

  Cukup Jelas.  

 Pasal 3  

  Ayat (1)  

   Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

Huruf a 

    Cukup Jelas.  

   Huruf b 

    Cukup Jelas. 

   Huruf c 

    Cukup Jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “yang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” 

adalah termasuk yang mengelola keuangan 

negara meliputi: 

a. hak negara untuk memungut pajak, 

mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan 

melakukan pinjaman; 

b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan 

tugas layanan umum pemerintahan negara 

dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c. Penerimaan Negara; 

d. Pengeluaran Negara; 

e. Penerimaan Daerah; 

f. Pengeluaran Daerah; 

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang 
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dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 

uang, surat berharga, piutang, barang, serta 

hak-hak lain yang dapat dinilai dengan 

uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan 

pada perusahaan negara/ perusahaan 

daerah; 

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh 

pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 

tugas pemerintahan dan/atau kepentingan 

umum; 

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan 

menggunakan fasilitas yang diberikan 

pemerintah. 

Huruf e 

    Cukup Jelas. 

  Ayat (3)  

   Cukup Jelas.  

Pasal 4 

  Cukup Jelas 

Pasal 5 

  Ayat (1) 

   Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

   Huruf a 

    Cukup Jelas. 

   Huruf b 

    Cukup Jelas. 

Huruf c 

    Cukup Jelas. 

Huruf d 

    Cukup Jelas. 

Huruf e 
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    Cukup Jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan penyimpanan dan 

 pendokumentasian adalah sistem penyimpanan 

 dan pendokumentasian yang tunduk pada 

 Undang-Undang di bidang kearsipan. 

Huruf g 

    Cukup Jelas. 

Huruf h 

    Cukup Jelas. 

Huruf i 

    Cukup Jelas. 

Ayat (3) 

   Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

   Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “Aksesibilitas bagi Penyandang 

 Disabilitas” adalah pelayanan yang mudah diakses 

 oleh Penyandang Disabilitas setidak- tidaknya 

 Penyandang Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik. 

Ayat (6)  

   Cukup Jelas. 

Pasal 6 

  Cukup Jelas. 

Pasal 7 

  Cukup Jelas. 

Pasal 8 

Cukup Jelas. 
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Pasal 9 

Cukup Jelas.  

Pasal 10 

Cukup Jelas.  

Pasal 11 

 Yang  dimaksud dengan “Satu Data Indonesia” adalah

 kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan 

 Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat 

 dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan 

 dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah 

 melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas 

 Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. 

 Pasal 12 

Cukup Jelas.  

Pasal 13 

Cukup Jelas.  

Pasal 14 

Cukup Jelas.  

Pasal 15 

Cukup Jelas. 

Pasal 16 

Cukup Jelas.  

Pasal 17 

Cukup Jelas. 

Pasal 18 

Cukup Jelas. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

Huruf a 
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Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah 

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 

topan, dan tanah longsor. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “bencana non-alam” 

adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara 

lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 

epidemi, dan wabah penyakit. 

   Huruf c 

Yang dimaksud dengan “bencana sosial”  adalah 

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh 

manusia yang meliputi  konflik sosial 

antarkelompok atau antarkomunitas 

masyarakat, dan teror 

   Huruf d 

    Cukup Jelas.  

   Huruf e  

    Cukup Jelas 

   Huruf f  

    Cukup Jelas.  

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

Huruf a 
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Cukup Jelas.  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak yang

 berpotensi terkena dampak”, antara lain  adalah 

baik masyarakat umum maupun pegawai Badan 

Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja 

 dari Badan Publik tersebut. 

Huruf c 

Cukup Jelas.  

Huruf d 

Cukup Jelas.  

Huruf e 

Cukup Jelas.  

Huruf f 

Cukup Jelas.  

Huruf g 

Cukup Jelas.  

Huruf h 

Cukup Ielas 

 Pasal 21  

  Ayat (1)  

   Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

Cukup Jelas.  

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “dokumen  pendukung”, 

antara lain seperti naskah akademis, kajian atau 

pertimbangan yang mendasari terbitnyaperaturan, 

keputusan atau kebijakan tersebut. 

Huruf b 

Cukup Jelas.  

Huruf c 
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Cukup Jelas.  

Huruf d 

Cukup Jelas. Huruf e 

Cukup Jelas. Huruf f 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup Jelas. Huruf b 

Yang dimaksud dengan “profil pimpinan dan 

pegawai”, antara lain seperti nama, sejarah karir 

atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan 

sanksi berat yang pernah diterima. 

Huruf c 

Cukup Jelas. 

Huruf d 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Pasal 22 

Cukup Jelas. 

Pasal 23 

Cukup Jelas.  

Pasal 24 

Ayat (1) 

Cukup Jelas.  

Ayat (2) 

Cukup Jelas.  

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup Jelas.  

Huruf b 

Cukup Jelas.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “media sosial” adalah 
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media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan 

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, 

forum dan/atau dunia virtual. 

Huruf d 

Cukup Jelas.  

Huruf e 

Cukup Jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5) 

Cukup Jelas.  

Pasal 25 

Cukup Jelas. 

Pasal 26 

Cukup Jelas. 

Pasal 27 

Cukup Jelas. 

Pasal 28 

Cukup Jelas. 

Pasal 29 

Cukup Jelas. 

Pasal 30 

Cukup Jelas. 

Pasal 31 

Cukup Jelas. 

Pasal 32 

Cukup Jelas. 

Pasal 33 

Cukup Jelas. 

Pasal 34 

Cukup Jelas.  

Pasal 35 
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Cukup Jelas.  

Pasal 36 

Cukup Jelas.  

Pasal 37 

Cukup Jelas.  

Pasal 38 

Cukup Jelas.  

Pasal 39 

Cukup Jelas.  

Pasal 40 

Cukup Jelas. 

Pasal 41 

Cukup Jelas. 

Pasal 42 

Cukup Jelas.  

Pasal 43 

Cukup Jelas.  

Pasal 44 

Cukup Jelas.  

Pasal 45 

Cukup Jelas. 

Pasal 46 

Cukup Jelas.  

Pasal 47 

Cukup Jelas.  

Pasal 48 

Cukup Jelas.  

Pasal 49 

Cukup Jelas.  

Pasal 50 

Cukup Jelas.  

Pasal 51 

Cukup Jelas. 
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Pasal 52 

Cukup Jelas.  

Pasal 53 

Cukup Jelas.  

Pasal 54 

Cukup Jelas.  

Pasal 55 

Cukup Jelas.  

Pasal 56 

Cukup Jelas.  

Pasal 57 

Cukup Jelas.  

Pasal 58 

Cukup Jelas.  

Pasal 59 

Cukup Jelas.  

Pasal 60 

Cukup Jelas.  

Pasal 61 

Cukup Jelas.  

Pasal 62 

Cukup Jelas. 

Pasal 63 

Cukup Jelas.  

Pasal 64 

Cukup Jelas.  

 
TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 



unsur-unsur yang termuat dalam format ini. 

 

 

 
 
 

 
DAFTAR 

INFORMASI 
PUBLIK* 

LAMPIRAN I 
PERATURAN KOMISI INFORMASI 
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

 
 

No. 

 

Ringkasan 
isi 
informasi 

 
Pejabat/Unit/Satker yang 

menguasai informasi 

 
Penanggungjawab 

pembuatan atau 
penerbitan informasi 

Waktu dan 
tempat 

pembuatan 
informasi 

 

Bentuk informasi 
yang tersedia 

 

Jangka Waktu Penyimpanan 
atau Retensi Arsip 

       

       

       

       

 

KETERANGAN: *Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format 
lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup 



 

 

LAMPIRAN II 

PERATURAN KOMISI INFORMASI 

NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI 

NOMOR. ........TAHUN 

 
Pada hari ini, ..................... tanggal.......... bulan............ tahun............ bertempat di. ................... telah dilakukan Pengujian 

Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini: 
 

 

 
Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu 

(berisi informasi Pengecualian (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) (disebutkan jangka waktunya) 

tertentu yang 
akan 

Informasi Dibuka Ditutup  

dikecualikan) 
  

     

     

     



 

 

 

 
 
 

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh: 
 

 
 

No Nama Jabatan Unit Kerja TTD 

1     

2     

3.Dst     

 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian. 
 

 

Menyetujui 

 
 

TTD + Stempel/CapPPID/Badan Publik 

 
 

(Pimpinan Badan Publik) 

 
 

 
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT, 

 
 

TTD 

GEDE NARAYANA 



 

 

LAMPIRAN III 

 
PERATURAN KOMISI INFORMASI 

NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

 
 

 
PENETAPAN 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

(Ditulis Nama Badan Publik) 

NOMOR....TAHUN.... 

TENTANG 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat 

diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. 

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat 

ketat dan terbatas. 

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon 

Informasi Publik badan publik wajib membuat 

pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang 

diambil. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka 

perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi 

Informasi yang Dikecualikan 

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 484862); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 



 

 

  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5149); 

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor...); 

4. Dst.................. 

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.......... 

Tahun............. 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ... ini 

merupakan Informasi yang Dikecualikan. 

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor. ......... Tahun 

yang tercantum dalam lampiran. ... merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Penetapan ini. 

 
Ditetapkan di Jakarta, 

pada tanggal 

 
Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi 

 

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik 

 
 

(...............Nama .............. ) 

 

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT, 
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TTD 

GEDE NARAYANA 



 

 

 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN KOMISI INFORMASI 

NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

NOMOR. ........TAHUN 

 
Pada hari ini, ..................... tanggal.......... bulan............ tahun............ bertempat di. ................... telah dilakukan Pengubahan 

Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini: 
 
 
 

Informasi 
yang 

Dikecualikan 

Dasar Hukum 
Pengecualian 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik 
(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) 

Jangka Waktu 
(disebutkan jangka 

waktunya) 

Semula Pengubahan Pertimbangan Sebelumnya Pertimbangan 
Pengubahan 

Dibuka Ditutup Ditutup 

       

       

       



 

 

 
 

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas 

dilakukan oleh: 

 

No Nama Jabatan Unit Kerja TTD 

1     

2     

3.Dst     

 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh 

ketelitian. 

Menyetujui 

 
 

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik 

 
 

(Pimpinan Badan Publik) 

 
 

 
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT, 

 

TTD 

GEDE NARAYANA 



 

 

LAMPIRAN V 

 
PERATURAN KOMISI INFORMASI 

 
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 

 
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

 

 

 

PENETAPAN 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

(Ditulis Nama Badan Publik) 

NOMOR.... TAHUN.... 

TENTANG 

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR........ TAHUN. ...... TENTANG 

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan 

dapat diakses oleh setiap Penggunan Informasi 

Publik. 

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan 

bersifat ketat dan terbatas. 

c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan 

berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Nomor........ 

Tahun............, dasar hukum atas 

dikecualikannya informasi tertentu perlu 

dilakukan pengubahan. 

d. bahwa   berdasarkan  pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf  

b, dan huruf c maka perlu ditetapkan 

Penetapan Pengubahan Klasifikasi  Informasi 

yang Dikecualikan. 

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 



 

 

  61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun... 

Nomor..., Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor...); 

4. Dst.................. 

MEMPERHATIKAN : 1. Penetapan PPID Nomor......... Tahun......... 

tentang Pengeculian Informasi......... 

2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.......... 

Tahun............. 

3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas 

Pengubahan Klasifikasi Informasi yang 

Dikecualikan Nomor. Tahun 

MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG 

DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID 

NOMOR........ TAHUN....... TENTANG KLASIFIKASI 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran 

ini merupakan Informasi yang Dikecualikan. 

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan 

Klasifikasi 
8
I
7
nformasi yang Dikecualikan 

Nomor........ Tahun yang tercantum dalam 

lampiran....  merupakan  bagian  tidak terpisahkan 



 

 

  dari Penetapan ini. 

Ditetapkan di Jakarta, 

pada tanggal 

 
Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi 

 
 

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik 

 
 

(...............Nama. ............. ) 

 

 

KETUA KOMISI INFORMASI 
PUSAT, 

 
 

TTD 

GEDE NARAYANA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

LAMPIRAN VI 

PERATURAN KOMISI INFORMASI 

NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 

FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK 

(RANGKAP DUA) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Keterangan:  
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan 
Informasi Publik 

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√) 

Logo  

Badan 

Publi 

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika 
ada)] 

 
FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK 

Nama 

Alamat 

 
Pekerjaan 

 
Nomor Telepon/E-mail 

 

 
Rincian Informasi yang 
dibutuhkan 

(tambahkan kertas bila perlu) 

:…………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

: 

………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Cara Memperoleh : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Me 

2 Mendapatkan salinan informasi 

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** Mengambil 

2 Kuri 

3 Po 

4 Faksimi 

5 E- 

......................(tempat), 

Petugas Pelayanan 

Informasi (Penerima 

Pemohon 

(…………………………………………….) 

Nama dan Tanda Tangan 

(…………………………………………….) 

Nama dan Tanda Tangan 



 

 

Di Balik Formulir Permohonan Informasi 
Dicetak informasi berikut: 

 
Hak-hak Pemohon Informasi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

 
I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di 

Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu 

kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari 

persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; 

Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; 

Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang 

bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap 

rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan 

Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi 

atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- 

undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum 

dikuasai atau didokumentasikan. 

 
II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA 

NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti 

permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi 

alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap. 

 
III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima 

atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat 

memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: 

informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan 

apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak. 

 
IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat 

keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan 

Pimpinan Badan Publik) 
.............................................................................................................. 
......................................... 

.............................................................................................................. 

........................................ 

 
V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: 

menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka 

pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya 

alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas 

keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. 
 

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka 

pemohon informasi dapat mengaju9k0an keberatan kepada Komisi Informasi dalam 

jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID 

oleh Pemohon Informasi Publik. 

 



 

 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN KOMISI INFORMASI  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 
PEMBERITAHUAN 

TERTULIS 
 

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)] 
 

Berdasarkan permintaan Informasi pada tanggal …. bulan …. tahun …. dengan nomor pendaftaran* 
.…, Kami menyampaikan kepada Saudara/i: 

 
Nama : ……………………………………………………………………………… 
Alamat : ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
No. Telp/Email : ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

Pemberitahuan sebagai berikut: 
A. Informasi Dapat Diberikan 
No. Hal-hal terkait Informasi 

Publik 
Keterangan 

1. Penguasaan Informasi 
Publik** 

 Kami 
 Badan Publik lain, yaitu … 

2. Bentuk fisik yang tersedia**  Softcopy (rermasuk rekaman). 
 Hardcopy/salinan tertulis. 

3. Biaya yang dibutuhkan***  Penyalinan Rp. … x .......(jmlh lembaran) = Rp............ 
 Pengiriman Rp............ 

   Lain-lain Rp............ 
  Jumlah Rp. …...... 

4. Waktu penyediaan ..… hari 
5. Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu) 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
B. Informasi tidak dapat diberikan karena:** 

 Informasi yang diminta belum dikuasai 
 Informasi yang diminta belum didokumentasikan 
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu................. ***** 

 
 

......................(tempat),(tanggal/bulan/tahun) 
 
 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) 

 
 
 

Keterangan: 
( ........................................................... ) Nama & Tanda Tangan 

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan. 
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√). 
*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai 

dengan standar biaya yang telah ditetapkan. 
**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya. 
***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta. 

 

 

Logo BP 



 

 

 

LAMPIRAN VIII  

PERATURAN KOMISI INFORMASI  

NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG  

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK* 

 
 

 
No 

 
 

 
Tgl 

 
 

 
Nama 

 
 

 
Alamat 

 
 
 

Nomor 
Kontak 

 
 

 
Pekerjaan 

 
 

Infor- 
masi 
Yang 
Diminta 

 
 

Tujuan 
Penggu- 

naan 
Informasi 

 
Status Informasi 

Bentuk Informasi 
Yang Dikuasai 

 
Jenis Permohonan 

 
 

 
Keputusan 

 
 
 

Alasan 
Penolakan 

 
Hari dan Tanggal 

Biaya & Cara 
Pembayaran 

Dibawah 
Pengua- 

saan 

 
Belum 

Didokumen- 
tasikan 

 
Soft- 
copy 

 
Hard- 
copy 

 
Melihat/ 
Menge- 
tahui 

 
Me- 

minta 
Salinan 

 
Pemberi 
tahuan 
Tertulis 

 
Pemberian 
Informasi 

 
 
Biaya 

 
 

Cara 

Ya Tdk 

                     

                     

KETERANGAN: 
Nomor : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik. 
Tanggal : diisi tentang tanggal permohonan diterima. 
Nama : diisi tentang nama pemohon. 
Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta. 
Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik. 
Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik. 
Informasi Yang Diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta. 
Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi. 
Status Informasi : diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir 
pemberitahuan tertulis. 
Bentuk Informasi Yang Dikuasai : diisi dengan memberikan tanda (√). 
Jenis Permohonan : diisi dengan memberikan tanda (√). 
Keputusan : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis. 
Alasan Penolakan : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID. 
Hari dan Tanggal : Diisi tentang: 

a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik dan Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam 
hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan. 

b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik. 
Biaya & Cara Pembayaran : diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan. 

 
*Format ini adalah format Register Permohonan Informasi Publik secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang 
termuat dalam format ini. 

 



-  

 

 

LAMPIRAN IX 
PERATURAN KOMISI INFORMASI  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR 
LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID 

TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI 

PUBLIK 

 

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)] 

 

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN 

No. Pendaftaran: * .................... 

 

 

Nama      : ……………………………………………………. 

Alamat     : …………………………………………………… 

          …………………………………………………. 

Nomor Telp/email   : …………………………………………………… 

 

Rincian Informasi yang di butuhkan :  …………………………………………………. 

      ……………………………………………………… 

 

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah: 

 

 

 

 
Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan : 
 
 Pasal 17 Huruf ……  UU Keterbukaan Informasi Publik ** 
 
 

 Pasal … Undang-Undang  ……. *** 
 

Bahwa berdasarkan Pasal -Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi 

sebagai berikut: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dengan demikian menyatakan bahwa: 

 

 

 

Jika Permohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan 

keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat 

Keputusan ini . 

..............(Tempat), …..tanggal, bulan, dan tahun ) ****] 

 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
 

 

 

(………………………………………..) Nama & 

Tandatangan 

 
Keterangan: 

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik. 

** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i UU KIP . 

*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, d iisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian 

dalam undang -undang lain yang mengecualikan informasi yang  dimohon tersebut (sebutkan 

pasal dan undang -undangnya). 

****  Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan 

tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini. 

 

 
 

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

 

PERMINTAAN INFORMASI  DITOLAK 

 

Logo 
Badan 
publik 



-  

 

 

LAMPIRAN X 
PERATURAN KOMISI INFORMASI  
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR 
LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 
FORMAT 

FORMULIRKEBERATAN 
(RANGKAP DUA) 

 
[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email, dst] 

 
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN 

INFORMASI PUBLIK 
 
 

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN 
 

Nomor Registrasi Keberatan :  (diisi petugas)* 
Nomor Pendaftaran Permintaan 
Informasi :  
Tujuan Penggunaan Informasi :  
Identitas Pemohon 

Nama :   
Alamat :   

 

Pekerjaan :    
Nomor Telepon :  

Identitas Kuasa Pemohon ** 
Nama :   
Alamat :   

 

Nomor Telepon :   
 

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN*** 

 
a. Permohonan Informasi di tolak. 

b. Informasi berkala tidak disediakan 
c. Permintaan informasi tidak ditanggapi 
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta 
e. Permintaan informasi tidak dipenuhi 
f. Biaya yang dikenakan tidak wajar 
g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan 

 
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu) 

 
 
 

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], 
[tahun][diisi oleh petugas]**** 

 
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih. 

 
..........................(tempat), ........................... [tanggal], [bulan], [tahun] ***** 

 
Mengetahui, ****** 

Petugas Informasi Pengaju Keberatan 
(Penerima Keberatan) 

 
(…………………...............) ( ............................................. ) 
Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan 

 
KETERANGAN 
* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan 
** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa. 
*** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan 
**** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP 
***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai 

dengan buku register pengajuan keberatan. 
****** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang 

menerima pengajuan keberatan. 
 
 
 

Logo 

Badan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
REGISTER 

KEBERATAN* 

LAMPIRAN XI 
PERATURAN KOMISI INFORMASI 
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

 

 
No. 

 

 
Tgl 

 
 

Nama 

 
 

Alamat 

 

 
Nomor 
Kontak 

 

 
Pekerja 

an 

No. 
Pendaf- 

taran 
permint

aan 
infor- 
masi 

 
Infor- 
masi 
Yang 

Dimin- 
ta 

 

Tujuan 
Penggunaan 
Informasi 

Alasan Pengajuan Keberatan 

(Pasal 35 ayat (1) UU KIP) 
 
 
Keputusan atasan 

PPID 

Hari dan 

Tanggal 

Pemberian 

tanggapan atas 

Keberatan 

 

 
Nama dan Posisi 

Atasan PPID 

 

Tanggapan 
Pemohon 
Informasi 

 

a* 

 

b* 

 

c* 

 

d* 

 

e* 

 

f* 

 

g* 

                    
                    

                    

                    
 

Keterangan: 
No. : diisi tentang nomor registrasi keberatan. 

Tgl : diisi tentang tanggal keberatan diterima. 
Nama : diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya 
Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi. 
Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik. 

Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik. 
No. Pendaftaran Permintaan Informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permintaan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak 

diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi. 
Informasi Yang diminta : diisi dengan informasi yang diminta. 

Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi. 
Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 

35 ayat (1) UU KIP) 

: diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik: 

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik 



 

 

 

b. Tidak disediakannya informasi berkala 

c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi 

d. Permintaan informasi tidak sitanggapi sebagaimana yang diminta 

e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi 

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar 

g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 

Keputusan atasan PPID : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID. 

Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan 

: diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan. 
Nama dan Posisi Atasan PPID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat 

yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID 
Tanggapan Pemohon Informasi : diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID. 

 



 

 
 

 
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

KEPUTUSAN 

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 187 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah mengamanatkan Menteri Komunikasi 

dan Digital membentuk Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa yang memiliki tugas 

menyelenggarakan dukungan pengadaan 

barang/jasa pada Kementerian Komunikasi dan 

Digital; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital 

tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 

Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital; 

   

   



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4916)   sebagaimana telah diubah dengan Undang 

Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

225, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6994); 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63); 

3. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 

tentang Kementerian Komunikasi dan Digital 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 370); 

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 511); 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 

01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 

17); 

 

 

   

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





 

LAMPIRAN  

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 187 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN 

BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KOMUNIKASI DAN DIGITAL 

 

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

1. UKPBJ berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro 

Umum Sekretariat Jenderal Kementerian. 

2. UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan 

Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. 

3. Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada 

nomor 2, UKPBJ memiliki fungsi: 

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

c. pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan Pengadaan 

Barang/Jasa;  

d. pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan 

Barang/Jasa; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Biro Umum. 

4. Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana 

dimaksud dalam nomor 3 huruf a, meliputi: 

a. inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa; 

b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; 

c. penyusunan strategi Pengadaan Barang/Jasa; 

d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen 

pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; 

e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; 

f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral; 

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



 

g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 

dan/atau 

h. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak Pengadaan 

Barang/Jasa. 

5. Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 huruf b, meliputi: 

a. pelaksanaan helpdesk, registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem 

informasi Pengadaan Barang/Jasa; 

b. pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

UKPBJ mendapat dukungan teknis dalam pengelolaan sistem dan 

teknologi informasi dari LKPP. 

6. Pelaksanaan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 huruf c, 

meliputi: 

a. pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ; 

b. pembinaan pelaku Pengadaan Barang/Jasa; 

c. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan 

dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ. 

d. pengelolaan dan pengukuran kinerja Pengadaan Barang/Jasa; 

e. pengelolaan manajemen pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa; 

dan/atau 

f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. 

7. Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis 

sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 huruf d, meliputi bimbingan teknis, 

pendampingan, dan/atau konsultasi terkait: 

a. proses Pengadaan Barang/Jasa pada satuan kerja dan unit pelaksana 

teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital; 

b. penggunaan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan 

Kementerian Komunikasi dan Digital, paling sedikit terdiri atas sistem 

informasi rencana umum pengadaan, sistem pengadaan secara 

elektronik, elektronik katalog, elektronik monitoring dan evaluasi, sistem 

informasi kinerja penyedia; dan/atau 

c. substansi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. 

 

 

 

 

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



 

BAB II 

ORGANISASI 

 

1. UKPBJ sebagai unit kerja struktural dipimpin oleh Kepala UKPBJ yang 

dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa pada Biro Umum 

Sekretariat Jenderal Kementerian. 

2. Kepala UKPBJ bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala 

Biro Umum. 

3. Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas: 

a. Tim Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 

b. Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

c. Tim Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Advokasi 

Pengadaan Barang/Jasa; dan 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

4. Tim pengelola sebagaimana dimaksud nomor 3 huruf a, huruf b, dan huruf 

c dipimpin oleh pejabat administrasi atau koordinator yang ditetapkan oleh 

Kepala Biro Umum. 

5. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud nomor 3 huruf d terdiri 

atas jabatan fungsional pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan jabatan 

fungsional lainnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

6. Menteri dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ Kementerian 

yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada unit pelaksana 

teknis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. 

7. UKPBJ dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam bab I nomor 3 menjalin hubungan kerja dengan instansi 

pemerintah dan unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan 

Digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Kepala UKPBJ memiliki tugas: 

a. Melakukan koordinasi dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran/pejabat pembuat komitmen; 

b. Membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; 

c. Menetapkan, menugaskan, menempatkan, dan memindahkan anggota 

Pokja Pemilihan; dan 

d. Menugaskan sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. 

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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